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Pengantar  Redaksi 


SEJARAH  peradaban  modern  dewasa  ini  menurut  A.M.  W.  PrawarArcrmerupakan  hasil 
perkembangan  era  Aufkiarung  yang  lahir  di  Eropa  pada  abad  XVII.  Akan  tetapi  sesu- 
dah  Perang  Dunia  II,  peradaban  modern  ini  dirasakan  mencapai  kejenuhannya,  di 
samping  memecah-mecah  dan  menghancurkan  manusia  atau  kemanusiaan;  maka  digugat 
untuk  diubah  orientasinya  demi  mengaktualisasikan  peningkatan  kualitas  sejarah  semesta 
yang  lebih  bermakna.  Karena  itu,  harus  diupayakan  agar  corak  peradaban  modern  yang 
selama  ini  berpola  dikhotomi,  kompetisi  dan  dominasi  dapat  digantikan  dengan  yang  ber- 
pola  kerjasama,  komunikasi  dan  kebersamaan. 

Dalam  membahas  martabat  manusia  Indonesia  Ginandjar  Kartasasmita  mendasarkan 
pada  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  telah  menyebabkan  pembangunan 
negara-negara  di  dunia  semakin  terintegrasi  dalam  persaingan  global.  Bangsa  yang  tidak 
mampu  memanfaatkan  arus  globalisasi  ini  untuk  pembangunannya  akan  tertinggal  dan 
terhempas  martabatnya.  Dalam  arus  ini  bangsa  Indoaesia  tidak  cukup  hanya  mengandalkan 
sumber  daya  alamnya  yang  dapat  habis,  tetapi  harus  mengutamakan  pengembangan  mutu 
manusianya.  Maka  tidak  cukuplah  hanya  melaksanakan  revolusi  teknologi,  melainkan  juga 
harus  revolusi  budaya,  kalau  dalam  persaingan  global  bangsa  Indonesia  ingin  setara  dengan 
bangsa-bangsa  maju  dan  mendapatkan  kemerdekaannya  yang  sejati. 

Tata  hukum  dapat  menjadi  rekayasa  sosial  untuk  membangun  kualitas  manusia  dan 
masyarakat.  Demi  perwujudan  peranan  hukum  ini  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo, 
sistem  hukum  modern  Republik  Indonesia  yang  berlatar  belakang  Eurosentris  perlu  dipribu- 
misasikan  dalam  data  sosial  budaya  kita.  Karena  itu,  pandangan  dasar  bangsa  yaitu  Pan- 
casila  harus  dijabarkan  ke  dalam  postulat  hukum  dan  semua  kekayaan  intelektual  yang 
berkembang  diintegrasikan  ke  dalam  sistem  hukum  itu. 

Pembangunan  kebudayaan  nasional  Indonesia  oleh  Usman  Pelly  diartikan  sebagai 
rekayasa  kebudayaan  tradisional  dan  pengaruh  peradaban  maju  di  dalam  kebebasan  yang 
dikontrol  oleh  nilai-nilai  dan  cita-cita  dasar  nasional.  Sebab  itu,  demokratisasi  dalam  kebu- 
dayaan tradisional  diperlukan  untuk  pematangan  dan  pengayaan  budaya  daerah-daerah, 
sehingga  menimbulkan  suasana  gairah  maupun  kompetisi  yang  terbuka  dan  saling  mengisi 
demi  tampilnya  puncak-puncak  kebudayaan  daerah  sebagai  modal  kebudayaan  nasional. 
Proses  demokrasi  budaya  ini  dapat  mendorong  transformasi  sosial  lebih  cepat,  namun 
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haruslah  ada  konsep  dan  kebijakan  yang  terintegrasi  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi  dan 
sosial. 

Kompleksitas  sosiobudaya  menurut  Ali  M.A.  Rachman  terjadi  melalui  proses  evolusi 
penggunaan  energi,  karena  struktur  masyarakat  yang  menuntut  status  dan  peran  baru  lebih 
banyak  mengkonsumsi  energi  guna  memelihara  sistem  sosial.  Di  masa  mendatang  konsumsi 
energi  di  Indonesia  secara  tak  terelakkan  menyangkut  perspektif  globalisasi.  Secara  khusus 
Ali  M.A.  Rachman  menguraikan  bagaimana  sebaiknya  bentuk  gaya  hidup  masyarakat  kecil 
dalam  ekonomi  global  agar  pertukaran  energi  antar  negara  bisa  terjadi  dan  arusnya  pun 
perlu  mendapat  perhatian  bangsa  Indonesia  dalam  pembangunan  25  tahun  yang  akan  da- 
tang. 

Kebijakan  pendidikan  Chili  dalam  penilaian  Salomon  Magendzo hanya.  mempunyai  hasil 
minimal  bagi  orang-orang  miskin  untuk  mampu  berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik  dan 
sosial.  Sistem  pendidikan  tidak  mengarah  pada  tindakan,  di  samping  hanya  menyiapkan  pe- 
mecahan  masalah  masyarakat  elite,  dan  bahkan  media  massa  telah  merusak  aktivisme  sosial 
jenis  mana  pun.  Karena  itu,  perlu  dikembangkan  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat 
yang  menggalakkan  perubahan  sosial  partisipatoris  melalui  peningkatan  kualitas  kehidupan 
keluarga,  penyegaran  organisasi-organisasi  masyarakat,  dan  pembangunan  kembali  struktur 
sosial. 

Berbagai  tantangan  akibat  perkembangan  bar u  yang  mewarnai  situasi  politik  dan  ekono- 
mi dunia,  menuntut  peningkatan  kemauan  politik  dalam  rangka  kerjasama  ekonomi 
ASEAN.  Kerjasama  baru  menghadapi  era  pasca  Kamboja  serta  peningkatan  perbaikan 
akses  barang-barang  ASEAN  ke  pasaran  negara-negara  mitra  dialog  merupakan  tema  pen- 
ting  dalam  rangka  persiapan  KTT  ASEAN  ke-14,  sehingga  diharapkan  dapat  menetapkan 
strategi  dan  arahan  baru  bagi  kerjasama  ASEAN.  Bentuk  kerjasama  ASEAN  lainnya  yaitu 
kerjasama  Ekonomi,  Perdagangan,  Industri  Mineral  dan  Energi  dan  kerjasama  Non- 
Ekonomi,  Non-Pemerintahan  serta  hubungan  ASEAN  dengan  mitra  dialognya  dapat  diikuti 
dalam  Ringkasan  Peristiwa  ASEAN  bulan  Desember  1990  sampai  dengan  Januari  1991  yang 
disusun  oleh  Sudibyo  (Editor),  Yoyok  Ariessusanto  dan  F.  Andrea  sebagai  anggotanya. 


Februari  1991 
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Abad  XXI 
Sebagai  Era  Aufklarung  11 


A.M.  W.  PRANARKA 


Pendahuluan 


GLOBALISASI  yang  makin  mengge- 
lombang  mewarnai  akhir  abad  XX 
tampaknya  membawa  petunjuk 
bahwa  pada  abad  yang  akan  datang  dunia 
akan  mengalami  transformasi  yang  sifatnya 
mendasar,  Gejala-gejala  yang  terjadi  me- 
nyertai  gelombang  globalisasi  membawa 
tanda-tanda  kemungkinan  terjadinya  peru- 
bahan-perubahan  kualitatif  maupun  struk- 
tural  di  dalam  perkembangan  sejarah  dunia 
di  abad  XXI  yang  akan  datang  nanti.  Moti- 
vasi  dominasi  disertai  dengan  perkembangan 
ilmu  dan  teknologi  yang  makin  menyatu  de- 
ngan ekonomi  merupakan  arus  utama  yang 
amat  kuat  mewarnai  perubahan-perubahan 
diakhir  abad  ini. 

Di  dalam  konteks  seperti  itu  mungkin 
kita  dapat  berbicara  mengenai  abad  XX 
sebagai  bagian  dari  gelombang  sejarah  besar 
di  masa  yang  lampau  dan  bagian  awal  yang 
menguak  gelombang  sejarah  berikutnya  di 
abad  XXI  dan  selanjutnya.  Gelombang  apa- 


kah  yang  bakal  mewarnai  abad  XXI  itu?  Ke- 
manakah  arah  sejarah?  Hal-hal  ini  kiranya 
dapat  menjadi  bahan  permenungan^  agar  ke- 
terlibatan  kita  dengan  proses  sejarah  dunia 
ini  didukung  puia  dengan  wawasan  keseja- 
rahan  yang  besar. 

Gelombang  globalisasi  yang  amat  diwar- 
nai  oleh  motivasi  dominasi  seperti  dengan  il- 
mu dan  teknologi  yang  makin  menyatu  de- 
ngan ekonomi,  jelaslah  dapat  dipandang  se- 
bagai bagian  gelombang  era  Aufklarung 
yang  terjadi  pada  abad  ke-17  dan  18  dan  ber- 
jalan  terus  hingga  dewasa  ini.  Dengan  me- 
ngingat  posisi  abad  XX  sebagai  bagian  dari 
gelombang  Aufklarung  yang  membuka  ke- 
mungkinan tahapan  terjadinya  era  baru  de- 
ngan perubahan  kualitatif  maupun  struktu- 
ral  di  tingkat  sejarah  dunia  di  abad-abad 
yang  akan  datang,  mungkin  kita  dapat 
berbicara  mengenai  abad  XX  sebagai  akhir 
dari  gelombang  Aufklarung  /  dan  abad  XXI 
sebagai  gelombang  awal  dari  era  Aufklarung 
II.  Sebagai  kelanjutan  dari  gelombang 
kldrung  I  yang  membawa  gelombang  besar 
globahsasi  yang  dimotivasikan  oleh  kekuat- 
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an  aspirasi  dominasi  yang  .didukung  dengan 
perkembangan  ekonomi,  ilmu  dan  teknolo- 
gi,  maka  dapatlah  kita  bertanya-tanya:  pola 
apakah  yang  akan  terjadi  di  abad-abad  yang 
akan  datang  nanti.  Sekurang-kurangnya  kita 
dapat  mengharapkan  pola  apa  yang  seyogya- 
nya  mewarnai  gelombang  sejarah  di  masa 
yang  akan  datang  itu,  sehingga  manusia 
dapat  mengatasi  dampak-dampak  samping- 
an  yang  dibawa  oleh  puncaknya  gelombang 
AufkldrungI,  sehingga  era  Aufklarung  II 
tersebut  walaupun  tetap  akan  membawa 
kuatnya  arus  dominasi,  ilmu,  ekonomi  dan 
teknologi,  akan  dapat  ditempatkan  ke  dalam 
wawasan  yang  lebih  membawa  makna  bagi 
perkembangan  umat  manusia. 

Dari  renungan  ulang  terhadap  keselu- 
ruhan  perjalanan  abad  XX  sebagai  satu 
lakon,  dan  juga  sebagai  ancang-ancang  me- 
masuki  abad  XXI,  dapat  dikatakan  bahwa 
ditinjau  dari  segi  jalannya  sejarah  kebuda- 
yaan,  pada  saat  ini  umat  manusia  atau  kita 
semua  sedang  berada  dalam  ambang  berak- 
hirnya  era  Aufklarung  I  dan  ambang  dia- 
walinya  era  Aufklarung  II. 

Aufklarung adalah  zaman  pencerahan  di 
Eropa  Modern  yang  terjadi  sejak  abad 
XVII.  Dengan  membuat  Aufklarung  sebagai 
tonggak  acuan  gelombang  sejarah,  tidaklah 
berarti  mengemukakan  wawasan  yang  sepe- 
nuhnya  Eropasentris.  Aufklarung  memang 
lahir  di  Eropa,  namun  arus  gelombangnya 
bagaimanapun  berdampak  luas,  ke  seluruh 
dunia,  bahkan  dalam  bentangan  waktu  yang 
cukup  panjang  hingga  saat  ini. 

AufkldrungI  yang  berkembang  dalam 
abad  XVIII,  arus  gelombangnya  terus  mem- 
bawa hempasan  sepanjang  abad  XIX  dan 
abad  XX.  Abad  XX  adalah  kontinuasi  dari 
era  Aufklarung,  namun  mungkin  juga  akan 
merupakan  saat  titik  jenuhnya  getaran  ge- 


lombang Aufklarung  /  tersebut.  Dewasa  ini 
terjadi  gugatan-gugatan  mendasar  terhadap 
beberapa  hasil  yang  dibuahkannya,  di  sam- 
ping  gelombang  arus  globalisasi  awal  dari 
Aufklarung  II.  Gugatan-gugatan  tersebut 
meminta  terjadinya  era  sejarah  baru  umat 
manusia  yang  masih  merupakan  kesinam- 
bungan,  namun  dengan  peningkatan  kuali- 
tas  serta  perubahan  struktural  dengan  orien- 
tasi  agar  teraktualkan  peningkatan  gradasi 
kualitas  sejarah  semesta  yang  lebih  ber- 
makna. 


Abad  XX 

Perjalanan  abad  XX  sebagai  jalannya  se- 
jarah kebudayaan,  mungkin  dapat  dibagi 
menjadi  dua:  zaman  sebelum  tahun  1945 
dan  zaman  sesudah  tahun  1945.  Pembagian 
ini  bukan  karena  kebetulan  Indonesia 
modern  lahir  pada  kurun  waktu  itu,  melain- 
kan  karena  pada  tahun  itu  berakhir  Perang 
Dunia  II.  Dengan  demikian,  pembagian 
menjadi  dua  babak  tersebut  lebih  didasar- 
kan  atas  acuan  peristiwa  perang  dunia  yang 
terjadi  dalam  abad  XX. 

Abad  XX  sebelum  tahun  1945  merupa- 
kan kontinuasi  yang  amat  kuat  dari  gelom- 
bang Aufklarung ahad  XVIII  dan  XIX.  Inti 
utama  dari  Aufklarung  adalah  adanya  keya- 
kinan  bahwa  lepas  dari  agama  dan  lepas  dari 
Tuhan,  manusia  melalui  kekuatan  pengeta- 
huannya  akan  dapat  membangUn  dunianya 
sendiri.  Dengan  perkataan  lain,  Aufklarung 
adalah  suatu  era  yang  ditentukan  secara 
dogmatik  oleh  dominasi  pengetahuan  manu- 
sia. 

Aufklarung  ini  tentu  saja  adalah  kelan- 
jutan  dari  Renaissance,  yang  merupakan 
reaksi  yang  menggugat  kejenuhan  Abad  Per- 
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tengahan  Eropa.  Abad  Pertengahan  diwar- 
nai  oleh  dominasi  keagamaan,  yang  digugat 
oleh  zaman  modern.  Kedaulatan  atau  supre- 
masi  keagamaan  digantikan  dengan  ke- 
daulatan dan  kepercayaan  terhadap  supre- 
masi  kodrat,  supremasi  manusia,  dan  khu- 
susnya  supremasi  pengetahuan  manusia. 
Bila  dalam  Abad  Pertengahan,  religion  men- 
jadi  iiber  alles,  maka  dalam  era  Aiifkldrung 
itu  pengetahuan  (knowledge)  menjadi  iiber 
alles. 

Gelombang  optimisme  Aufklarung  me- 
mang  amat  dahsyat  sehingga  memacu  ber- 
kembangtumbuhnya  cabang-cabang  penge- 
tahuan, baik  dalam  bentuk  filsafat,  ilmu, 
ideologi  maupun  teknologi.  Sekularisme 
Aufklarung  telah  memacu  gelombang  mo- 
dernisasi  dan  kemajuan  peradaban 
(progress).  Situasi  yang  digambarkan  di 
dalam  Gelombang  Ketiga  dan  Megatrend 
misalnya,  adalah  muara  dari  arusnyay4w/- 
kldrung.  Yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa 
masing-masing  cabang  tersebut  tumbuh  dan 
berkembang  dengan  pretensi  menjadi  peme- 
gang  "kedaulatan  tertinggi"  dan  "penguasa 
tunggal".  Dengan  perkataan  lain  terjadilah 
suatu  suasana  yang  dipenuhi  oleh  sikap  yang 
beraspirasi  kepada  dominasi  dan  pandangan 
determinisme  satu  dimensional.  Walaupun 
masing-masing  sesungguhnya  hanya  me- 
nyentuh  salah  satu  bagian  dari  kenyataan 
dan  totalitas,  akan  tetapi  cenderung  mem- 
buat  klaim  kemutlakan  sebagai  satu-satunya 
penentu. 

Suasana  Aufklarung  memang  suasana 
yang  penuh  semangat  kompetisi  dan  menga- 
rah  kepada  perebutan  dominasi.  Misalnya 
saja  dalam  dunia  ilmu,  suatu  teori  dianggap 
mempunyai  nilai  tinggi  apabila  teori  tersebut 
dapat  menjatuhkan  teori  yang  lama  atau 
yang  sedang  berlaku.  Ini  terjadi  pula  di  du- 
nia politik  dan  ekonomi. 


Maka,  terjadilah  perebutan  kedaulatan 
ataupun  perang  merebut  legitimasi  mutlak 
antara  filsafat  dengan  ilmu  dan  kemudian 
dengan  teknologi  dan  ideologi.  Bahkan  di 
dalam  masing-masing  cabang  utama,  seperti 
filsafat,  ilmu,  ideologi  dan  kemudian  juga 
theologi,  terjadi  perpecahan-perpecahan 
lagi,  dan  semuanya  pun  berada  dalam  suasa- 
na kompetisi  dan  perebutan  dominasi. 

Bagian  pertama  abad  XX  merupakan 
zaman  di  mana  Aufklarung  hermuara  pada 
suasana  seperti  itu.  Bukan  hanya  dalam  bi- 
dang  pengetahuan  melainkan  juga  dalam 
bidang  sosial,  ekonomi,  dan  poltiik.  Ber- 
langsunglah  dalam  abad  XX  suatu  proses 
transformasi  progresif  yang  besar,  cepat  dan 
menyeluruh,  yang  menyentuh  hampir  segala 
segi  kekuasaan  dan  kehidupan. 

Perkembangan  yang  amat  kaya  dan 
cepat  tersebut  tampaknya  membawa  dam- 
pak  yang  berat  bagi  manusia.  Sejarah  men- 
jadi terpecah-pecah.  Dikotomi  dan  antago- 
nisme  adalah  ciri  utama.  Dominasi,  hegemo- 
ni,  supremasi  merupakan  medan  perebutan. 
Dan  terjadilah  Perang  Dunia  II,  yang  dapat 
dipandang  sebagai  medan  diperagakannya 
kekuatan-kekuatan  yang  dihasilkan  oleh 
Aufklarung  tersebut,  yang  memecah,  meng- 
hancurkan  manusia  dan  kemanusiaan. 

Maka  sesudah  Perang  Dunia  II,  terjadi- 
lah arus  balik  yang  menggejala  di  dalam 
aliran-aliran  anti  intelektualisme  berupa  ge- 
rakan  anti  sistem  intelektual  dan  anti  sistem 
sosial  ataupun  pohtikal.  Ini  terjadi  di  tahun 
1950an,  tahun  1960an,  sampai  tahun  1980- 
an,  antara  lain  dalam  bentuk  aliran  Eksis- 
tensialisme  dan  kemudian  Neo-Marxisme. 
Walaupun  demikian  semangat  Aufklarung 
masih  menjadi  cirinya,  karena  aliran-aliran 
itu  masih  berupaya  merebut  "dominasi" 
dalam  pretensinya  mewujudkan  suatu  ma- 
syarakat  yang  sempurna,  final  dan  total. 


ERA  AUFKLARUNG  II 


7 


Sementara  itu  gelombang  Aufkliirung 
berjalan  terus:  ilmu  maupun  teknologi  ma- 
kin  berkaitan  dengan  ekonomi,  politik,  dan 
persenjataan.  Dengan  perkataan  lain,  buah 
hasil  arus-arus  gelombang  Aufklarung  ma- 
kin  dipadu  menjadi  satu  di  dalam  bentuk  ke- 
kuasaan  (power).  Dan  kualitas  kekuasaan 
tersebut  amatlah  ditentukan  oleh  kualitas  il- 
mu dan  teknologi,  kualitas  ekonomi,  indus- 
tri  dan  terutama  sistem  moneternya.  Gelom- 
bang ini  membawa  tekanan-tekanan  kepada 
pusat-pusat  kekuatan  dunia  baik  di  Timur 
maupun  di  Barat.  Sebelum  Perang  Dunia  II, 
Eropa  merupakan  satu-satunya  centrum 
mondial.  Tetapi  sesudah  Perang  Dunia  II 
terjadi  sentrifikasi  baru  yaitu  sentrifikasi  bi- 
polar antara  AS  dan  US.  Namun  desakan  il- 
mu, teknologi  dan  ekonomi,  terutama  sistem 
moneter,  tampaknya  membuat  pusat  bipolar 
itu  pun  memudar  menjadi  multipolar.  Ge- 
lombang tersebut  juga  terasa  hempasannya 
terhadap  Negara-negara  Dunia  Ketiga. 

Suasana  pada  tahun  1960an,  1970an,  dan 
1980an,  dapatlah  dipandang  sebagai  suasana 
perjalanan  sejarah  di  mana  umat  manusia 
berada  di  persimpangan  jalan.  Ada  kesadar- 
an  akan  ancaman-ancaman  destruktif,  ada 
keinginan  untuk  memacu  langkah  yang 
konstruktif.  Akan  tetapi  masih  dalam  suasa- 
na serba  bimbang  dan  ragu,  karena  berbagai 
risiko  masih  harus  diperhitungkan. 

Suasana  ini  merupakan  momentum  yang 
menyadarkan  sifat  terbatasnya  segala  sis- 
tem. Menjadi  konsensus  dan  kesadaran  ber- 
sama  bahwa  tidak  ada  satu  sistem  pun  yang 
terbukti  merupakan  sistem  yang  final,  total 
serba  tunggal,  dalam  menjawab  masalah- 
masalah  dunia  dan  manusia  baik  itu  berupa 
falsafah,  ilmu,  teknologi,  ideologi  maupun 
theologi.  Kesadaran  akan  keterbatasan  de- 
mikian  ternyata  merupakan  pemacu  terjadi- 
nya  keterbukaan  dan  desakan  untuk  mencari 


pola  baru:  bukan  lagi  pola  kompetisi,  domi- 
nasi,  dikotomi,  melainkan  pola  kerjasama, 
komunikasi,  persatuan,  kebersamaan.  Kira- 
nya  memang  tidak  kelirii  bahwa  dalam  kebe- 
radaannya  di  persimpangan  jalan  sejarah 
ini,  manusia  sadar  bahwa  ia  berada  dalam 
situasi  in  search  of  new  creative  synthesis. 
Aufkliirung  I  mtXahnko-n  pluralisme  kekuat- 
an sejarah.  Masalahnya  adalah  dapatkah  di- 
bangun  suatu  persatuan  atas  dasar  pluralis- 
me kekuatan-kekuatan  sejarah  itu. 

Aufklarung  11 

Sejarah  akan  dan  harus  berjalan  terus. 
Ini  telah  menjadi  kesadaran  bersama.  De- 
sakan sejarah  itu  menyebabkan  umat  manu- 
sia tidak  dapat  tinggal  berlama-lama  dalam 
cross-road  of  history.  Ia  harus  mengadakan 
breakthrough,  agar  dapat  melanjutkan  per- 
jalanan sejarahnya. 

Kalau  kita  mengamati  perkembangan 
yang  terjadi,  maka  kekeliruan  mendasar  di 
masa  lampau  (walaupun  telah  menghasilkan 
buah-buah  peradaban  secara  kaya  dan  me- 
nakjubkan)  adalah  suasana  kompetisi,  do- 
minasi,  suasana  determinisme  satu  dimen- 
sional, yang  saling  berebut  kekuasaan,  apa- 
kah  itu  dalam  wujud  falsafah,  agama,  ilmu, 
ideologi  ataupun  teknologi,  dalam  wujud 
kekuasaan  politik  ataupun  ekonomi. 

Namun  kalau  kita  bertanya:  semua  itu 
secara  radikal  (kalau  kita  cari  akarnya)  dari 
manakah  datangnya?  Jawaban  tampaknya 
telah  menjadi  konsensus  bersama  pula:  dari 
manusia  sendiri.  Filsafat,  ilmu,  theologi, 
ideologi,  ilmu  dan  teknologi,  sistem  politik 
dan  ekonomi,  yang  telah  tumbuh  menjadi 
sistem  kekuatan  dan  kekuasaan  progresif 
dan  multiplikatif,  semua  itu  akarnya  terletak 
pada  eksistensi  manusia  ini  di  dalam  sejarah 
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semesta.  Manusia  sendirilah,  yang  dalam  era 
Aufkldrung  pertama-tama  telah  menempat- 
kan  pengetahuan  sebagai  kekuatan  di  luar 
manusia,  bahkan  manusia  terperangkap  ke 
dalam  dalil:  manusia  untuk  pengetahuan, 
Dan  di  sini  sebenarnya  pertanyaan  mendasar 
muncul:  Manusia  untuk  ilmu?  Manusia  un- 
tuk falsafah?  Manusia  untuk  agama  dan 
theologi?  Manusia  untuk  teknologi?  Manu- 
sia untuk  sistem  politik  dan  ekonomi?  Atau- 
kah  sebaliknya:  bahwa  semua  itu  adalah  dari 
manusia  oleh  manusia  dan  untuk  manusia 
serta  kemajuan  semesta. 

Di  sini  kiranya  dapat  ditarik  satu  kesim- 
pulan,  dalam  rangka  membangun  synthesis 
kreatif,  bahwa  konsentrasi  perlu  dipusatkan 
pada  manusia;  pemahaman  mendasar  me- 
ngenai  eksistensi  manusia,  dengan  segala 
dimensinya,  dengan  segala  masalah,  ke- 
mungkinan  dan  perkembangannya  untuk 
menjadi  potensi  destruktif  atau  potensi  kon- 
struktif,  perlu  diletakkan  sebagai  landasan 
suasana  mendasar  bersama.  Manusia  yang 
di  masa  lampau  menjadi  sumber  suasana 
yang  serba  kompetisi,  perebutan  dominasi, 
serba  dikotomi  dan  karena  itu  berjalan 
secara  satu  dimensional  dalam  langkah 
dialektika  negatif,  sesungguhnya  dapat 
menjadi  manusia  yang  membangun  suasana 
yang  serba  kebersamaan,  keterjalinan,  ko- 
munikasi,  dan  tidak  dalam  rangka  perebut- 
an dominasi,  melainkan  saling  memberi  se- 
hingga  dapat  berjalan  dalam  suasana  pluri- 
dimensional  dan  dalam  langkah  dialektika 
positif. 

Itulah  mungkin  salah  satu  kesimpulan 
yang  dapat  kita  tarik  dari  refleksi  kita  atas 
perjalanan  abad  XX  sebagai  perjalanan  ke- 
budayaan. 

Dalam  rangka  itu,  maka  kita  mungkin 
perlu  mengakhiri  gelombang  era  Aufkliirung 


I  dan  menyambungnya  dengan  gelombang 
era  Aufkldrung  II.  Bila  Aufkldrung  /dilan- 
daskan  pada  motivasi  perebutan  dominasi 
pada  pengetahuan,  ilmu,  teknologi,  politik 
dan  ekonomi  maka  dalam  Aufkldrung  IL 
umat  manusia  kiranya  dapat  membangun 
suatu  zaman  yang  makin  dilandasi  oleh  ke- 
sadaran  akan  eksistensinya  sebagai  manusia. 
Ini  tidak  berarti  kita  akan  berhenti  mengem- 
bangkan  pengetahuan:  berhenti  mengem- 
bangkan  filsafat,  ilmu,  theologi,  ideologi 
dan  teknologi;  berhenti  membangun  sistem 
politik,  ekonomi,  masyarakat,  dan  kemaju- 
an. Tetapi  pengembangan  semua  itu  dalam 
konteks  manusia  dan  kemanusiaan. 

Apabila  menempatkan  segala  sesuatunya 
dalam  konteks  aktualisasi  manusia  dan  ke- 
manusiaan (yang  merupakan  eksistensi  yang 
evolutif,  dialektikal  dan  kreatif)  berarti  me- 
nempatkan segala  s.esuatunya  dalam  konteks 
kebudayaan,  maka  era  Aufkldrung  II,  yang 
diharapkan  akan  mewarnai  abad  XXI  dan 
seteriisnya,  semogalah  menjadi  the  Era  of 
Culture:  Era  Kebudayaan.  Untuk  membantu 
gerak  gelombang  Aufkldrung  II  ini,  dunia 
falsafah  dapat  memberikan  sumbangan 
mendasar.  Antara  lain  dengan  usaha  me- 
ngembangkan  Epistemologi  Baru  dan  On- 
tologi  Baru  (yang  kreatif,  dinamis,  terbuka) 
berdasarkan  atas  pemahaman  mendasar  ter- 
hadap  eksistensi  manusia.  Atas  dasar  Epis- 
temologi dan  Ontologi  yang  basisnya  adalah 
pemahaman  mendasar  kreatif  terhadap  ek- 
sistensi manusia,  maka  dapat  dibangun 
Etika  Pribadi  maupun  Etika  Sosial.  Dengan 
demikian  pemahaman  mendasar  mengenai 
manusia  dan  kemanusiaan  itu  dapat  tumbuh 
tidak  saja  sebagai  pemikiran  melainkan  juga 
menemukan  wujud-wujud  strukturalnya. 

Dalam  rangka  ini  pula,  apabila  salah 
satu  permasalahan  yang  digerakkan  oleh  ge- 
lombang Aufkldrung  I  itu  adalah  kekuasaan 
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(forces  powers),  maka  dalam  Aufkldrung  II 
tugas  umat  manusia  adalah  bergumul  untuk 
membudayakan  berbagai  kekuatan  dan  ke- 
kuasaan  alam,  sejarah  maupun  masyarakat. 
Proses  ini  dapat  didukung  dengan  usaha  ko- 
munikasi  interdisipliner,  pertemuan  kefilsa- 
fatan  secara  aktual,  serta  pengembangan 
comparative- phylosophy.  Hal  ini  dapat 
membantu  menciptakan  iklim  di  mana  umat 
manusia  membangun  konsensus-konsensus- 
nya.  Inilah  langkah  yang  kiranya  perlu  di- 
tempuh  oleh  umat  manusia.  Kegagalan  da- 


lam hal  ini  akan  berarti  kembali  atau  tetap 
berada  di  dalam  swasana.  Aufkldrung  I,  yang 
salah  satu  muaranya  adalah  benturan- 
benturan,  permusuhan,  pertarungan,  dan 
perang  skala  besar.  Saya  tidak  tahu  apakah 
umat  manusia  masih  memerlukan  pengalam- 
an  yang  lebih  dahsyat  lagi  daripada  Perang 
Dunia  II,  untuk  dapat  melangkah  bersama 
secara  teguh  menaiki  tangga  gradasi  evolusi 
kultural  menuju  kualitas  kemanusiaan  yang 
lebih  tinggi  lagi  dengan  melahirkan  wujud- 
wujudnya  secara  struktural  pula. 


Beberapa  Pokok  Pikiran  Mengenai 
Martabat  dan  Kualitas  Maiiusia 
di  dalam  Persaingan  Global 

Ginandjar  KARTASASMITA 


Pendahuluan:  Tekiiologi  Pemba- 
wa  Perubahan 


KITA  menyaksikan  dunia  sedang  di- 
landa  arus  perubahan  besar,  yang 
telah  dan  akan  membuat  konsep- 
konsep  lama  mengenai  tata  hubungan  antiar 
bangsa  menjadi  usang  di  samping  akan  ber- 
kembang  pandangan-pandangan  baru.  Arus 
ini  didorong  oleh  kemajuan  teknologi  yang 
berkembang  dengan  sangat  cepat  dalam 
abad  ke-20  yang  segera  akan  kita  lalui. 

Banyak  orang  menyimpulkan  bahwa 
suatu  era  segera  akan  selesai  dilalui,  yaitu 
era  industri,  dan  manusia  sekarang  sedang 
memasuki  era  baru,  yaitu  era  informasi. 
Proses  perubahan  yang  sekarang  berlang- 
sung  dikatakan  sebagai  proses  transformasi 
masyarakat  industri  menjadi  masyarakat  in- 
formasi, yaitu  suatu  masyarakat  yang  kehi- 

Makalah  ini  telah  disampailcan  pada  Seminar  Na- 
sionai  limu-ilmu  Sosial  1990  dan  Kongres  VI  Himpunan 
Indonesia  untuk  Pengefnbangan  Ilmu-Ilmu  Sosial 
(HIPIIS)  tanggal  16-21  Juli  1990  di  Yogyakarta. 


dupan  dan  kemajuannya  sangat  dipengaruhi 
oleh  penguasaan  atas  informasi. 

Sejarah  manusia  mencatat  evolusi  tekno- 
logi yang  mengubah  peradaban  rqanusia  dari 
satu  zaman  ke  zaman  lainnya.  Evolusi  tekno- 
logi melahirkan  evolusi  kebudayaan  dan  per- 
adaban, dari  manusia  gua  ke  masyarakat 
pemburu  yang  mengembara,  ke  masyarakat 
agraris  dan  akhirnya  ke  masyarakat  industri. 

Perkembangan  teknologi  di  abad  ke-20 
ini  tampaknya  sudah  tidak  bisa  lagi  dikata- 
kan sebagai  evolusi,  karena  yang  terjadi  ada- 
lah  lompatan-lompatan  besar  jauh  ke  muka 
dalam  tempo  yang  dalam  konteks  sejarah 
peradaban  manusia  adalah  sangat  singkat. 
Beberapa  terobosan  (breakthrough)  tekno- 
logi telah  membawa  manusia  melaju  ke 
suatu  masa  depan  yang  manusia  sendiri  be- 
lum  dapat  menggambarkan  secara  pasti  arah 
dan  batasan-batasannya,  karena  demikian 
luasnya  kemungkinan-kemungkinan  yang 
terbuka. 

Kemampuan  manusia  menghasilkan  dan 
mengendalikan  energi  telah  mengubah  jang- 
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kauan  manusia  atas  apa  yang  mampu  dila- 
kukannya.  Misalnya,  teknologi  nuklir  dan 
teknologi  yang  menghasilkan  daya  dorong 
yang  mampu  menembus  perangkap  gravitasi 
sehingga  membuka  cakrawala  baru  bagi 
uniat  manusia. 

Teknologi  pertanian  telah  menghasilkan 
revolusi  hijau  dan  membuat  usang  konsep 
keterbatasan  lahan,  sehingga  masalah  pa- 
ngan  tidak  lagi  menjadi  kekhawatiran  dunia. 

Teknologi  material  memungkinkan  ma- 
nusia membuat  bahan  yang  tahan  tekanan, 
tahan  suhu  (panas  atau  dingin)  yang  me- 
mungkinkan manusia  melangkah  lebih  maju 
lagi  dalam  teknologi  transportasi  maupun 
industri.  Di  sini  dapat  disebutkan  pula  ke- 
majuan  besar  dalam  membuat  logam-logam 
paduan,  bahan-bahan  sintetik,  dan  tekno- 
logi optik. 

Teknologi  biologi  (bio  teknologi)  menun- 
jang  upaya  manusia  untuk  tidak  tergantung 
pada  ruang  sebagai  kendala  kehidupannya, 
membuat  produksi  pangan  lebih  mudah  dan 
murah,  membuat  orang  berumur  panjang, 
bahkan  mungkin  akan  dapat  merekayasa 
manusia  masa  depan  kalau  itu  dikehendaki. 

Naipun  dari  kesemuanya  itu,  yang  ber- 
dampak  sangat  luas  dan  menjadi  pendorong 
transformasi  budaya  yang  kuat  serta  seka- 
rang  sedang  berlangsung  adalah  teknologi 
informasi  dan  komunikasi,  yang  meman- 
faatkan  terobosan  di  berbagai  disiplin  ilmu 
dan  teknologi,  tetapi  terutama  ditunjang 
oleh  perkembangan  teknologi  elektronika 
dan  informatika. 

Dengan  tidak  mengabaikan  berbagai 
faktor  lainnya,  dapat  dikatakan  revolusi  in- 
formasi dan  komunikasi  yang  terutama  ter- 
jadi  dalam  belahan  kedua  abad  ke-20  inilah, 
yang  mempengaruhi  kecenderungan  peru- 
bahan  mendasar  dalam  kehidupan  manusia 


yang  salah  satu  aspek  di  antaranya  adalah 
kecenderungan  globalisasi. 

Dengan  perkembangan  teknologi  infor- 
masi dan  komunikasi  maka  dunia  menjadi 
sempit,  ruang  dan  waktu  menjadi  sangat  re- 
latif,  dan  dalam  banyak  hal  batas-batas  ne- 
gara  sering  menjadi  kabur  bahkan  mulai  ti- 
dak relevan.  Tirai-tirai  yang  membatasi  satu 
bangsa  dengan  bangsa  lain  mulai  tersingkap 
bahkan  mulai  terhanyut  oleh  perubahan. 

Proses  ini  masih  berlangsung  terus.  Kita 
belum  tahu  sampai  di  mana  dan  setelah  itu 
apa.  Namun  pasti  tidak  ada  manusia  yang 
luput  dari  pengaruhnya.  Kalau  ia  pandai 
memanfaatkan  kesempatan  dan  ikut  melaju 
dalam  arus  ini,  ia  akan  dapat  ikut  menik- 
mati.  Kalau  tidak,  maka  akan  ditinggal  atau 
bahkan  akan  terhempas,  sehingga  baginya 
arus  perubahan  ini  bukan  membawa  keman- 
faatan  tetapi  malah  kehancuran.  Sebab  itu 
sungguh  baik  kalau  kita  pun  mengikuti 
perkembangan  ini  dengan  seksama,  supaya 
yang  kita  peroleh  adalah  faedah  dan  bukan 
musibahnya. 

Indikasi  Era  Global 

Revolusi  teknologi  seperti  telah  dikemu- 
kakan  telah  membangkitkan  kekuatan  besar 
yang  mendorong  terjadinya  perubahan  men- 
dasar. Dalam  tata-hubungan  antar  bangsa, 
antara  lain  merangsang  terjadinya  kecende- 
rungan globalisasi. 

Bagaimanakah  kita  bisa  melihat  tanda- 
tanda  sedang  berlangsungnya  proses  itu? 
Atau  melalui  gejala-gejala  apakah  proses 
globalisasi  itu  terwujud? 

Meredanya  ketegangan  dunia  merupa- 
kan  salah  satu  hasil  dari  perkembangan  ter- 
sebut.  Perkembangan  keadaan  ini  diakibat- 
kan  oleh  berbagai  hal,  antara  Iain: 
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-  Kemajuan  teknologi  persenjataan  telah 
menghasilkan  senjata-senjata  penghancur 
yang  melebihi  kebutuhan  untuk  hanya 
menghancurkan  musuh,  dan  akan  mem- 
bawa  akibat  hancurnya  diri  sendiri.  Maka 
semua  pihak  tidak  menghendaki  terjadi- 
nya  Perang  Dunia  III,  yang  akan  meng- 
akhiri  peradaban  manusia  seperti  yang 
kita  kenal  sekarang. 

-  Kemajuan  ekonomi  yang  dihasilkan  kema- 
juan teknologi  di  negara-negara  Barat  dan 
kegagalan  sistem  komunisme  untuk  me- 
ngembangkan  inisiatif  yang  dapat  meng- 
hasilkan inovasi  teknologi  dan  kreativitas 
usaha,  membawa  kebangkrutan  ideologi 
komunisme  dan  membuat  mereka  berpa- 
ling  pada  sistem  yang  telah  terbukti  berha- 
sil.  Karena  komunis  Rusia  mempelopori 
gerakan  ini,  maka  negara  komunis  lain 
tidak  berdaya  menahannya. 

-  Gejala  terakhir  ini  didorong  oleh  dahsyat- 
nya  arus  informasi  yang  tidak  bisa  diben- 
dung  oleh  dinding-dinding  penghalang 
yang  dibangun  untuk  mencegah  masuk- 
nya  pengaruh  luar.  Negara-negara  komu- 
nis tidak  dapat  menutup  mata  atas  kenik- 
matan  hidup  hasil  kemajuan  ekonomi 
yang  dicapai  oleh  negara  Barat.  Manakala 
sistem  komunis  tumbang  di  satu  negara, 
negara  komunis  lain  bagaimanapun  tidak 
berdaya  mencegah  masuknya  informasi 
mengenai  apa  yang  terjadi  di  negara  lain 
itu. 

Sebagai  akibatnya,  ideologi  tidak  lagi 
menjadi  relevan  sebagai  tolok  ukur  utama 
hubungan  satu  negara  dengan  negara  lain- 
nya.  Ukuran  yang  menjadi  paling  menonjol 
adalah  ekonomi,  yaitu  apa  hasil  nyata  yang 
akan  diperoleh  dari  hubungan  itu. 

Di  lain  pihak,  kesadaran  politik  baru 
telah  muncul  menggantikan  dogma-dogma 
ideologi  dan  mempengaruhi  sikap  politik 


orang  atau  negara  kepada  orang  atau  negara 
lainnya.  Misalnya  masalah  hak-hak  asasi 
manusia.  Orang  atau  negara  Barat  sama 
sekali  tidak  akan  ragu-ragu  mengecam  nega- 
ra lain  apabila  terjadi  apa  yang  dianggapnya 
sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia, 
apakah  itu  negara  komunis  atau  negara  yang 
dalam  konstelasi  lama  adalah  sahabat  atau 
teman  sekubunya. 

Dambaan  akan  kebebasan  dan  hal-hal 
individu  serta  keinginan  untuk  menegakkan 
demokrasi  memacu  perubahan  politik  di  ba- 
nyak  negara.  Rezim-rezim  otoriter  apa  pun 
warna  politiknya  tumbang  satu  per  satu  di- 
landa  arus  perubahan  ini. 

Dampak  yang  sangat  besar  pula  akan  ter- 
jadi dalam  kehidupan  sosial  budaya  manu- 
sia. Arus  informasi  dan  komunikasi  telah 
membuat  makin  globalnya  berbagai  nilai  bu- 
daya. Contoh  sederhana:  celana  jean, 
mickey  mouse,  musik  jazz  dan  rock,  dan 
coca  cola  sudah  menjadi  "budaya  dunia". 
Sedang  tumbuh  "budaya  lain"  baru  seperti 
chops  tick,  kentucky  fried  chicken,  sushi, 
noodle,  yang  tadinya  jenis  makanan  yang  sa- 
ngat lokal  (atau  nasional)  sekarang  telah 
menjadi  internasional.  Bayangkan  saja  ra- 
tusan  juta  manusia  di  seluruh  dunia  pada 
saat  yang  sama  berada  di  muka  layar  televisi 
untuk  melihat  pertandingan  sepak  bola. 
Dari  satu  medium  saja  bisa  kita  bayangkan 
betapa  makin  mendekatnya  manusia  satu 
sama  lain. 

Secara  lebih  mendalam  kita  saksikan  be- 
tapa telah  terjadi  interaksi  dan  intrusi  buda- 
ya yang  sangat  intensif  yang  menjurus  ke 
arah  terciptanya  nilai  budaya  universal  di 
atas  yang  secara  tradisional  kita  kenal.  Saat 
ini  sedang  tercipta  sistem-sistem  nilai  global 
yang  berlaku  di  mana-mana. 

Keterbukaan  juga  membawa  akibat  ne- 
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gatif  dari  membiaknya  dengan  leluasa  ber- 
bagai  penyakit  sosial,  seperti  masalah  narko- 
tika  yang  semula  merupakan  masalah  lokal 
telah  menjadi  masalah  internasional. 

Dalam  hiruk  pikuknya  teknologi  maka 
individu  yang  selama  ini,  dengan  etos  kerja 
industri,  menjadi  tersedot  ke  belakang,  telah 
muncul  kembali.  Di  banyak  negara  maju, 
orang  sudah  tidak  mau  lagi  bekerja  melebihi 
yang  diperlukan.  Kerja  lembur  selalu  ingin 
dihindari.  Hari  libur  makin  panjang.  Pesa- 
wat-pesawat  terbang  penuh  mengangkut  wi- 
satawan,  dan  pariwisata  sudah  tidak  pakai 
musim  lagi,  karena  memang  musimnya  su- 
dah seluruh  tahun. 

Manusia  tidak  ingin  lagi  disebut  sebagai 
makhluk  ekonomi.  la  ingin  mencari  identi- 
tas.  la  mendambakan  kualitas.  Kesadaran 
yang  meluas  akan  lingkungan  dilahirkan 
oleh  semangat  yang  baru  ini.  Orang  mulai 
bertanya  apakah  semuanya  itu  seimbang  de- 
ngan pengorbanannya. 

Teknologi  memungkinkan  terjadinya 
proses  perubahan  dalam  sikap  manusia  itu. 
Persoalannya  bukan  lagi  menyediakan  pera- 
latan  produksi  yang  lebih  efisien  bagi  manu- 
sia, tetapi  menggantikan  secara  progresif  pe- 
kerjaan  manusia  dalam  industri  dengan 
mesin-mesin  yang  mampu  memberi  informa- 
si,  yang  kemudian  akan  mampu  mempro- 
duksi  dengan  lebih  cepat  dan  lebih  murah, 
dan  yang  juga  mampu  membuat  pekerjaan 
yang  tidak  pernah  dilakukan  sebelumnya 
oleh  manusia.  Perubahan  ini  membawa  per- 
geseran  kepada  bentuk  pekerjaan  manusia. 
Walaupun  keterlibatan  manusia  dalam  pro- 
duksi menjadi  kecil,  revolusi  teknologi  me- 
lahirkan  berbagai  lapangan  kerja  baru,  yang 
mendukung  teknologi  yang  dilandasi  infor- 
masi. 

Transformasi  besar  ini  jelas  membawa 


perubahan  pada  pola  hidup  manusia,  Cara 
kerja  manusia  akan  berubah.  Manusia  akan 
lebih  aktif  dalam  memanfaatkan,  menanam 
dan  memperdalam  kapasitas  individunya.  la 
makin  ingin  menampilkan  nilai-nilai  manu- 
siawi  dan  identitas  budayanya.  Manusia  le- 
bih punya  banyak  waktu  untuk  dirinya  sen- 
diri, 

Akhirnya,  tidak  dapat  kita  hindari  untuk 
menyimpulkan  bahwa  berbagai  kecende- 
rungan  itu  berawal  dan  berujung  di  bidang 
ekonomi.  Kecenderungan-kecenderungan 
globalisasi  dalam  bidang  ekonomi  tercermin 
atau  berdampak  sekurang-kurangnya  pada 
tiga  aspek:  (a)  Keterbukaan;  (b)  Persaingan; 
dan  (c)  Pendekatan  (integrasi). 

Derasnya  arus  informasi  dan  lancarnya 
komunikasi  yang  mengantarkan  manusia, 
barang,  jasa  dan  data,  telah  menyebabkan 
makin  terbukanya  ekonomi  dunia.  Keterbu- 
kaan ini  memperlancar  arus  perdagangan, 
investasi,  informasi  dan  teknologi  yang 
membawa  keuntungan  bagi  yang  terhbat  di 
dalamnya.  Kemajuan  ekonomi  dunia  terca- 
tat  paUng  cepat  adalah  di  negara- negara 
yang  ekonominya  terbuka.  Negara- negara 
yang  ekonominya  tertutup  justru  pahng  ke- 
tinggalan  dan  tidak  menikmati  arus  peru- 
bahan yang  membawa  berbagai  kemungkin- 
an  dan  kesempatan  itu. 

Negara- negara  sosialis  yang  sistem  eko- 
nominya tertutup  akhirnya  menyadari  hal 
itu  dan  sekarang  telah  membuka  ekonomi- 
nya. Negara-negara  yang  memproteksi  eko- 
nominya secara  ketat  seperti  Jepang  dan 
Korea,  juga  telah  mulai  membukanya  mes- 
kipun  prosesnya  tidak  secepat  seperti  yang 
diinginkan  banyak  orang. 

Keterbukaan  ini  diperhebat  lagi  oleh 
peralatan  komunikasi  dan  informasi  yang 
tersedia  bagi  dunia  bisnis  yang  makin  lama 
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makin  canggih.  Dengan  telpon  atau  faximile 
orang  bisa  mengadakan  transaksi  kapan  saja 
dan  di  mana  saja.  Dengan  sistem  informasi 
yang  saling  tersambung,  segala  data  dapat 
tersedia  bagi  siapa  pun  yang  turut  andil  di 
dalamnya.  Sistem  digital  yang  merupakan 
perubahan  terhadap  sistem  komunikasi  ana- 
log membuat  arus  informasi  menjadi  lebih 
lancar.  Data  dapat  diolah  dan  disimpan  da- 
lam  mesin-mesin  yang  makin  kecil  dan  ma- 
kin berkekuatan  tinggi.  Perubahan  kurs  dan 
perubahan  harga  komoditas  dan  harga  sa- 
ham  dapat  diikuti  setiap  saat. 

Keterbukaan  serupa  ini  membangkitkan 
persaingan  yang  makin  ketat.  Agar  suatu 
bangsa  dapat  selamat  (survive)  dalam  sistem 
ekonomi  yang  terbuka,  ia  harus  mampu  ber- 
saing.  Supaya  dapat  "survive"  orang  bukan 
hanya  harus  mampu  menyediakan  barang 
dan  jasa  yang  mampu  bersaing,  tetapi  juga 
harus  menguasai  informasi  mengenai  pasar, 
mengenai  saingannya,  bahan  baku,  tekno- 
logi,  transportasi,  dan  segala  aspek  yang 
mempengaruhi  daya  saingnya. 

Dengan  demikian  persaingan  sering  dili- 
hat  sebagai  hantu  yang  menakutkan.  Teru- 
tama  persaingan  antara  produsen  kecil  de- 
ngan produsen  besar,  antara  produsen  besar 
dengan  perusahaan  multinasional,  antara 
negara  berkembang  dengan  negara  maju. 
Memang  ada  benarnya.  Dalam  hal  seperti 
itu,  apabila  yang  lebih  lemah  itu  kalah  ber- 
saing, maka  ia  kalau  tidak  mati  umumnya 
lantas  dicaplok  atau  tunduk  kepada  yang 
lebih  kuat  daya  saingnya. 

Sebaliknya  persaingan  tidak  selalu  harus 
menakutkan.  Di  satu  pihak,  perkembangan 
teknologi  itu  sendiri  memungkinkan  berkem- 
bangnya  pembagian  pekerjaan  di  antara 
bangsa-.bangsa  secara  alamiah.  Misalnya, 
negara-negara  maju  sudah  mulai  meninggal- 


kan  industri  yang  sudah  tidak  menguntung- 
kan  baginya,  karena  biaya  upah  yang  tinggi, 
skala  ekonomi  yang  kecil,  atau  karena  biaya 
pengamanan  lingkungan  yang  terlalu  mahal. 
Pekerjaan  serupa  ini  dapat  dilakukan  secara 
lebih  ekonomis  oleh  negara-negara  berkem- 
bang. 

Itu  merupakan  langkah  pertama  bagi  ne- 
gara berkembang,  yang  tujuannya  tidak  lain 
adalah  untuk  selamat  dulu  dalam  suasana 
persaingan  global.  Langkah  berikutnya 
barulah  melaksanakan  kegiatan  yang  berka- 
dar  teknologi  lebih  tinggi,  yaitu  industri- 
industri  yang  bernilai  tambah  besar.  Berikut- 
nya lagi,  ia  mengejar  ketinggalannya  untuk 
makin  menyamai  negara  maju. 

Persaingan  itu  sendiri  bagi  sebuah  negara 
membawa  hikmah.  Bangsanya  menjadi 
harus  bekerja  lebih  keras,  harus  menguasai 
teknologi  yang  lebih  maju,  harus  lebih  efi- 
sien  dan  lebih  produktif.  Maka,  persaingan 
tidak  ubahnya  sebagai  cambuk  untuk  mema- 
jukan  diri.  Karena  tanpa  itu,  ia  tidak  bisa 
keluar  dari  belenggu  keterbelakangan  dan 
kemiskinan. 

Keterbukaan  dan  persaingan  melahirkan 
gejala  yang  banyak  menjadi  perhatian  dewa- 
sa  ini,  yaitu  pendekatan  atau  pengintegra- 
sian  ekonomi  yang  berlangsung  di  berbagai 
bagian  dunia.  Pengintegrasian  ini  bertujuan 
ganda.  Pertama,  ia  ingin  lebih  membuka 
dan  secara  demikian  menerima  persaingan, 
yaitu  dengan  dihilangkannya  barikade-bari- 
kade  seperti  bea  cukai,  perbedaan  mata  uang 
dan  sebagainya.  Di  lain  pihak,  pengintegra- 
sian ini  diharapkan  dapat  melindungi  nega- 
ra-negara tersebut  terhadap  persaingan  dari 
negara-negara  di  luar  kelompoknya. 

Pendekatan  seperti  ini  tampaknya  telah 
menjadi  kecenderungan  yang  melahirkan  re- 
gionalisme.  Yang  paling  menonjol  adalah 
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Masyarakat  Ekonomi  Eropa.  Juga  pende- 
katan  antara  Amerika  Serikat  dengan  Kana- 
da.  Kita  sendiri  di  ASEAN  telah  merintis- 
nya.  Bahkan  sekarang  sedang  dikembang- 
kan  konsep  untuk  bersama-sama  memaju- 
kan  kawasan  Asia-Pasifik. 

Kawasan  Asia-Pasifik  oleh  banyak  ahli 
diramalkan  sebagai  kawasan  masa  depan. 
Negara-negara  di  kawasan  telah  menunjuk- 
kan  perkembangan  ekonomi  yang  sangat 
dinamis,  dan  mencatat  pertumbuhan  yang 
sangat  tinggi.  Kawasan  ini  mempunyai  ke- 
untungan  memiliki  sumber  daya  alam  dan 
jumlah  penduduk  yang  besar,  yang  memung- 
kinkan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  berlan- 
jut  (sustainable)  untuk  jangka  panjang. 
Dalam  konteks  sejarah,  orang  melihat  per- 
geseran  pusat-pusat  pertumbuhan,  dari  Asia 
ke  Eropa,  dari  Eropa  ke  Atlantik,  dan  di 
masa  depan  diperkirakan  akan  bergeser  ke 
Asia-Pasifik,  sehingga  akhirnya  bulatlah 
dunia  ini  dikitari. 

Indonesia  merupakan  negara  yang  pen- 
ting  di  kawasan  ini.  Yang  menjadi  tantangan 
adalah  seberapa  jauh  kemampuan  meman- 
faatkan  berbagai  kesempatan  itu  bagi  kepen- 
tingan  rakyat  kita. 

Proses  globalisasi  dan  pengelompokan 
ini  tidak  hanya  terjadi  antara  negara-negara, 
tetapi  dalam  bisnis  juga  persaingan  melahir- 
kan  penguasaan  atas  perusahaan  atau  bi- 
dang  usaha  lain.  Merger  dan  konglomerasi 
memperkuat  daya  tahan  terhadap  fluktuasi 
pasar.  Untuk  menghindari  proteksionisme 
baik  yang  terbuka  maupun  terselubung  ba- 
nyak perusahaan  menanam  modal  di  negara 
lain.  Perusahaan- perusahaan  seperti  IBM, 
Shell,  British  Petroleum,  General  Motor, 
ABB,  adalah  perusahaan  multinasional  yang 
kepalanya  melintasi  batas-batas  negara. 
Honda  dan  Sony  yang  dijual  di  Amerika 


adalah  buatan  Amerika.  Sebaliknya  Carter 
Pillar  sudah  mulai  dibuat  di  Jepang. 

Proses  Globalisasi  clan  Pcngariihnya 
pada  Indonesia 

Sebagai  akibat  gelombang  perubahan 
global  tersebut  dalam  dekade  1990an  ini  In- 
donesia menghadapi  berbagai  tantangan 
perubahan  yang  akan  besar  dampaknya 
pada  kehidupan  bangsa  kita.  Kita  telah  sepa- 
kat  untuk  menganut  sistem  politik  bebas 
aktif  dan  mempunyai  komitmen  terhadap 
perdamaian  dan  keadilan  di  dunia,  dan  ber- 
tekad  menjadi  anggota  masyarakat  bangsa- 
bangsa  yang  terhormat.  Sistem  politik  kita 
membuat  Indonesia  menjadi  negara  yang 
terbuka.  Di  bidang  ekonomi  kita  menjalan- 
kan  model  ekonomi  terbuka  yang  antara  lain 
dicirikan  oleh  perdagangan  bebas  dan  bero- 
rientasi  pasar,  tidak  ada  pembatasan  arus 
moneter,  penanaman  modal  asing  kita  teri- 
ma  dan  undang  secara  tulus-ikhlas,  dan  ciri 
kebebasan  lainnya. 

Kita  menyaksikan  bahwa  sistem  ekonomi 
tersebut  telah  membawa  manfaat  bagi  bang- 
sa dan  negara.  Manfaat  ini  tampak  nyata 
bila  prestasi  ekonomi  sejak  Pelita  I  diban- 
dingkan  dengan  masa  sebelumnya.  Namun 
di  samping  manfaat  yang  kita  nikmati, 
sistem  ekonomi  terbuka  juga  membawa  im- 
plikasi  bahwa  pengaruh  luar  dapat  cepat 
sekali  masuk  ke  Indonesia.  Beberapa  penga- 
ruh itu  dapat  bersifat  negatif,  misalnya  pro- 
dusen  kita  harus  bersaing  dengan  produsen 
luar  negeri  dan  modal  mudah  sekali  berpin- 
dah.  Dalam  ekonomi  terbuka,  memang  kita 
memperoleh  pasar  yang  lebih  luas  daripada 
hanya  pasar  kita  sendiri.  Tetapi  konsekuen- 
sinya  pasar  kita  pun  menjadi  bagian  dari 
pasar  dunia. 
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Dengan  perkembangan  teknologi  maka 
sumber  daya  alam  tidak  lagi  terlalu  dominan 
dalam  kehidupan  ekonomi.  Teknologi  daur 
ulang  memungkinkan  barang  dipakai  terus- 
menerus.  Teknologi  yang  memungkinkan 
pengembangan  barang  substitusi  apabila  ba- 
rang tersebut  harganya  menjadi  terlalu 
tinggi,  atau  dikhawatirkan  dikuasai  mono- 
poli,  atau  terancam  habis.  Indonesia  sebagai 
negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam 
yang  selama  ini  menjadi  modalnya  yang  pa- 
ling utama  dengan  itu  tidak  dapat  lagi  meng- 
andalkan  diri  hanya  sebagai  produsen 
sumber  daya  alam  semata-mata. 

Lagi  pula  sumber  daya  alam  yang  kita 
miliki  pun  tidak  terlalu  melimpah  ruah. 
Apabila  bidang  pertanian  dan  kehutanan 
tidak  dijaga  dengan  baik,  kekayaan  alam  ini 
akan  terkejar  oleh  pertambahan  penduduk 
dan  kebutuhan  yang  meningkat.  Di  bidang 
pertambangan  kita  memiliki  kekayaan  yang 
cukup,  tetapi  diperlukan  biaya  pengembang- 
an yang  besar.  Bahkan  mineral  seperti  timah 
yang  untuk  waktu  lama  menjadi  salah  satu 
tumpuan  ekonomi  kita  dalam  waktu  20 
tahun  mungkin  sudah  akan  habis. 

Yang  paling  menjadi  masalah  sebenar- 
nya  adalah  ketersediaan  energi.  Minyak  bu- 
mi  sebagai  sumber  energi  utama  (±  60% 
dari  seluruh  kebutuhan  energi)  tidak  akan 
terlalu  lama  kita  miliki.  Bahkan  dengan  ting- 
kat  produksi  dan  penemuan  cadangan  baru 
seperti  sekarang,  dikhawatirkan  dalam 
waktu  10  tahun  kita  sudah  menjadi  pengim- 
por  netto  (net- importer)  minyak  bumi.  Kita 
memihki  gas  cukup  banyak,  tetapi  itu  pun 
ada  batasnya.  Batubara  merupakan  harapan 
terbesar,  cadangan  kita  bisa  memenuhi  ke- 
butuhan untuk  ratusan  tahun.  Namun  kita 
juga  menyadari  bahwa  membakar  batubara 
berarti  mengeluarkan  CO2  di  samping  gas- 
gas  pencemar  lainnya,  yang  dapat  meng- 


ganggu  mutu  lingkungan.  Maka  ada  ambang 
batas  banyaknya  batubara  yang  bisa  kita 
bakar,  sehingga  sejak  sekarang  kita  harus 
menyiapkan  diri  untuk  mengembangkan  dan 
menerapkan  teknologi  nukhr. 

Persoalan  energi  yang  mendesak  bagi 
kita  adalah  ketersediaan  minyak  bumi. 
Harus  diusahakan  untuk  menunda  masa 
harus  mengimpor  minyak  bumi  sejauh 
mungkin,  sampai  ekonomi  kita  cukup  ko- 
koh  untuk  itu.  Sebab  biaya  impor  minyak 
bumi  akan  sangat  membebani  ekonomi, 
apalagi  pada  saat  harga  minyak  bumi  men- 
jadi tinggi  karena  kelangkaan. 

Di  samping  kemampuan  ekonomi  untuk 
memikul  biaya  impor  itu,  juga  kita  harus 
mengembangkan  kemampuan  teknologi  un- 
tuk mengembangkan  energi  alternatif  yang 
bersumber  dari  dalam  negeri  secara  bersaing 
dan  efisien. 

Tantangan  teknologi  dan  tantangan  per- 
saingan  merupakan  masalah  yang  harus  kita 
jawab  sejak  sekarang,  kalau  kita  ingin  me- 
majukan  bangsa  ini  setara  dengan  derajat 
dan  martabatnya.  Kalau  kita  ingin  memper- 
tahankan  kemerdekaan  dalam  pengertian- 
nya  yang  sejati,  yaitu  kemandirian  dan  ke- 
mampuan untuk  menentukan  apa  yang  ter- 
baik  bagi  diri  kita  sendiri. 

Martabat  dan  Mutu  Manusia  Indo- 
nesia dalam  Kancah  Persaingan  Glo- 
bal 

Dari  berbagai  pembahasan  di  atas  ter- 
simpul  bahwa  bangsa  Indonesia  tidak  bisa 
melepaskan  diri  dari  gelombang  perubahan 
besar  yang  sedang  melanda  dunia.  Alterna- 
tifnya  adalah  bangsa  kita  ikut  melaju  di  atas- 
nya  atau  tenggelam  di  dasarnya. 
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Di  atas  telah  diuraikan  pula  bahwa 
sumber  daya  alam  sudah  menjadi  lebih  kecil 
peranannya  sebagai  faktor  keunggulan  un- 
tuk  persaingan.  Yang  lebih  menonjol  adalah 
teknologi.  Dan  teknologi  adalah  hasil  akal 
budi  manusia. 

Maka  jelas  faktor  manusialah,  yang 
akan  paling  menentukan  berhasil  atau  tidak- 
nya  kita  tumbuh  dalam  persaingan  ini  seba- 
gai negara  yang  makin  kokoh  dan  makin 
maju.  Sejak  semula  memang  demikian  pa- 
ham  kita,  karena  25  tahun  yang  lalu  kita 
sudah  menyatakan  bahwa  pembangunan  na- 
sional  pada  hakikatnya  adalah  pembangun- 
an manusia  Indonesia.  Dan  yang  membeda- 
kan  kemampuan  satu  orang  dengan  orang 
lain  atau  satu  bangsa  dengan  bangsa  lain 
adalah  kualitasnya.  Jelas  pulalah  bahwa 
tema  pembangunan  kita  selanjutnya  adalah 
membangun  kualitas  manusia  Indonesia.  Ini 
pun  telah  menjadi  kesepakatan  kita,  seperti 
dicerminkan  dalam  GBHN  1988. 

Sekarang  yang  menjadi  masalah  adalah 
kualitas  manusia  yang  bagaimana  dan  bagai- 
mana  caranya  membangun  manusia  serupa 
itu.  Untuk  itu  ada  baiknya  kita  meninjau 
kualitas  manusia  dan  masyarakat  kita  seka- 
rang ini,  khususnya  dari  segi  yang  kita  ang- 
gap  merupakan  faktor  penghambat. 

a.  Penduduk  Indonesia  yang  besar  jumlah- 
nya,  yang  seharusnya  menjadi  modal 
dasar  berharga,  belum  efektif  betul. 

b.  Struktur  masyarakatnya  masih  berpola 
agraris,  hanya  di  daerah  perkotaan  telah 
mulai  berkembang  budaya  industri, 

c.  Sebagai  akibatnya  masyarakat  banyak 
masih  berpikir  tradisional,  belum  ter- 
panggil  untuk  bekerja  terlalu  keras,  tidak 
terlalu  disiplin,  lebih  emosional  daripada 
rasional,  tidak  terdorong  untuk  berpres- 
tasi  tinggi. 


d.  Tingkat  pendidikan  pada  umumnya  ma- 
sih rendah.  Pada  tahun  1988  survei  ang- 
katan  kerja  menunjukkan  bahwa  78,4% 
penduduk  Indonesia  yang  berumur  10 
tahun  ke  atas  berpendidikan  maksimum 
SD,  11,5%  SMTP,  8,9%  SMTA,  dan  ha- 
nya 1 ,2%  akademi  dan  perguruan  tinggi. 
Di  samping  tingkat  pendidikan  yang  ma- 
sih rendah,  sistem  pendidikan  kita  juga 
belum  mengacu  pada  kebutuhan  masa 
depan.  Pendidikan  kita  belum  menyiap- 
kan  manusia  Indonesia  yang  bernaluri 
teknologi. 

Maka  secara  umum  tantangan  yang  kita 
hadapi  adalah  tantangan  budaya,  karena 
yang  harus  kita  bangun  dan  rombak  adalah 
budaya.  Maka  mengimbangi  revolusi  tekno- 
logi perlu  ada  revolusi  budaya. 

Kita  acap  kali  berlindung  di  balik  kata- 
kata  "memelihara  budaya  leluhur  kita"  da- 
lam mempertahankan  status  quo,  karena 
perubahan  sering  kali  dilihat  sebagai  sesuatu 
yang  menakutkan.  Kita  sering  mengacaukan 
sikap  santai  sebagai  sikap  hati-hati,  atau 
ketidakmampuan  mengambil  keputusan  sen- 
diri  dengan  semangat  musyawarah,  atau  si- 
kap mengambil  inisiatif  sebagai  perwujudan 
individualisme  yang  merupakan  anathema 
dalam  masyarakat  kita  karena  dianggap  ber- 
tentangan  dengan  asas  kegotongroyongan. 
Sikap  tenggang  rasa  sering  kali  dijadikan 
alasan  untuk  tidak  berani  bertindak  tegas 
dan  mengambil  keputusan  yang  diperlukan 
tetapi  tidak  populer. 

Masyarakat  yang  mempunyai  ciri  serupa 
itu  jelas  akan  sulit  bertahan,  apalagi  mampu 
muncul  sebagai  pemenang  dalam  persaingan 
modern.  Sikap-sikap  itu  harus  dirombak, 
dan  harus  ditumbuhkan  nilai-nilai  baru  yang 
sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Jelas  secara 
budaya  kita  tertinggal  jauh,  dan  untuk 
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mengejarnya  kita  harus  melompat-lompat 
dan  mencari  jalan  pintas. 

Di  lain  pihak,  kita  juga  menyadari  pe- 
rombakan  budaya  yang  ingin  kita  lakukan 
tidak  perlu  bersifat  total.  Bahkan  ada  nilai- 
nilai  yang  ingin  kita  pertahankan,  yang  kita 
yakini  tidak  lekang  karena  panas  atau  lapuk 
karena  hujan.  Kita  memiliki  nilai-nilai  yang 
bersifat  lestari  dan  tidak  mengganggu  proses 
kemajuan  dan  modernisasi  bangsa,  nilai- 
nilai  yang  mencerminkan  martabat  manusia 
yang  ingin  kita  pertahankan  dan  junjung 
tinggi.  Kita  tidak  ingin  mengikuti  kesalahan 
bangsa  lain  yang  dalam  upaya  mengejar 
kemajuan  telah  mengabaikan  aspek  kema- 
nusiaan  dan  menempatkan  manusia  hanya 
sebagai  bagian  dalam  proses  produksi.  Kita 
tidak  ingin  martabat  manusia  Indonesia 
menjadi  merosot,  sehingga  bangsa  ini  kehi- 
langan  jati  dirinya  sebagai  manusia  dan  khu- 
susnya  sebagai  manusia  Indonesia. 

Pasti  tidak  mudah  menemukan  takaran 
yang  pas  dalam  menggerakkan  proses  peru- 
bahan  nilai  itu.  Karena  dinamika  perubahan 
keadaan  menghasilkan  tantangan-tantangan 
yang  terus  berubah,  maka  ukuran-ukuran 
pun  berubah  pula.  Inilah  salah  satu  tantang- 
an  besar  yang  kita  hadapi,  terutama  para 
ahli  ilmu  sosial,  yaitu  memelihara  obor  yang 
cukup  terang  agar  proses  perubahan  budaya 
itu  berjalan  lancar  tanpa  salah  arah. 

Sebenarnya  pandangan  ini  sudah  lama 
kita  miliki  dan  kita  tetapkan  sebagai  arah 
yang  kita  tempuh.  Dalam  GBHN  dikatakan 
bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  pemba- 
ngunan  nasional  perlu  terus- menerus  dicip- 
takan  suasana  yang  mendorong  tumbuh  dan 
berkembangnya  rasa  tanggung  jawab  dan 
kesetiakawanan  sosial,  disiplin  nasional  ser- 
ta  sikap  budaya  yang  mampu  menjawab  tan- 
tangan  pembangunan:  seperti  sikap  mandiri 


dalam  kebersamaan,  tenggang  rasa,  musya- 
warah  untuk  mufakat,  berwawasan  masa 
depan,  kerja  keras,  jujur  dan  ksatria,  hemat, 
cermat,  sederhana,  tertib,  menghargai 
waktu  serta  penuh  pengabdian.  Khususnya 
perlu  ditumbuhkan  sikap  budaya  yang  men- 
dukung  upaya  pembaruan,  termasuk  pe- 
ngembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekno- 
logi.  Sehubungan  dengan  itu  perlu  dikem- 
bangkan  pranata-pranata  sosial  yang  dapat 
mendukung  proses  pemantapan  budaya 
bangsa. 

Tantangan  kita  adalah  bagaimana  me- 
wujudkan  petunjuk-petunjuk  itu.  Jelas 
upaya  pendidikan  merupakan  jalur  yang 
paling  penting  bagi  proses  perubahan  yang 
kita  inginkan  itu.  Ini  memang  pekerjaan 
yang  besar,  yang  memerlukan  wawasan  dan 
juga  komitmen.  Yang  dimaksud  pendidikan 
bukan  hanya  yang  formal  melainkan  juga 
yang  nonformal.  Seluruh  masyarakat  harus 
terlibat  di  dalamnya,  baik  sebagai  pengge- 
rak,  wahana,  media  maupun  sasaran.  Semua 
lembaga  dan  daya  yang  ada  di  masyarakat 
harus  diikutsertakan,  dikerahkan  dan  digu- 
nakan  dengan  sebaik-baiknya. 


Penutup 

Persaingan  global  yang  didorong  dan  di- 
landasi  oleh  kemajuan  teknologi,  mewajib- 
kan  kita  untuk  menyiapkan  bangsa  agar 
mampu  memanfaatkan  momentumnya  dan 
justru  tidak  tenggelam  oleh  karenanya. 

Tata  hubungan  dunia  yang  baru  hasil 
revolusi  teknologi  dan  kesadaran  kemanu- 
siaan  secara  global  harus  kita  ikuti  dengan 
perubahan  sikap  dan  budaya,  yang  memung- 
kinkan  bangsa  Indonesia  mempertahankan 
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martabatnya  di  antara  bangsa-bangsa  di  du- 
nia. 

Kalau  disederhanakan  ada  dua  ciri  po- 
kok  dalam  manusia  Indonesia  masa  depan 
yang  ingin  kita  bangun,  yaitu:  (a)  Manusia 
yang  memiliki  idealisme  yang  kuat;  (b)  Ma- 


nusia profesional  yang  mampu  memberi 
sumbangan  berarti  bagi  masyarakatnya. 

Dengan  sendirinya  sebagai  orang  bera- 
gama,  sesuai  dengan  asas  Pancasila,  harus- 
lah  pula  manusia  yang  beriman  dan  taqwa 
kepada  Tuhannya. 


Pembangunan  Kualitas  Manusia  dan 
Masyarakat  dalam  Ilmu  Hukum 

Satjipto  RAHARDJO 


TULISAN  berikut  mencoba  menyusun 
suatu  persepsi  dari  sudut  ilmu  sosial 
terhadap  tingkat  perkembangan  pe- 
mikiran  mengenai  hukum  dewasa  ini,  khu- 
susnya  dalam  hubungan  dengan  masalah  re- 
kayasa  kualitas  manusia  dan  masyarakat. 

Selama  lebih  kurang  70  tahun  pengusa- 
haan  ilmu  hukum  di  negeri  ini,  yaitu  sejak 
pendirian  pendidikan  tinggi  hukum  di  masa 
penjajahan  (1922),  sampai  dengan  masa  ke- 
merdekaan,  analisis  yuridis  merupakan  cara 
yang  dominan  dalam  studi  hukum.  Akan 
tetapi,  sejak  sekitar  tahun  1970an,  mulai  ter- 
jadi  pemikiran  kembali,  dengan  munculnya 
ancangan  sosial  atau  sosiologis  dalam  studi 
hukum  itu. 

Sebetulnya  apa  yang  disebut  ancangan 
sosial  tersebut  hanya  merupakan  pintu  bagi 
masuknya  berbagai  ancangan  lebih  spesifik, 
yang  bukan  bersifat  sosiologis  semata  me- 
lainkan  juga  anthropologis,  ekonomis,  poli- 

Makalah  ini  telah  disampaikan  pada  Seminar  Na- 
sional  Ilmu-ilmu  Sosial  1990  dan  Kongres  VI  Himpunan 
Indonesia  untuk  Pengembangan  Ilmu-Ilmu  Sosial 
(HIPIIS)  tanggal  16-21  Juli  1990  di  Yogyakarta. 


tis,  psikologis,  dan  Iain-lain.  Singkat  kata, 
hukum  sebagai  institusi  penting  dalam  ma- 
syarakat ingin  ditempatkan  pada  keduduk- 
annya  yang  mendekati  keluasan  jangkauan- 
nya,  dan  demikian  lebih  mendekati  kebenar- 
annya. 

Etnosentrisitas  dan  Eurosentrisitas 
Hukum  Modern 

Apabila  kita  menengok  pada  perkem- 
bangan pemikiran  dalam  dan  mengenai  hu^ 
kum,  maka  kita  tidak  bisa  mengatakan  bah- 
wa  hukum  adalah  institusi  yang  netral.  Sela- 
lu  saja  kita  menyaksikan,  betapa  hukum  itu 
mengalami  penggunaan  oleh  kekuatan  da- 
lam masyarakat,  untuk  tujuan  yang  satu 
atau  yang  lain. 

Pada  saat  bangsa  Indonesia  menyatakan 
kepada  dunia,  bahwa  ia  bertekad  menjadi 
bangsa  yang  merdeka  dan  mendirikan  suatu 
negara  dalam  bentuk  republik,  maka  pada 
saat  yang  sama  pula  ia  memilih  untuk  mem- 
bangun  kehidupan  baru  berdasarkan  hu- 
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kum.  Pada  bulan  Agustus,  tahun  1945  itu, 
hukum  yang  disebut  dalam  Undang-Undang 
Dasar  sudah  berumur  ratusan  tahun.  Secara 
sepintas  lalu  ingin  saya  katakan,  bahwa  pa- 
da  saat  bangsa  kita  memutuskan  untuk 
menggunakan  sistem  kehidupan  sosial  ber- 
dasarkan  hukum,  sebenarnya  pada  saat  itu 
acuan  kita  adalah  (sistem)  hukum  modern, 
yaitu  suatu  tipe  hukum  yang  di  belakangnya 
memiliki  sejarah  panjang  atau  lama  sekali. 
Dengan  menyusun  kehidupannya  berdasar- 
kan  hukum,  bangsa  Indonesia  tidak  sekali- 
gus  menciptakan  tipe  hukumnya  sendiri,  me- 
lainkan  (tinggal)  memakai  saja  yang  disebut 
hukum  modern  itu. 

Mengapa  Eropa  harus  menunggu  ratusan 
tahun  lamanya  sebelum  sampai  pada  hu- 
kumnya yang  modern  tersebut.  memberi  pe- 
lajaran  kepada  kita,  betapa  hukum  modern 
itu  tidak  jatuh  dari  langit  begitu  saja.  me- 
lainkan  harus  dibangun.  Kita  mcngciahui. 
misalnya,  hukum  feodal  pada  abad  XI  ada- 
lah hukum  yang  sah  dan  cocok  pula  dipakai 
pada  masanya.  Hukum  yang  mengacu  pada 
sistem  hak  dan  kewajiban.  yang  dikaitkan 
dengan  hubungan  tuan  dan  hambanya  serta 
para  penyewa  tanah  yang  kehidupannya  ti- 
dak mandiri  (Herman  1983  :  235;  Poggi, 
1978  :  16;  Unger,  1976  :  147).  adalah  sistem 
yang  mutakhir  serta  cocok  pula  untuk  za- 
mannya.  Apabila,  misalnya,  orang  pada 
waktu  itu  mencoba  memakai  dan  menerap- 
kan  hukum  modern  sekarang  ini,  maka  bisa 
dipastikan  kehadiran  hukum  tersebut  akan 
menimbulkan  gangguan  terhadap  masyara- 
katnya.  Dengan  demikian,  tampak  betapa 
perjalanan  pembentukan  hukum  modern 
menyita  waktu  berabad-abad  lamanya,  yang 
apabila  dimulai  dari  hukum  dan  masyarakat 
feodal  saja,  terdapat  rentang  waktu  800 
tahun,  sebelum  sampai  pada  tipe  negara 
konstitusi  di  abad  XIX  dengan  sistem  hu- 
kumnya yang  rasional. 


Perjalanan  penciptaan  hukum  modern 
yang  panjang  demikian  sebaiknya  senantiasa 
kita  pakai  sebagai  bahan  pelajaran  tentang 
betapa  rumit  perkaitan  antara  sistem  hukum 
dengan  masyarakatnya.  Hukum  modern 
harus  menunggu  sekian  ratus  tahun  lama- 
nya, sehingga  masyarakat  siap  untuk  meng- 
gunakannya. 

Penggunaan  hukum  modern  di  negara- 
negara  baru  pada  umumnya  tidak  menga- 
lami  tahap-tahap  perkembangan  yang  sama 
dengan  apa  yang  berlangsung  di  negara 
asalnya.  yaitu  Eropa.  Hampir  sama  dengan 
pengalaman  Indonesia,  maka  hukum 
modern  merupakan  suatu  sistem  hukum 
yang  dimasukkan,  didatangkan,  atau 
dipaksakan  dari  luar.  Perkembangan 
demikian  sangat  menarik  untuk  dipclajari, 
khususnya  apabila  kita  menggunakan  an- 
cangan  dan  mctode  sosial. 

Apabila  di  muka  dikatakan.  bahwa  peng- 
gunaan sistem  hukum  modern  pada  masa 
feodal  Eropa  akan  lebih  menimbulkan  gang- 
guan daripada  mendatangkan  kctertiban 
dan  keatnanan,  maka  keadaan  tersebut  bisa 
kita  saksikan  di  wilayah  Asia  Timur.  Di  Ko- 
rea, misalnya,  penggunaan  hukum  modern 
lebih  menimbulkan  persoalan  daripada 
mengatur  dengan  baik.  Seorang  penulis  yang 
mencoba  menyuarakan  keadaan  tersebut 
mengatakan,  bahwa  untuk  bangsa  Korea  sis- 
tem Rule  of  Law  sebaiknya  digantikan  de- 
ngan sistem  Rule  of  Just  Law,  yang  berarti 
Rule  of  Law  itu  merupakan  sistem  yang 
tidak  adil  untuk  bangsa  Korea.  (Pyong- 
Choon,  1971  :  21 1).  Saya  kutipkan  sedikit  di 
sini: 

"Can  a  system  of  European  legal  concepts  and  va- 
lues engraft  itself  upon  a  people  with  such  a  histo- 
rical background?  ...  If  the  phrase  "the  Rule  of 
Law"  does  not  have  a  happy  connotation  in  the 
cultural  context  of  this  country,  we  should  not  go 
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on  repeating  it  in  the  hope  that  through  dint  of  re- 
petition a  kind  of  social  order  that  may  be  said  to  be 
under  the  Rule  of  Law  will  be  established.  It  ap- 
pears, therefore,  that  either  the  phrase  or  the  cul- 
tural context  must  be  changed.  ....  we  might  propose 
the  addition  of  such  words  as  "just"  or  "truly  de- 
mocratic" before  the  world  "law".  Thus,  the  phrase 
would  read  "the  Rule  of  Just  Law",  or  "the  Rule 
of  Truly  Democratic  Law".  It  is  not  intended  here 
to  settle  the  phraseology  once  and  for  all.  It  is  suf- 
ficent  to  point  out  the  need  for  making  the  idea  of 
"the  Rule  of  Law"  more  meaningful  to  the  ordinary 
Korean." 

("Dapatkah  sistem  gagasan  dan  nilai-nilai  hu- 
kum  Eropa  ditumbuhkan  pada  suatu  bangsa  de- 
ngan  latar  belakang  kesejarahan  demikian?  . . .  Jika- 
lau  gagasan  "the  Rule  of  Law"  tidak  mempunyai 
konotasi  yang  menyenangkan  dalam  konteks  buda- 
ya  negeri  ini,  seharusnya  kita  jangan  terus  mengu- 
lang-ulanginya  dengan  harapan  bahwa  melalui  pe- 
ngulangan  maka  jenis  tata  sosial  yang  dikatakan 
perwujudan  the  Rule  of  Law  mungkin  akan  terben- 
tuk.  Oleh  karena  itu,  tampaknya  baik  gagasan  mau-. 
pun  konteks  budaya  haruslah  diubah.  mungkin 
kita  menyarankan  penambahan  kata-kata  demikian 
seperti  "just"  atau  "truly  democratic"  di  depan 
kata  "law".  Jadi,  gagasannya  akan  menjadi  "the 
Rule  of  Just  Law",  atau  "the  Rule  of  Truly  Demo- 
cratic Law".  Tidak  maksudnya di  sini  untuk  menga- 
tasi  masalah  pengungkapannya  saja.  Cukuplah  un- 
tuk menunjukkan  kebutuhan  membuat  gagasan ' '  the 
Rule  of  Law"  menjadi  lebih  bermakna  bagi  rakyat 
Korea  pada  umumnya."  Terjemahan  dari  redaksi.) 

Keadaan  yang  tidak  banyak  berbeda  juga 
terjadi  di  sini,  pada  bangsa  kita,  yang  sejak 
mendirikan  republik  ingin  membangun  ne- 
garanya  berdasarkan  hukum,  yang  nota 
bene  sekali  lagi  adalah  sama  dengan  berda- 
sarkan hukum  modern.  Pengalaman  hukum 
yang  berbeda  dari  apa  yang  "seharusnya" 
terjadi  menurut  hukum  modern  itu  (lihat 
misalnya,  Satjipto  Rahardjo,  "Tentang 
Perilaku  Hukum  Indonesia",  Suara  Pern- 
baruan.  2  Februari  1989;  juga  studi  Daniel 
S.  Lev  tentang  "Kultur  Hukum  Indonesia 
yang  Terkenal",  dalam  ^Ho^^  (ed.),  1972). 

Apa  yang  telah  diuraikan  di  atas  sebetul- 


nya  hal  lumrah  saja,  yang  juga  akan  terjadi 
pada  bangsa  Barat  andaikata  pola  perjalan- 
an  sejarah  berbeda,  artinya  bukan  Barat 
mendominasi  Timur  melainkan  sebaliknya. 
Juga  pada  waktu  itu  bangsa  Barat  akan 
bersusah-payah  menyesuaikan  perilakunya 
pada  sistem  hukum  yang  dipakai,  yang  nota 
bene  datang  dari  Timur.  Secara  singkat  bisa 
dikatakan,  bahwa  terdapat  kualitas  etnosen- 
tris,  dalam  hal  ini  Eurosentrisitas  hukum 
modern. 

Pemribumian  dan  Pengindonesiaan 

Pemaparan  di  atas  tak  pelak  lagi  mendo- 
rong  dunia  ilmu  pengetahuan  di  negara-ne- 
gara  berkembang  untuk  memberikan  perha- 
tian  terhadap  fenomena  tersebut.  Memang 
kalangan  akademis  telah  mencoba  menang- 
kap,  menjelaskan  dan  memahami  keadaan 
yang  demikian  itu  (lihat  misalnya.  Nonet 
dan  Selznick,  1978;  Marasinghe  dan  Con- 
klin,  1984,  dan  tentu  saja  Pyong-Choon, 
1971  yang  telah  dikutip  di  muka). 

Suatu  usaha  menjajagi  kemungkinan 
pengusahaan  ilmu  hukum  yang  berkuahtas 
Indonesia  pernah  dilakukan  dalam  "Simpo- 
sium  Ilmu  Hukum  yang  Bersifat  Indonesia" 
pada  tahun  1987.  Dalam  simposium  yang  di- 
selenggarakan  di  Universitas  Diponegoro 
tersebut,  dikemukakan  berbagai  masalah 
yang  berhubungan  dengan  usaha  mengisi 
struktur  rasional  hukum  dengan  data  Indo- 
nesia, Demikianlah,  misalnya,  pembicaraan 
mengarah  pada  pengolahan  data  Indonesia 
ke  dalam  pembangunan  hukum  Indonesia, 
baik  secara  teoritis  maupun  untuk  keperluan 
praktek  hukum  (Satjipto  Rahardjo,  1987). 

Di  muka  telah  disinggung  tentang  digu- 
nakannya  ancangan  dan  metode  sosial  da- 
lam ilmu  hukum  di  Indonesia,  yang  dimulai 
sekitar  tahun  1970an.  Ancangan  dan  analisis 
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sosial  terhadap  hukum  ini  membuka  per- 
spektif  untuk  melakukan  pengkajian  hukum 
secara  lebih  komprehensif  dan  dengan  demi- 
kian  memberikan  dasar-dasar  bagi  penginte- 
grasian  data  Indonesia  ke  dalam  pemikiran 
hukum. 

Pikiran  kritis  mulai  dilancarkan  untuk 
menggugat  universalitas  dari  konsep  dan  sis- 
tem  yang  selama  ini  dipakai.  Eurosentrisitas 
konsep,  seperti  Rule  of  Law  dipertanyakan, 
dan  dengan  demikian  dibuka  jalan  untuk 
mengajukan  pikiran-pikiran  alternatif  Indo- 
nesia. Dalam  hubungan  ini  ada  yang  menco- 
ba  memberikan  dorongan  keberanian  untuk 
mengajukan  gagasan  bahkan  yang  kurang 
lazim  sekalipun,  seperti  dengan  mengacu 
contoh  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat 
pada  saat  kebangkitan  hukumnya  (Rahar- 
djo,  1987).  Sekalipun  pada  waktu-waktu 
yang  lalu,  sampai  ke  masa  Hindia-Belanda, 
kritik  terhadap  sistem  Barat  yang  dipakai  di 
negeri  ini  sudah  dilontarkan,  namun  pikiran- 
pikiran  kritis  yang  muncul  pada  masa  ke- 
merdekaan  ini  bisa  dikatakan  mempunyai 
arti  tersendiri. 

Yang  dimaksud  dengan  mempunyai  arti 
tersendiri  di  sini,  adalah  percobaan  mema- 
sukkan  atau  mengintegrasikan  gagasan- 
gagasan  Indonesia  ke  dalam  sistem  hukum. 
Gagasan-gagasan  ini  bukan  berupa  pikiran 
yang  masih  abstrak,  melainkan  sudah  diru- 
muskan  secara  formal  ke  dalam  berbagai 
bentuk  naskah,  seperti  Undang-Undang 
Dasar  dan  Ketetapan  MPR.  Gagasan  Indo- 
nesia tersebut  kita  ketemukan  dalam  kata 
dan  ungkapan,  seperti  "kekeluargaan", 
"musyawarah-mufakat",  "manusia  seutuh- 
nya",  dan  "keserasian-keseimbangan". 
Apakah  data  Indonesia  seperti  itu  akan  di- 
biarkan  berada  di  luar  sistem  hukum,  atau- 
kah  harus  kita  integrasikan  ke  dalamnya? 


Apabila  diputuskan  (dan  sebaiknya  de- 
mikian) untuk  memasukkan  semua  itu  ke 
dalam  sistem  hukum,  tentunya  diperlukan 
cukup  banyak  perubahan  yang  mendasar  si- 
fatnya.  Seperti  diutarakan  di  muka,  sistem 
hukum  yang  disebut  modern  bukanlah  suatu 
institusi  rasional  begitu  saja,  melainkan  di- 
bangun  juga  dari  nilai  dan  asumsi  yang  ber- 
sifat  Eurosentris.  Konfigurasi  hak  rakyat 
yang  dihadapkan  kepada  kekuasaan  negara, 
misalnya,  tumbuh  dari  suasana  Standestaat, 
pada  saat  warga  kota  dihadapkan  kepada 
dewan  kota.  Dengan  demikian,  situasi 
konflik  mendasari  bangunan  sistem  hukum- 
nya. Tetapi  bagaimana  halnya  apabila 
orang,  misalnya,  menggunakan  wawasan  in- 
tegralistik  dalam  memandang  hubungan  an- 
tara  rakyat  dan  negara?  Saya  kira,  masalah- 
masalah  seperti  ini  yang  mendorong  orang 
Korea  mcmbuat  konsep  tandingan  yang  di- 
sebutnya  sebagai  The  Rule  of  Just  Law  itu. 
Membiarkan  adnya  "dualisme"  dalam  tu- 
buh  kenegaraan,  yaitu  sistem  hukum  di  satu 
pihak  dan  data  sosial  di  pihak  lain,  tentunya 
akan  menimbulkan  suasana  tidak  harmonis 
dalam  manajemen  hukum  dan  kenegaraan 
di  Indonesia. 


Rekayasa  Kualitas  Manusia  Melalui 
Hukum 

Orang  memang  layak  menaruh  keperca- 
yaan  kepada  hukum  dan  dengan  demikian 
memakainya  untuk  mencapai  berbagai  tu- 
juan  sosial.  Secara  khusus  hal  itu  berlaku 
bagi  bangsa  Indonesia  yang  secara  konsti- 
tusional  menyatakan,  bahwa  Negara  Repu- 
blik  Indonesia  adalah  "berdasarkan  hukum, 
bukan  kekuasaan  semata".  Melalui  otoritas 
dan  kelengkapan  yang  ada  padanya,  hukum 
memang  menjanjikan  untuk  menjadi  sarana 
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yang  terpercaya  guna  melakukan  usaha  reka- 
yasa  sosial. 

Dalam  tulisan  ini  ingin  diajukan  dua 
macam  gagasan  untuk  melakukan  rekayasa 
melalui  hukum,  keduanya  mewakili  tipe 
yang  berbeda,  yaitu: 

1.  Rekayasa  hukum  mulai  dari  sistem  nilai 
sampai  ke  penjabarannya  ke  dalam  hu- 
kum, dan 

2.  Rekayasa  hukum  dengan  memanfaatkan 
peraturan  hukum  yang  sudah  ada,  yaitu 
UU  No.  4/1982  (UU  tentang  Lingkungan 
Hidup). 

Tugas  penting  dan  berat  yang  diterima 
oleh  para  sarjana  hukum,  adalah  mencipta- 
kan  masyarakat  Indonesia  baru  yang  dida- 
sarkan  pada  Pancasila  melalui  hukum. 
Suatu  usaha  besar  yang  sistematis  ke  arah  itu 
sampai  sekarang  belum  bisa  dikatakan  telah- 
selesai.  Usaha  besar  tersebut  memang  layak 
disebut  rekayasa  sosial  oleh  hukum  in  op- 
tima forma.  Dikatakan  demikian,  oleh  kare- 
na  perekayasaan  dimulai  dari  sumber  nilai- 
nilai  yang  merupakan  orientasi  tertinggi  da- 
lam teknik  pengaturan  hukum,  sehingga  pe- 
rekayasaan di  sini  dimulai  dari  pendaya- 
gunaan  asas  yang  tertinggi  (ultimate)  dalam 
masyarakat.  Bagi  bangsa  Indonesia,  Panca- 
sila merupakan  nilai  yang  demikian  itu. 

Salah  satu  pendapat  yang  bisa  dikemuka- 
kan  di  sini  adalah  untuk  menjabarkan  Pan- 
casila ke  dalam  postulat  hukum  terlebih  da- 
hulu,  sebagai  langkah  sistematis  memasuk- 
kan  Pancasila  ke  dalam  sistem  hukum  Indo- 
nesia. Mengaitkan  Pancasila  secara  langsung 
kepada  sistem  hukum,  apalagi  kepada  satu 
atau  lain  perundang-undangan,  adalah  me- 
nyederhanakan  proses  yang  sebetulnya  cu- 
kup  panjang.  Namun  kita  patut  mengkha- 
watirkan,  kalau  dengan  demikian  prosesnya 
hanya  akan  menjadi  suatu  "upacara"  bela- 
ka. 


Postulat  hukum  yang  diusulkan  dan 
yang  didasarkan  pada  Pancasila  ini  dimulai 
dengan  membuat  suatu  deskripsi  yang  lebih 
jelas  atau  rinci  mengenai  bentuk-bentuk  hu- 
bungan  yang  diinginkan  dalam  suatu  masya- 
rakat yang  didasarkan  pada  Pancasila  itu. 
Di  sini  diharapkan,  agar  bisa  lebih  mudah 
menarik  kaidah-kaidah  hukum  (Rechts- 
satze),  dengan  cara  menyiapkan  postulat  hu- 
kum terlebih  dahulu.  Sekedar  contoh,  postu- 
lat hukum  itu  bisa  berbunyi  sebagai  berikut 
(Rahardjo,  1987): 

1.  Dalam  masyarakat  Pancasila,  setiap 
orang  hendaknya  bisa  mengharapkan, 
bahwa  orang  lain  akan  memperlakukan- 
nya  sebagai  individu  secara  penuh. 

2.  Dalam  masyarakat  Pancasila,  setiap 
orang  bisa  mengharapkan,  bahwa  ia  akan 
menerima  bagian  dari  produksi  nasional 
yang  memungkinkannya  hidup  sesuai 
dengan  martabatnya  sebagai  manusia. 

3.  Dalam  masyarakat  Pancasila,  setiap 
orang  bisa  mengharapkan,  bahwa  dirinya 
tidak  akan  diperlakukan  secara  diskrimi- 
natif. 

4.  Dalam  masyarakat  Pancasila,  setiap 
orang  bisa  mengharapkan,  bahwa  ia  ti- 
dak akan  diganggu  dan  dihambat  dalam 
penghayatan  agamanya. 

5.  Dalam  masyarakat  Pancasila,  setiap 
orang  bisa  mengharapkan,  bahwa  kepu- 
tusan  yang  menyangkut  kepentingan 
orang  banyak  diambil  dengan  memper- 
timbangkan  secara  bersungguh-sungguh 
pendapat  mereka  yang  akan  terkena  ke- 
putusan  tersebut. 

Munculnya  kekayaan  intelektual  yang 
menentang  pengintegrasiannya  ke  dalam  sis- 
tem hukum,  juga  terjadi  sebagai  bagian  dari 
perkembangan  kehidupan  sosial  dan  kenega- 
raan  kita  sendiri.  Dalam  proses  perjalanan 
tersebut  kita  mulai  mampu  menghimpun  se- 
kian  banyak  konsep  dan  gagasan  yang  me- 


PEMBANGUNAN  KUALITAS  MANUSIA 


25 


miliki  nilai  penting  dalam  kehidupan  kita 
mendatang.  Sekali  lagi  menjadi  pertanyaan, 
apakah  sistem  hukum  akan  membiarkan  se- 
kalian  kekayaan  itu  berkembang  begitu  saja, 
tanpa  menyadari,  bahwa  itu  semua  perlu  di- 
masukkan  secara  sistematis  ke  dalam  hu- 
kum? 

Sehubungan  dengan  apa  yang  dikemuka- 
kan  di  atas,  konsep  seperti  Manusia  Seutuh- 
nya  (GBHN:  Arab  Pembangunan  Jangka 
Panjang),  sudah  seharusnya  mendapatkan 
perhatian  yang  bersungguh-sungguh  dan  di- 
usahakan  bagaimana  mengintegrasikannya 
ke  dalam  sistem  hukum  dan  teori  hukum. 
Apakah  konsep  tersebut  tidak  bisa  dipakai 
untuk  mengekspresikan  sikap  dan  pikiran 
tentang  bagaimana  seharusnya  hukum 
menghormati  dan  melindungi  manusia  se- 
hingga  "tetap  utuh"  itu?  Selama  ini  yang 
dianggap  tradisi  hanya  peringatan  Hari  Hak 
Asasi  Manusia  pada  setiap  tanggal  10  De- 
sember.  Mengapa  kita  hanya  memperingati 
hari  dan  tanggal  tersebut,  padahal  kita  sen- 
diri  sebetulnya  mengemban  tugas  yang  jauh 
lebih  penting,  yaitu  bagaimana  menjabarkan 
konsep  manusia  seutuhnya  ke  dalam  sistem 
hukum  kita  sendiri? 

Hak.  Asasi  Manusia  memang  menjadi 
pendorong  yang  penting  untuk  selalu  mere- 
nungkan,  apakah  hukum  yang  dijalankan 
ini  cukup  memperhatikan  martabat  dan  ke- 
selamatan  manusia  secara  substansial.  Teta- 
pi,  konsep  manusia  seutuhnya  menempati 
kedudukan  yang  imperatif-positif  di  dalam 
sistem  kehidupan  sosial.  Dengan  demikian, 
wajib  dimasukkan  ke  dalam  sistem  hukum 
Indonesia.  Apabila  hal  itu  tidak  dilakukan, 
maka  akan  terjadi  kesenjangan  antara  sis- 
tem sosial  dan  sistem  hukum  di  negeri  ini. 

Sekarang  kita  beralih  ke  masalah  yang 
nyata-nyata  bisa  dilakukan  saat  ini  juga. 


Adapun  yang  ingin  diajukan  sebagai  sarana 
rekayasa  oleh  hukum  di  sini  adalah  UU  No. 
4/1982  tentang  Lingkungan  Hidup.  Pada 
hemat  saya,  UU  tersebut  merupakan  salah 
satu  dari  sekian  banyak  peraturan  hukum  se- 
jak  kemerdekaan,  yang  memiliki  kedudukan 
sangat  strategis  dalam  hubuo:gan  dengan 
pembangunan  kualitas  bangsa,  atau  reka- 
yasa kualitas  bangsa.  Tetapi,  menurut  pe- 
ngamatan,  sampai  sekarang  UU  No.  4/1982 
belum  banyak  berperanan  sesuai  kedudukan 
yang  sedemikian  itu.  UU  tentang  Lingkung- 
an Hidup  tersebut  memang  masih  selalu  dili- 
batkan  hanya  ke  dalam  usaha  pengamanan 
dan  pelestarian  lingkungan  hidup  saja. 

Saya  ingin  mengajak  anda  sekalian  meli- 
hat  dan  menerima  UU  No.  4/1982  dalam  ka- 
pasitasnya  tidak  hanya  untuk  menangani 
lingkungan  hidup,  melainkan  juga  untuk 
merekayasa  kualitas  manusia  Indonesia, 
yang  tentu  saja  menyangkut  aspek  manusia- 
nya  secara  individual.  Aspek  serta  dimensi 
individual  UU  Lingkungan  Hidup  itulah 
yang  belum  banyak  disoroti,  sehingga  ia  ter- 
luput  dari  perhatian  kita  sebagai  sarana  un- 
tuk melakukan  rekayasa  kualitas  orang  In- 
donesia secara  individual. 

Petunjuk  tentang  kapasitas  UU  No.  4/ 
1982  untuk  merekayasa  kualitas  individu  da- 
pat  dijumpai  dalam  hal-hal  berikut: 

1.  Terwujudnya  manusia  Indonesia  sebagai 
pembina  lingkungan  hidup  (Pasal  4c) 

2.  Setiap  orang  mempunyai  hak  atas  ling- 
kungan hidup  yang  baik  dan  sehat  [Pasal 
5,  ayat  (1)] 

3.  Setiap  orang  berkewajiban  memelihara 
lingkungan  hidup  dan  mencegah  serta 
menanggulangi  kerusakan  dan  pencemar- 
an  [Pasal  5,  ayat  (2)] 

4.  Barang  siapa  merusak  dan  atau  mence- 
markan  lingkungan  hidup  memikul  tang- 
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gung  jawab  dengan  kewajiban.  [Pasal  20 
ayat  (1)] 

Apabila  UU  tentang  Pokok-pokok  Pe- 
ngelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  masih  di- 
tujukan  pada  pelestarian  lingkungan  fisik 
hendak  dipakai  sebagai  sarana  rekayasa  in- 
dividu,  maka  diperlukan  cara  yang  khusus 
untuk  membuatnya  berhasil,  Dalam  hu- 
bungan  ini  ingin  diajukan  dua  hal,  yaitu: 

1 .  Melakukan  sesuatu  yang  ingin  saya  sebut 
sebagai  pengarahan  kembali  UU  No.  4/ 
1982,  sehingga  bisa  dipakai  sebagai  reka- 
yasa individu.  Pengarahan  kembali  ini  di- 
perlukan, oleh  karena  selama  ini  sasaran- 
nya  lebih  bersifat  manusia-dalam-kelom- 
pok,  dan  bukan  sebagai  individu. 

2.  Melakukan  pembudayaan  kaidah-kaidah 
UU  No.  4/1982,  oleh  karena  UU  tersebut 
menyimpan  semacam  moralitas  dan  etika . 
kehidupan  tertentu  yang  khas. 

Sebagai  suatu  usaha  atau  gerakan  raksa- 
sa  untuk  melakukan  rekayasa  kualitas  indi- 
vidual yang  demikian  itu,  ia  tidak  dapat  ha- 
nya  diserahkan  kepada  aparat  penegak  hu- 
kum  yang  konvensional  saja.  Pada  hemat 
saya  seluruh  kekuatan  masyarakat  hendak- 
nya  diikutsertakan,  dan  dalam  kaitan  ini 
saya  terpikir  pada  peranan  Lembaga  Swa- 
daya  Masyarakat  (LSM). 


Batas-batas  Kemampuan  Hukum 

Studi  sosial  tentang  hukum  juga  membi- 
carakan  kemampuan- kemampuan  hukum 
untuk  mengatur  kehidupan  manusia,  terma- 
suk  keterbatasannya.  Permasalahan  yang 
demikian  ini  muncul,  oleh  karena  studi  so- 
sial mengenai  hukum  memberikan  perhatian 
pada  efektivitas  pengaturan,  dan  tidak  ha- 
nya  berhenti  pada  masalah  legalitas  saja. 


Sampai  di  sini  kita  tidak  bisa  mengata- 
kan  secara  absolut,  seperti  dalam  teknologi 
mesin,  apakah  suatu  pengaturan  itu  mampu 
mencapai  tujuan  sosialnya  ataukah  tidak. 
Dengan  singkat  ingin  dikatakan,  bahwa  se- 
perti halnya  rekayasa  sosial  yang  lain,  reka- 
yasa melalui  hukum  pun  dihadapkan  pada 
kompleksitas  permasalahan  (Rahardjo,  1983 
:  155-164). 

Batas-batas  kemampuan  hukum  ini  pen- 
ting  dikenali  karena  kita  tidak  bisa  secara 
naif  mengatakan,  bahwa  hukum  itu  selalu 
akan  mencapai  tujuan  yang  baik  disebabkan 
memang  itikad  hukum  itu  adalah  "baik". 
Saya  katakan  naif  karena  ditinjau  secara  so- 
siologis,  hukum  yang  "bermaksud  baik" 
tersebut  dalam  konteks  sosial  tertentu,  ma- 
lah  bisa  menimbulkan  suatu  gangguan  terha- 
dap  ketertiban  di  situ.  Kemungkinan  demi- 
kian menjadi  sangat  relevan,  mengingat  be- 
gitu  luasnya  wilayah  Indonesia  yang  disertai 
pula  dengan  lingkungan  etnis  yang  berbeda- 
beda,  serta  tingkat  perkembangan  sosial 
yang  juga  berbeda.  Keadaan  demikian  itu 
menyebabkan,  bahwa  keseragaman  dalam 
pengaturan  sangat  tidak  mudah  dicapai  dan 
dijalankan.  Di  pihak  lain  diketahui,  bahwa 
hukum  modern  bekerja  atas  dasar  prinsip 
uniformitas  dan  pengaturan  secara  abstrak, 
yang  bertentangan  dengan  keadaan  maje- 
muk  tersebut.  Oleh  karena  itu  hendak  dika- 
takan, bahwa  hukum  nasional  di  Indonesia 
ini  mempunyai  risiko  tinggi  untuk  mencipta- 
kan  suatu  gangguan. 

Sejak  bangsa  kita  memang  sudah  berke- 
tetapan  untuk  menggunakan  hukum  mo- 
dern, maka  anahsis  sosiologis  memberikan 
peringatan,  agar  kita  bisa  bertindak  bijak- 
sana  dalam  menjalankan  hukum  di  negeri 
ini.  Suatu  cara  yang  menggampangkan  pe- 
nyelenggaraan  hukum  dengan  cara  penerap- 
an  yang  kaku  di  mana  saja  (to  the  letter  of 
the  law),  sebaiknya  tidak  menjadi  tradisi  di 
Indonesia. 
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Demokrasi  dalam 
Kehidupan  Budaya 

Usman  PELLY 


DEW  ASA  ini  kita  menghadapi  se- 
buah  kewajiban  kembar:  yaitu  me- 
lestarikan  warisan  budaya  bangsa 
yang  kaya  dan  membangun  kebudayaan  na- 
sional  yang  modern,  Seharusnya  demokrati- 
sasi  dalam  kehidupan  budaya  diletakkan  da- 
lam konteks  kewajiban  kembar  ini.  Oleh  ka- 
rena  itu,  demokratisasi  tidak  mungkin  dili- 
hat  sebagai  sistem  tersendiri  yang  otonom 
dan  steril,  baik  dari  usaha  pelestarian  wa- 
risan budaya  maupun  dari  pembangunan 
budaya  nasional.  Sebab  muara  dari  kedua 
usaha  ini  adalah  masyarakat  modern  yang 
tipikal  Indonesia,  masyarakat  yang  tidak 
hanya  mampu  membangun  dirinya  sederajat 
dengan  bangsa  modern  lainnya,  tetapi  juga 
tangguh  menghadapi  tantangan  kemerosot- 
an  mutu  lingkungan  hidup  akibat  arus  ilmu 
dan  teknologi  modern  maupun  menghadapi 
trend  global  yang  membawa  daya  tarik  kuat 
ke  arah  pola  hidup  yang  bertentangan 
dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa.  Demikian- 

Makalah  ini  telah  disampaikan  pada  Seminar  Na- 
sional Ilmu-Ilmu  Sosial  1990  dan  Kongres  VI  Himpun- 
an  Indonesia  untuk  Pengcmbangan  Ilmu-Ilmu  Sosial 
(HIPIIS)  tanggal  16-21  Juli  1991  di  Yogyakarta. 


lah,  demokratisasi  kehidupan  budaya  berarti 
kebebasan  dalam  keterikatan  untuk  melak- 
sanakan  tugas  kembar  di  atas. 

Pelestarian  warisan  budaya  bangsa  ada- 
lah bukan  obsesi  untuk  menghantarkan 
kembali  masyarakat  kita  ke  koridor  sejarah 
masa  lalu  atau  menemukan  masa  silam  itu, 
melainkan  usaha  untuk  menemukan  identi- 
tas  dirinya  sendiri.  Bahwa  dia  bukan  suatu 
bangsa  yang  lahir  dari  serpihan  kebudayaan 
manusia,  tetapi  dari  suatu  muara  budaya 
yang  pernah  mengukir  sejarah  peradaban 
bangsa-bangsa  di  dunia.  Keyakinan  historis 
ini  secara  psikologis  tidak  hanya  akan  mem- 
berikan  kebanggaan,  tetapi  juga  kesetiaan 
untuk  memelihara  dan  merekayasa  nilai- 
nilai  luhur  dan  tradisi  besar  bangsanya. 

Itu  berarti  kebudayaan  nasional  yang  di- 
bangun  harus  mampu  berfungsi  sebagai  in- 
strumen  yang  mengakomodasikan  masa 
kini,  dan  membuka  pintu  masa  depan.  Oleh 
karena  itu,  sudah  pada  tempatnya  untuk 
menggarisbawahi  keterkaitan  kita  dengan 
warisan  budaya  masa  silam  dalam  mem- 
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bangun  kebudayaan  nasional  di  masa  depan. 
Dengan  kata  lain,  keterkaitan  itu  tidak  un- 
tuk  mengembangkan  suatu  parochialism  (ke- 
jumutan),  atau  obsolescence  (tembok  yang 
membendung  arus  informasi  dunia),  tetapi 
untuk  mendapatkan  jati  diri  dan  kearifan 
masa  silam  yang  diperlukan.  Demikianlah, 
nilai  baru  yang  masuk  secara  selektif  atau 
kreativitas  dan  ketajaman  intelektual  yang 
muncul  dari  proses  pembudayaan  itu  akan 
merupakan  unsur  inovatif  kuat  dalam  ma- 
syarakat  yang  telah  memiliki  kepribadian 
dan  identitas  sendiri.  Satu-satunya  sistem 
yang  dapat  melakukan  tugas  kembar  itu 
ialah  demokratisasi. 

Pengertian  "demokratisasi"  dan  "buda- 
ya"  mungkin  merupakan  dua  pengertian 
yang  paling  banyak  didefinisikan  dan  diberi 
penjelasan  dalam  ilmu-ilmu  sosial.  Bukan 
hanya  karena  kedua  kata  itu  mengandung 
konsep  yang  penting  dan  vital  dalam  kehi- 
dupan  kita,  melainkan  juga  karena  hampir 
semua  orang  yang  merasa  diri  pakar  di  bi- 
dang  atau  berkepentingan  dengan  kedua 
kata  itu  terdorong  membuat  definisi  sendiri. 
Apabila  Sutan  Takdir  Alisyahbana  pernah 
mengeluh,  bahwa  dalam  masyarakat  kita 
tidak  ada  pengertian  yang  lebih  kacau,  atau 
sekurang-kurangnya  lebih  kabur  dan  menge- 
lirukan  daripada  pengertian  kebudayaan 
(Alisyahbana,  1985:141),  maka  demikian  ju- 
ga dengan  pengertian  demokrasi. 

Walaupun  demokrasi  pada  dasarnya 
adalah  suatu  konsep  politik,  tetapi  dipergu- 
nakan  juga  dalam  pengertian  filosofis  untuk 
menunjukkan  sesuatu  yang  melekat  erat 
(inherent)  pada  pengertian  persamaan,  kebe- 
basan  untuk  mendapatkan  manfaat,  dan 
hak-hak  azasi  manusia  (Theodorson,  1969: 
107). 

Apabila  proses  demokratis  digunakan 
dalam  skala  yang  lebih  luas,  seperti  dalam 


kaitan  pembentukan  kebudayaan  nasional, 
maka  menurut  Dahl  (1985:1)  lembaga-lem- 
baga  masyarakat  yang  otonom  pasti  terwu- 
jud.  Menurut  sosiolog  ini  otonomi  yang  di- 
nikmati  di  samping  merupakan  konsekuensi 
langsung  dari  proses  demokratisasi,  juga 
merupakan  bukti  penting  dari  berfungsinya 
proses  demokratisasi  itu  sendiri.  Dengan 
otonomi  tersebut  campur  tangan  dan  tekan- 
an  dari  pemerintah  dan  pihak  luar  dapat 
diperkecil,  dan  kebebasan  untuk  menjalan- 
kan  program  yang  diinginkan  dapat  diting- 
katkan.  Tetapi,  kebebasan  dan  otonomi  se- 
bagai  buah  dari  demokratisasi  akan  membe- 
rikan  peluang  pula  untuk  melancarkan  de- 
struksi,  melestarikan  egoisme  sempit,  me- 
ngorbankan  kepentingan  umum,  dan  mung- 
kin juga  menghancurkan  demokrasi  itu  sen- 
diri. Oleh  karena  itu  Dahl  mengingatkan 
kita,  bahwa  semua  bentuk  demokrasi  akan 
selalu  diancam  oleh  dilema  antara  otonomi 
dan  kontrol.  Dilema  ini  dalam  negara  yang 
diperintah  oleh  regim  otoriter  lebih  terhn- 
dung  ketimbang  dalam  negara  demokratis 
yang  maju. 

Pasal  32  UUD  '45  menyatakan  bahwa: 
"Pemerintah  memajukan  kebudayaan  na- 
sional Indonesia."  Pasal  ini  mengisyaratkan 
bahwa  masalah  kebudayaan  nasional  meru- 
pakan masalah  kenegaraan,  sehingga  perlu 
ditangani  dan  dikoordinasikan  lewat  peme- 
rintah (Subadio,  1988:5).  Itu  berarti  peme- 
rintahan  di  Indonesia  berdasarkan  undang- 
undang,  secara  legal  dan  terbuka,  memiliki 
hak  kontrol  terhadap  perkembangan  kehi- 
dupan  budaya  bangsa.  Itu  berarti  pula  de- 
mokratisasi kehidupan  budaya  di  Indonesia 
tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  kedudukan 
dilematis  seperti  yang  diungkapkan  Dahl  di 
atas,  yaitu  antara  otonomi  dan  kontrol. 

Akan  tetapi,  masalah  yang  paling  relevan 
dibahas  di  sini  ialah  sejauh  mana  kontrol  itu 
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dilakukan.  Apakah  hanya  oleh  pemerintah 
dalam  pengertian  yang  sempit  (para  aparat 
saja),  ataukah  juga  melibatkan  masyarakat 
itu  sendiri?  Dua  pertanyaan  yang  lebih  pen- 
ting  lagi  adalah:  sistem  dan  kategori  apa 
yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kon- 
trol  tersebut?  Sejauh  mana  pula  sistem  dan 
kategori  itu  harus  mendapatkan  legitimasi 
dari  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang  diang- 
gap  sah  serta  dihayati  bersama,  pun  merupa- 
kan  pertanyaan  yang  cukup  menarik. 

Seperti  disinggung  di  muka,  pengertian 
kebudayaan  yang  beraneka  ragam  itu  dapat 
mendorong  kerawanan,  apabila  tidak  didu- 
dukkan  dalam  konteks  pembicaraan  yang 
jelas. 

Oleh  karena  itu,  suatu  pengertian  (defi- 
nisi)  budaya  yang  operasional  dibutuhkan 
untuk  memberikan  arti  dan  kaitan  yang 
fungsional  terhadap  permasalahan  yang  se- 
dang  dibahas.  Untuk  maksud  tersebut  defi- 
nisi  sederhana  di  bawah  ini  mungkin  me- 
madai.  Kebudayaan  adalah  hasil  upaya  yang 
terus-menerus  dari  manusia  di  dalam  —  ikat- 
an  —  masyarakat  dalam  menciptakan  prasa- 
rana  dan  sarana  yang  diperlukan  untuk  men- 
jawab  tantangan  kehidupannya  (cf.  Kayam, 
1988:225).  Dari  segi  kognitif,  kebudayaan 
tidak  hanya  mencakup  apa  yang  dilakukan 
dan  diciptakan  manusia,  tetapi  juga  apa 
yang  masih  dicita-citakan  atau  yang  masih 
hariis  diwujudkan,  termasuk  norma,  pan- 
dangan  hidup  dan  sistem  nilai.  Yang  per- 
tama  dapat  disebut  kategori  faktisitas  dan 
yang  kedua  kategori  norma  (Kleiden,  1988: 
233). 

Dalam  kaitan  ini  setidaknya  ada  dua 
fungsi  kebudayaan  nasional  yang  patut  di- 
kemukakan.  Pertama,  sebagai  pedoman 
dalam  membina  persatuan  dan  kesatuan 
bangsa  bagi  masyarakat  majemuk  Indone- 
sia. Kedua,  sebagai  pedoman  dalam  pengam- 


bilalihan  ilmu  dan  teknologi  modern.  Dari 
kedua  fungsi  tersebut  kiranya  jelas  bahwa 
secara  fungsional  kebudayaan  itu  merupa- 
kan  instrument  (alat)  dalam  kehidupan  ma- 
syarakat. Namun  sesungguhnya  nilai-nilai 
yang  terkandung  dalam  kebudayaan  dapat 
dianggap  sekaligus  sebagai  alat  (patokan) 
dan  tujuan. 

Agar  kebudayaan  nasional  dapat  ber- 
fungsi  seperti  ditekankan  di  atas,  diperlukan 
sistem  demokratisasi  dalam  kehidupan  ma- 
syarakat. Melalui  proses  demokratisasi  ini 
diharapkan  akan  tercipta  perluasan  dan  pe- 
nyempurnaan  kelembagaan  sosial  yang  tang- 
guh,  agar  mampu  menghadapi  perubahan- 
perubahan  dan  perluasan  lingkungan  in- 
teraksi  sosial.  Perluasan  interaksi  sosial  ada- 
lah sangat  erat  kaitannya  dengan  rekayasa 
norma  dan  nilai-nilai  budaya  tradisional 
maupun  modern  untuk  menopang  perluasan 
bentuk-bentuk  hubungan  sosial  baru  yang 
kemudian  dapat  dilembagakan.  Lembaga- 
lembaga  ini  diharapkan  mampu  mengak- 
tualisasikan  aspirasi  yang  berkembang.  Se- 
perti dalam  bidang  kehidupan  ekonomi, 
nilai-nilai  baru  diharapkan  tidak  hanya  akan 
memperluas  jaringan  kelembagaan  ekonomi 
melintasi  batas  lingkungan  geografis,  dan 
sosial-budaya,  tetapi  juga  akan  merangsang 
persaingan,  disiplin,  peningkatan  produkti- 
vitas  kerja  yang  berorientasi  ke  pasar,  serta 
penguasaan  peralatan  dan  teknologi  yang 
memadai. 

Proses  demokratisasi  dengan  demikian 
akan  mengembangkan  perangkat  sistem 
nilai  budaya  dan  norma-norma  sosial  dan 
melembagakannya  dalam  berbagai  lapangan 
kehidupan  yang  baru,  untuk  mendukung 
alih  ilmu  dan  teknologi  modern.  Secara  de- 
mikian, demokratisasi  sebagai  sistem  akan 
memberikan  kebebasan  kepada  manusianya 
memilih  nilai-nilai  yang  menjadi  motivasi. 
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pendorong,  pembentuk  sikap,  dan  sekaligus 
tujuan  dari  tindakannya.  Oleh  karena  nilai- 
nilai  ini  terkait  erat  dalam  unsur-unsur 
(traits)  budaya,  maka  dalam  mengadopsi 
suatu  unsur  budaya  orang  tidak  akan  dapat 
melepaskan  nilai-nilai  yang  melekat  pada 
unsur  budaya  itu.  Seperti  pada  unsur  budaya 
teknologi  modern,  nilai-nilai  seperti  rasiona- 
litas,  ketelitian,  ketekunan,  disiplin  dan  efi- 
siensi  harus  turut  serta  diambil  alih.  Atau  se- 
baliknya,  dengan  mengembangkan  sederet- 
an  nilai-nilai  tadi  dari  khasanah  budaya  sen- 
diri,  orang  dengan  mudah  dapat  mengadopsi 
unsur-unsur  budaya  teknologi  modern.  Be- 
gitu  juga  kita  tidak  akan  mungkin  menga- 
dopsi sistem  manajemen  perusahaan  Barat 
apabila  nilai-nilai  seperti  keterbukaan,  ob- 
jektivitas,  dan  fairness,  (ketulusan  dan  kea- 
dilan)  tidak  mampu  kita  adopsi. 

Dapat  dimaklumi  bahwa  alih  ilmu  dan 
teknologi  itu  bukan  suatu  masalah  teknis, 
melainkan  suatu  proses  enkulturalisasi  (pem- 
budayaan).  Dengan  analog!  yang  sederhana, 
bagaimana  secara  selektif  "mencangkok- 
kan"  juga  nilai-nilai  budaya  baru  yang  men- 
dukungnya  ke  dalam  batang  tubuh  budaya 
kita.  Nilai-nilai  baru  itu  diharapkan  akan 
dapat  tumbuh  dengan  akar  budaya  kita  sen- 
diri.  Dengan  demikian  buah  hasilnya  adalah 
"khas"  kita  sendiri.  Oleh  karena  nilai-nilai 
budaya  baru  itu  dipilih  secara  selektif  agar 
dia  dapat  berfungsi  sebagai  faktor  inovatif 
(pembaru)  dan  bukan  sebagai  pembusuk 
yang  dominatif  dalam  budaya  kita,  maka 
enkulturalisasi  ini  merupakan  upaya  rekaya- 
sa  sosial. 

Rekayasa  sosial  dalam  pembangunan 
ekonomi  adalah  sama  pentingnya  dengan 
pcrtimbangan  teknik  dan  keuangan.  Reka- 
yasa yang  tepat  secara  ekonomi  akan  mem- 
berikan  keuntungan  dua  kali  lipat  dibanding 
pembangunan   ekonomi   melalui  rekayasa 


yang  tidak  tepat  guna.  Kegagalan  berbagai 
proyek  pembangunan  berskala  besar  seperti 
proyek  irigasi  di  Etiopia,  proyek  peternakan 
sapi  di  Papua  Nugini,  dan  proyek  penga- 
wetan  tembakau  di  Tanzania,  adalah  contoh 
rekayasa  sosial  yang  secara  budaya  tidak 
tepat.  Sebab  itu  jelas  bahwa  demokratisasi 
dalam  kehidupan  budaya,  harus  mendorong 
kita  untuk  melaksanakan  rekayasa  sosial 
yang  tepat  budaya. 

Seperti  dijelaskan  di  muka,  demokrati- 
sasi dalam  kehidupan  budaya  akan  menemu- 
kan  dirinya  dalam  situasi  dilematis  antara 
otonomi  dan  kontrol.  Otonomi  yang  dimi- 
liki  oleh  lembaga-lembaga  untuk  pengem- 
bangan  programnya,  akan  dikontrol  oleh 
nilai-nilai  dasar  yang  sekaligus  juga  merupa- 
kan cita-cita  atau  tujuan  hidup  bangsa  itu. 
Dalam  masyarakat  Indonesia  nilai-nilai 
luhur  Pancasila  tidak  hanya  merupakan 
nilai-nilai  dasar  kehidupan  masyarakat  teta- 
pi  juga  merupakan  rujukan  dan  tujuan 
bangsa.  Oleh  karena  itu,  diungkapkan  da- 
lam kalimat  yang  formal  bahwa  pembangun- 
an itu  merupakan  pengamalan  Pancasila. 

Skema  pada  halaman  berikut  dapat  men- 
jelaskan  posisi  keberadaan  kelembagaan 
masyarakat  dan  kaitannya  dengan  dua 
sumber  nilai  dan  traits  kebudayaan,  yaitu 
kebudayaan  tradisional  dari  masyarakat 
agraris  Indonesia  dan  kebudayaan  asing  dari 
masyarakat  industri  maju.  Pembentukan  ke- 
budayaan nasional  merupakan  rekayasa  ke- 
dua  budaya  tersebut.  Dalam  Polemik  Kebu- 
dayaan tahun  1930an  dikemukakan  bahwa 
kebudayaan  nasional  akan  berfungsi  sebagai 
pemberi  identitas  bangsa,  wahana  komu- 
nikasi,  dan  pcnguat  solidariias.  Ini  bcrarti 
dalam  proses  pembentukan  kebudayaan  na- 
sional, nilai-nilai  kehidupan  tradisional 
bangsa  Indonesia  harus  dominan  atau  Icbih 
unggul    daripada    nilai-nilai  kebudayaan 
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asing.  Dengan  demikian,  pembentukan  atau 
pertumbuhan  lembaga  dalam  keenam  la- 
pangan  kehidupan  (yang  diadopsi  dari  Ed- 
ward Spranger)  yaitu  religi,  bahasa,  seni,  po- 
litik,  ekonomi,  dan  sosial,  secara  dominan 
akan  diwarnai  dan  dijiwai  oleh  nilai-nilai 
tradisional  bangsa  Indonesia. 


Mungkin  pertanyaan  yang  relevan  di  sini 
ialah  apakah  kebebasan  dalam  rangka  de- 
mokratisasi  kehidupan  budaya,  perorangan 
atau  lembaga,  dalam  keenam  lapangan 
hidup  itu  akan  mengadopsi  nilai-nilai  atau 
traits  budaya  asing  secara  selektif  atau  ber- 
dasarkan  pertimbangan-pertimbangan  ter- 


KEBUDAYAAN 


MODEL  MEKANISME  DEMOKRATISASI 
KEBUDAYAAN 
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tentu  "menelannya"  bulat-bulat. 

Diskusi  pra  Kongres  Kebudayaan  Na- 
sional  di  Jakarta  pada  8-10  Maret  1990  telah 
mengidentifikasi  sebanyak  24  masalah  kebu- 
dayaan asing.  Di  antaranya  terdapat  10  ma- 
salah yang  merupakan  tantangan  dalam 
pembentukan  kebudayaan  nasional  yaitu: 
(1)  masalah  komersiahsasi  kebudayaan;  (2) 
masalah  konsumerisme  dan  materialisme; 
(3)  masalah  ketahanan  budaya  dan  konflik 
nilai;  (5)  masalah  pendidikan  dan  penerusan 
nilai;  (6)  masalah  adaptasi  hukum  dalam 
pengembangan  pariwisata;  (7)  masalah  seks 
dan  kesehatan;  (8)  masalah  sekularisasi  ke- 
hidupan  beragama;  (9)  masalah  pengem- 
bangan potensi  masyarakat  dalam  upaya 
mengambil  manfaat  optimal  dari  pariwisata 
dan  interaksi  antar  bangsa;  dan  (10)  masalah 
pengembangan  kemampuan  selektif  terha- 
dap  pengaruh  kebudayaan  asing. 

Di  samping  itu,  telah  diidentifikasi  pula 
potensi  positif  kebudayaan  asing  untuk  pe- 
ngembangan kebudayaan  nasional  seperti: 
(1)  Pengayaan  dalam  kehidupan  seni  musik, 
lukis,  busana,  sastra,  drama,  dll.;  (2)  men- 
dorong  dan  memberi  pola  pada  sistem  pen- 
didikan; (3)  mengidentifikasi  nilai-nilai  uni- 
versal untuk  memberi  bobot  progresivitas 
terhadap  kebudayaan  tradisional;  (4)  mem- 
perluas  wawasan  pikiran  dan  pengembangan 
hubungan  antar  bangsa;  dan  (5)  mendorong 
sikap  dan  perilaku  kemandirian  yang  sudah 
berakar  pada  kebudayaan  lokal, 

Kemampuan  kita  menjawab  tantangan 
dan  sekaligus  memanfaatkan  unsur-unsur 
positif  kebudayaan  asing  di  atas  sangat  di- 
tentukan  oleh  seberapa  jauh  penghayatan 
dan  penguasaan  terhadap  norma  dan  nilai- 
nilai  fundamental  bangsa  kita  sendiri.  Nilai- 
nilai  fundamental  ini  dalam  antropologi  di- 
sebut  inti  budaya  (cultural  core).  Cultural 


core  ini  berperan  tidak  saja  sebagai  rujukan 
dan  kontrol,  melainkan  juga  sebagai  objek 
pengayaan  karena  sifatnya  yang  terbuka  dan 
dinamis  terhadap  pengaruh  kebudayaan  luar 
(asing)  yang  merupakan  "non-core  elements 
of  culture".  Pancasila  sebagai  nilai-nilai 
fundamental  dalam  kehidupan  bermasyara- 
kat  dan  bernegara  telah  dinyatakan  sebagai 
identitas  yang  terbuka.  Keterbukaan  di  sini 
mengacu  kepada  pengayaan  dalam  penga- 
malan,  sehingga  nilai-nilai  itu  tidak  hanya 
dapat  disesuaikan  secara  fungsional  dengan 
kebutuhan  dan  tantangan  nyata  yang  diha- 
dapi  dari  waktu  ke  waktu,  tetapi  juga  secara 
demikian  nilai-nilai  itu  akan  menjadi  lebih 
pragmatis  dan  aktual  dalam  kehidupan.  De- 
ngan demikian  nilai-nilai  itu  terhindar  dari 
proses  isolatif  dan  pengerdilan  (imbreeding). 

Pada  hakikatnya  inilah  yang  diharapkan 
dari  proses  demokratisasi.  Suatu  kebebasan 
dalam  keterbukaan  untuk  melakukan  re- 
strukturisasi  dan  re-interpretasi  nilai-nilai 
dan  unsur-unsur  budaya  dalam  pengayaan 
(rekayasa)  terhadap  nilai-nilai  asing  secara 
selektif,  Dan  kemudian  melembagakannya 
dalam  kehidupan  modern. 

Di  samping  itu  juga  dari  arus  bawah, 
tidak  semua  unsur  budaya  tradisional  yang 
berasal  dari  berbagai  budaya  etnis  dan  lokal 
secara  otomatis  merupakan  kebudayaan  na- 
sional. Hanya  puncak-puncak  kebudayaan 
etnis  dan  lokal  yang  dapat  dijadikan  "mo- 
dal" kebudayaan  nasional.  Hal  ini  sesuai 
dengan  Penjelasan  Pasal  32  UUD  '45  yang 
menyatakan:  "...  Kebudayaan  lama  dan  ash 
yang  terdapat  sebagai  puncak-puncak  kebu- 
dayaan di  daerah-daerah  seluruh  Indonesia, 
terhitung  sebagai  kebudayaan  bangsa  ..." 
Diskusi  pra  Kongres  Kebudayaan  Nasional 
bulan  Maret  1990  tersebut  telah  merumus- 
kan  puncak-puncak  kebudayaan  daerah  dan 
indikatornya. 
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"Puncak-puncak  kebudayaan  di  daerah  adalah  sari- 
sari  dari  kebudayaan  suku  bangsa  dan  lokal  setem- 
pat  yang  berkuaiitas  tinggi,  dinamik  dan  menggam- 
barkan  identitas  pendukungnya  menjadi  modal  da- 
sar  pembangunan  Kebudayaan  Nasional  Indone- 
sia." 

Adapun  indikator  puncak-puncak  kebuda- 
yaan di  daerah  tersebut  adalah  sebagai  beri- 
kut: 

1 .  Mengandung  nilai-nilai  luhur  Pancasila. 

2.  Mencerminkan  kuahtas,  martabat,  dan 
peradaban  bangsa. 

3.  Merupakan  kebanggaan  nasional. 

4.  Terbuka  untuk  pengayaan,  penyempur- 
naan,  dan  peningkatan  kualitas  sesuai  de- 
ngan  perkembangan  zaman  dan  kemaju- 
an  masyarakat. 

5.  Komunikatif,  karena  dapat  dihayati  oleh 
pendukung  kebudayaan  daerah  lainnya. 

6.  Menuju  tumbuhnya  rasa  persatuan  dan 
kesatuan  bangsa. 

7.  Sebagai  ungkapan  identitas  keindonesia- 
an. 

Secara  demikian  nilai-nilai  dan  unsur- 
unsur  dari  kebudayaan  tradisional  memerlu- 
kan  berbagai  proses  pematangan  (reinterpre- 
tasi,  reaktualisasi  dan  rekonstruksi)  dan 
pengayaan  agar  memenuhi  ketujuh  kategori 
di  atas  untuk  dapat  tampil  sebagai  puncak 
kebudayaan  daerah.  Puncak-puncak  kebu- 
dayaan daerah  ini  merupakan  modal  kebu- 
dayaan nasional. 

Demokratisasi  dalam  kehidupan  budaya 
tradisional  sangat  diperlukan  guna  men- 
dorong  dan  memacu  masing-masing  daerah 
atau  kelompok  etnis  memberikan  saham 
(modal)  bagi  pengembangan  kebudayaan 
nasional.  Proses  demokratisasi  ini  juga  akan 
menimbulkan  suasana  gairah  dan  kompetitif 
yang  terbuka  dan  saling  mengisi.  Suasana  ini 
akan  mendorong  perubahan  sosial-budaya 
secara  menyeluruh. 


Setidaknya  ada  dua  proses  demokratisasi 
dan  seleksi  (control)  dalam  pembentukan  ke- 
budayaan nasional.  Pertama  ialah  pada  pro- 
ses adopsi  terhadap  nilai-nilai  dan  unsur- 
unsur  kebudayaan  asing,  sedangkan  kedua 
pada  proses  penampilan  unsur-unsur  kebu- 
dayaan tradisional.  Kedua  proses  demokra- 
tisasi dan  seleksi  ini  seharusnya  telah  terjadi 
sebelum  nilai  dan  unsur-unsur  budaya  terse- 
but dilembagakan  dalam  keenam  lapangan 
hidup.  Tetapi  karena  prosesnya  adalah  sa- 
ngat komplek  dan  tidak  berjalan  linear  maka 
dapat  juga  terjadi  dalam  berbagai  bentuk 
modifikasi  dan  perubahan  pada  tingkat  im- 
plikasinya  di  lapangan. 

Maka  itu,  demokratisasi  sebagai  sistem 
kehidupan  budaya  dengan  substansinya  ke- 
bebasan  dan  otonomi  sekaUgus  terkontrol 
oleh  nilai-nilai  rujukan  yang  fundamental 
dan  teruji  dalam  pengamalan.  Pada  giUran- 
nya,  proses  demokratisasi  dalam  kehidupan 
budaya  dapat  mendorong  transformasi 
sosial  lebi.h  cepat.  Akan  tetapi,  perubahan- 
perubahan  sosial-budaya  pada  hakikatnya 
tidak  dapat  dilakukan  secara  revolusioner, 
sebagaimana  yang  dikehendaki,  umpama- 
nya  oleh  pembangunan  ekonomi. 

Oleh  karena  itu,  pembangunan  ekonomi 
justru  tidak  jarang  berjalan  tanpa  menghi- 
raukan  partisipasi  masyarakat  yang  lebih 
luas.  Barangkali  pembangunan  seperti  ini 
dari  segi  ekonomi  masih  tetap  menguntung- 
kan  kelompok  masyarakat  tertentu.  Tetapi, 
dari  segi  sosial  dampaknya  adalah  sangat 
fatal.  Pembangunan  ekonomi  demikian  ha- 
nya  akan  melahirkan  ketimpangan  dan  ke- 
senjangan  sosial,  yang  pada  akhirnya  me- 
ngancam  sohdaritas  dan  kesatuan  nasional. 

Barangkali  benar  pendapat  Heilbroner 
(1966),  ahli  ekonomi  kenamaan,  bahwa 
pembangunan  di  Dunia  Ketiga  bukanlah  ter- 
utama  pembangunan  ekonomi  melainkan 
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proses  pembangunan  politik  dan  sosial 
budaya. 

Untuk  mempercepat  proses  pembangun- 
an nasional,  demokratisasi  dalam  kehidupan 
budaya  terasa  mutlak  diperlukan.  Maka  itu 
telah  saatnya,  kita  memiliki  suatu  konsep 
dan  kebijakan  kebudayaan  nasional  yang 


terintegrasi  dalam  kehidupan  politik,  ekono- 
mi  dan  sosial  lainnya.  Secara  demikian, 
pembangunan  tidak  akan  kehilangan  dimen- 
si  yang  penting  dalam  meningkatkan  kuali- 
tas  dan  martabat  bangsa,  yaitu  dimensi  bu- 
daya. Begitu  pula  diharapkan  tugas  kembar 
yang  bersejarah  itu  akan  dapat  dilaksanakan 
lebih  sempurna  dalam  era  Pembangunan 
Jangka  Panjang  Kedua. 


Masyarakat  Kecil  dalam 
Ekonomi  Global: 
Perspektif  Energi,  Sosiobudaya  dan 
Gaya  Hidup  Abad  XXI 

AliM.A.  RACHMAN 


CIRI  utama  masyarakat  kecil  dalam 
perekonomian  global  abad  XXI 
idealnya  ialah  mampu  mengubah 
bentuk  energi  yang  tersedia,  menjadi  bentuk 
energi  baru.  Kemampuan  itu  adalah  untuk 
menyambungkan  gaya  hidup  masing-masing 
masyarakat  kecil  dari  beragam  tipe  sosio 
budaya  di  seantero  Indonesia  ke  dalam  tipe 
gaya  hidup  dunia.  Upaya  mencapai  kemam- 
puan demikian  mutlak  perlu,  agar  ketergan- 
tungan  Indonesia  di  tengah  ekonomi  global 
sejajar  dengan  bangsa  lain,  sesuai  dengan 
kepribadian  Indonesia  sendiri. 

Yang  mendasari  pemikiran  di  atas  adalah 
energi,  sosiobudaya  dan  gaya  hidup  di  se- 
panjang  sejarah  manusia  tak  dapat  dipisah- 
kan  satu  sama  lain.  Hal  ini  merupakan 
refleksi  dari  hukum  termodinamika:  tak  ada 
energi  yang  hilang  dan  tak  ada  pula  yang 
dapat  dimusnahkan,  tetapi  ia  dapat  berubah 
bentuk,  dan  jutnlah  seluruhnya  senantiasa 
tetap.  Hukum  termodinamika  inilah  yang 
dapat  menjadi  dasar  bahwa  konsumsi  energi 
per  kapita  menyatukan  komponen  energi, 
sosiobudaya  dan  gaya  hidup  manusia  sepan- 
jang  sejarah. 


Konsumsi  energi  sepanjang  sejarah  ma- 
nusia pada  umumnya  mengikuti  bentuk  gra- 
fik  "U".  Grafik  "U"  ini  melambangkan 
grafik  konsumsi  energi  dari  beragam  tahap 
evolusi  sosiobudaya  sepanjang  sejarah  ma- 
nusia sejak  pra  pertanian  10.000  tahun  yang 
lalu  hingga  zaman  industri  abad  XX. 
Dengan  grafik  "U"  tersebut  ilmuwan  sosial 
umumnya  bisa  menyatukan  dasar  pikir  lin- 
tas  disipHn  ilmu  di  mana  energi  menjadi 
tolok  ukur  sosiobudaya  dan  gaya  hidup  ma- 
nusia sepanjang  sejarah. 

Makna  grafik  "U"  itu  adalah  kedua  ka- 
kinya  dijadikan  panduan  telaah  evolusi  so- 
siobudaya dengan  kaidah:  pada  awal  evolusi 
sosiobudaya,  konsumsi  energi  cukup  tinggi, 
demikian  juga  pada  evolusi  sosiobudaya  lan- 
jutan,  sedangkan  dalam  tahap  sosiobudaya 
transisi  konsumsi  ini  berada  paling  rendah. 
Konsumsi  energi  yang  tinggi  identik  dengan 
sosiobudaya  terlukis  pada  masing-masing 
kaki  kurva  "U"itu.  Sebaliknya,  sosiobuda- 
ya transisi  dapat  diperhaiikan  letaknya  pada 
dasar  kaku  kurva  "U"  tersebut.  Gejala  se- 
perti  ini  bisa  kita  perhatikan  dalam  kondisi 
awal  negara  agraris  ketika  penduduk  dengan 
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perladangan  berpindah  dianggap  boros 
menggunakan  energi,  tetapi  kenyataannya 
sistem  pertanian  modern  pun  telah  tinggi  se- 
kali  menggunakan  energi  sebagai  inputnya. 
Dengan  kata  Iain,  kedua  teknik  bertani  baik 
primitif  maupun  modern  cenderung  meng- 
gunakan energi  yang  banyak. 

Gaya  hidup  berkepribadian  bangsa  Indo- 
nesia didasarkan  pada  Bhinneka  Tunggal 
Ika  sosiobudaya  seantero  Indonesia.  Hal  ini 
patut  menjadi  pegangan  dalam  periode  25 
tahun  pembangunan  jangka  panjang  tahap 
II,  mengingat  gejolak  konsumsi  energi  dunia 
dapat  mengalahkan  kepribadian  itu  apabila 
kurang  waspada  menggariskan  kebijakan 
pembangunan  mendatang.  Gaya  hidup  se- 
macam  itu  dapat  berfungsi:  menata  energi 
yang  tersedia  dengan  baik,  mempercepat 
arus  energi  dari  luar  negeri  dan  dapat  mem- 
buat  keseimbangan  antara  arus  energi  dari 
dalam  negeri  dan  dari  luar  negeri.  Sebagai 
contoh,  dalam  ketiga  hal  ini  Indonesia  akan 
dapat  tetap  mempertahankan  swasembada 
pangan,  dapat  pula  menarik  wisatawan 
mancanegara,  tetapi  juga  dapat  mengendali- 
kan  diri  dalam  keterbukaan  arus  energi  dari 
berbagai  pertukaran  antara  konsumsi  asal 
dari  luar  dan  asal  dari  dalam  negeri  sendiri. 

Benarkah  grafik  "U"  adalah  lambang 
konsumsi  energi  sebagai  refleksi  bentuk  ter- 
modinamika  dalam  evolusi  sosiobudaya? 
Bagaimana  hubungan  antara  energi  dan 
sosiobudaya?  Keterkaitan  apa  pula  antara 
energi  dan  gaya  hidup?  Dalam  hal  apa  kita 
dapat  menentukan  energi  dan  ekonomi  glo- 
bal yang  tak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain 
masuk  ke  aneka  ragam  sosiobudaya  di  Indo- 
nesia? Bagaimana  masyprakat  kecil  pada 
umumnya  dapat  bersama-sama  keberadaan- 
nya  dalam  sistem  ekonomi  global  itu?  Beri- 
kut  ini  disajikan  penjelasan  jawaban  perta- 
nyaan  tersebut,  * 


Grafik  "U"  dan  Sosiobudaya 

Energi  menjadi  sorotan  ilmuwan  sosial 
mulai  sekitar  tahun  1943,  ketika  Leslie  A. 
White,  antropolog  Amerika  Serikat,  menu- 
liskan  artikelnya  pertama  kali  dalam  Ameri- 
can Anthropologist  No.  3,  Vol.  45  halaman 
335-356  dengan  judul  "Energy  and  Evolu- 
tion of  Culture"  yang  kemudian  direvisi  dan 
terulang  terbit  dalam  Scientific  American 
tahun  1949,  halaman  363-393.  Makalah 
White  ini  berisikan  pokok  bahasan  bahwa 
segala  sesuatu  yang  ada  di  Planet  adalah 
bentuk  konversi  energi.  Keyakinan  yang 
mendasar  ini  ditegaskan  dalam  kaitannya 
dengan  konsumsi  energi  per  kapita  yang 
cenderung  meningkat  apabila  sosiobudaya 
semakin  canggih. 


PERSPEKTIF  KONSUMSI  ENERGI  PER  KAPITA 
PALAM  EVOLUSI  SOSIOBUDAYA  DAN 
GAYA  HIDUP 

Sosiobudaya  awal,  Sosiobudaya  lanjulan, 

sederhana:  kompleks: 

Gaya  Hidup  Primitif  Gaya  Hidup  Modern 


I 


Sosiobudaya  transisi: 
Gaya  Hidup  Transisi 
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Pemikiran  konsumsi  energi  per  kapita 
yang  meningkat  seiring  dengan  semakin 
canggihnya  sosiobudaya,  mengimbas  luas 
kepada  ilmuwan  sosial  yang  cenderung  men- 
cari  jawaban  mengenai  ukuran  perubahan 
dalam  masyarakat,  misalnya  demi  terapan 
bagi  pembangunan.  Untuk  maksud  tersebut 
jawaban  dicari  dengan  mengumpulkan  data 
konsumsi  energi  per  kapita  berbagai  sosio- 
budaya, sejak  ia  masih  dalam  kesederhana- 
an  hingga  pada  taraf  tercanggih.  Yang  sa- 
ngat  terkenal  dalam  membandingkan  kon- 
sumsi energi  per  kapita  itu,  misalnya  Earl 
Cook  yang  dalam  tahun  1971  mempublika- 
sikan  catatan  konsumsi  energi  per  kapita 
beragam  bentuk  dan  tahapan  sosiobudaya 
dalam  Scientific  American  halaman  83-91 
berikut  ini: 

"Primitive  men  sekitar  sejuta  tahun  yang  lalu  di  A- 
frika  menggunakan  energi  otot  saja  sebesar  2  ribu 
Kcal,  hunting  men  asal  Eropa  sekitar  100  ribu  tahun 
yang  lalu  mengkonsumsi  energi  senilai  5  ribu  Kcal, 
primitive  agricultural  men  sekitar  5  ribu  tahun  sebe- 
lum  Masehi  mengkonsumsi  energi  sebesar  12  ribu 
Kcal,  advance  agricultural  men  di  Eropa  tahun  1400 
mengkonsumsi  energi  26  ribu  Kcal,  industrial  men  di 
Inggris  tahun  1875  mengkonsumsi  energi  sebesar  77 
ribu  Kcal  dan  technological  men  di  Amerika  Serikat 
tahun  1970  mengkonsumsi  energi  sebesar  230  ribu 
Kcal". 

Angka  konsumsi  energi  yang  ditulis 
Cook  (1971)  tersebut  bila  ditempatkan 
dalam  satu  grafik  menunjukkan  seolah-olah 
konsumsi  energi  menanjak  lurus  seperti  ha- 
rapan  teori  White  (1943,  1949).  Di  lain  pi- 
hak,  Arthur  Terry  Rambo  juga  asal  Amerika 
Serikat,  salah  seorang  antropolog  perintis 
penelitian  Ekologi  Manusia  di  Asia  Tengga- 
ra,  banyak  mempersoalkan  energi  pula.  Di 
antara  artikelnya  yang  tertumpu  pada  energi 
misalnya  berjudul  "No  Free  Lunch:  A  Re- 
examination of  the  Energetic  Efficiency  of 
Swidden  Agriculture"  (Rambo  1984: 
154-163)  dan  "Energy  and  Cultural  Evolu- 


tion" (Rambo  1990,  segera  terbit).  Kedua 
bahasan  ini  mempunyai  arti  penting  dalam 
sosiobudaya,  yaitu  tantangan  bagi  ilmuwan 
agar  berupaya  lebih  banyak  menempatkan 
sosiobudaya  tradisional  khususnya  pertani- 
an  (Swidden),  dalam  kontinum  sosiobudaya 
lanjutan  menuju  modern  (pertanian  inten- 
sif).  Berdasarkan  perhitungan  Rambo  (1984) 
sistem  perladangan  berpindah  adalah  efisien 
sebagaimana  efisiennya  pertanian  intensif 
menetap  yang  menghemat  energi  otot,  tetapi 
sama-sama  tidak  efisien  dalam  total  peng- 
gunaan  energi  input,  karena  imbangan  input 
energi  dan  output  energi  dari  kedua  sistem 
pertanian  itu  tergolong  besar  sehingga  upaya 
mendapat  suatu  output  tidak  pula  ringan. 
Segi  lain  dari  artikel  ini  (Rambo  1990) 
mengajak  kita  melihat  perspektif  global 
sosiobudaya  di  mana  energi  yang  digambar- 
kan  teori  White  (1943,  1949)  dan  para  pengi- 
kutnya  dipersoalkan  perbaikannya. 

Data  empiris  terasa  sekali  kurang  untuk 
mencari  keterkaitan  sosiobudaya  dan  kon- 
sumsi energi  per  kapita.  Sadar  akan  hal  ini 
A.T.  Rambo  dalam  tahun  1978/1979  me- 
nampilkan  serangkaian  data  yang  pernah  di- 
perolehnya  dari  berbagai  tugas  lapangan, 
terutama  pada  masyarakat  Band  (Orang 
Semang  di  Malaysia),  masyarakat  Tribe 
(Orang  Hmong  di  Thailand),  masyarakat 
Chiefdom  (Orang  Muong,  Vietnam  Utara), 
Archaic  State  (Petani  delta  sungai  di  Viet- 
nam). Angka- angka  konsumsi  energi  bera- 
gam golongan  sosiobudaya  ukuran  Elman 
Service  (1958;  1962;  1966;  1971;  1975)  yaitu 
Bank,  Tribe,  Chiefdom,  Archaic  State  seper- 
ti diungkapkan  Rambo  dalam  kuliahnya 
adalah: 

Semang  S  ribu  Kcal 
Hmong  40  ribu  Kcal 
Muong  3,5  ribu  Kcal 
Petani  Vietnam  2,5  ribu  Kcal 
(Ali  M.A.  Rachman  1980:  20) 
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Data  di  atas  menunjukkan  gejala  penu- 
runan  konsumsi  energi  dari  sosiobudaya 
yang  relatif  sederhana  kepada  sosiobudaya 
yang  relatif  kompleks.  Konsumsi  energi  5 
ribu  Kcal  oleh  Semang  dapat  dikembalikan 
pada  kondisi  sesungguhnya,  ketika  mereka 
beriadang  yang  ditaksir  setidak-tidaknya  5 
ribu  Kcal,  pada  mulanya  adalah  100  ribu 
Kcal.  Trend  data  di  atas  adalah  kebalikan 
dari  data  Cook  (1971)  yaitu  konsumsi  energi 
cenderung  menaik  dengan  semakin  canggih- 
nya  sosiobudaya. 

Adalah  menarik  apabila  data  Rambo  di- 
kombinasikan  dengan  data  Nation  State 
Cook  (1971),  yaitu  ada  gejala  penurunan 
konsumsi  energi  per  kapita  pada  sosiobuda- 
ya petani  dan  kemudian  konsumsi  energi  per 
kapita  itu  naik  bila  sosiobudaya  menjadi 
canggih.  Seolah-olah  konsumsi  energi  per 
kapita  antara  masyarakat  relatif  sederhana 
seakan-akan  sama  dengan  masyarakat  kom- 
pleks, yaitu  mengikut  kaidah  konsumsi 
energi  seperti  yang  ditunjukkan  pada  ujung 
kaki  kiri  dan  kaki  kanan  grafik  "U". 

Gaya  Hidup 

Pada  waktu  belajar  dari  Rambo  dalam 
tahun  1978-1980,  saya  tertarik  menguji  du- 
gaan  keberadaan  kurva  "U"  sebagai  refleksi 
sosiobudaya  dalam  bentuk  empiris  pada  satu 
masyarakat  kecil  bentuk  tribe  di  Malaysia 
yang  setaraf  dengan  masyarakat  terasing  di 
Indonesia.  Studi  empiris  ini  mencar'i  jawab- 
an  bagaimana  konsumsi  energi  di  dalam 
masyarakat  seutuhnya  apabila  dirinci  me- 
nurut  strukturnya.  Hasilnya  menunjukkan 
bahwa  konsumsi  energi  yang  semakin  besar 
dengan  semakin  kompleks  struktur  masyara- 
kat cenderung  bukan  berasal  dari  konsumsi 
per  kapita  tetapi  didasarkan  konsumsi  energi 


per  sistem  sosial.  Dalam  hal  ini  energi  itu 
dipergunakan  untuk  mem?lihara  sistem  so- 
sial. Dapat  kita  paliami  pula  bahwa  semakin 
kompleks  struktur  sistem  sosial  maka  ada 
kecenderungan  konsumsi  energi  per  sistem 
sosial  itu  semakin  meningkat  (CF.  Ali  M.A. 
Rachman  1990,  siap  terbit  dari  Michigan 
State  University  Press  dalam  judul  Social 
Integration  and  Energy  Utilization  dari  seri 
buku  Ecology  and  Cultural  Evolution  in  the 
Tropics). 

Energi  berperanan  dalam  memelihara 
struktur  sosial  dapat  dipahami  dari  kenya- 
taan,  bahwa  pada  saat  individu  kekurangan 
energi  maka  pemerintah  dapat  berperanan 
mensubsidi  penduduk.  Dan  dalam  situasi 
lain  pemerintah  dapat  menarik  pajak  dari 
penduduk  mampu,  lalu  menggunakan  hasil 
pajak  itu  untuk  kesejahteraan  umum.  Ke- 
nyataan  tersebut  didasarkan  pada  berbagai 
kejadian  sosial,  seperti  yang  dialami  petani 
Indonesia  dalam  program  intensifikasi 
pangan,  pertolongan  bencana  alam,  dere- 
gulasi  kebijakan  ekonomi  negara  dan  seba- 
gainya. 

Gaya  hidup  yang  dimaksudkan  tulisan 
ini  tertuju  pada  pengertian  bagaimana  me- 
nata  sumber  energi  dan  bagaimana  pula  cara 
menggunakannya  bagi  kesejahteraan  selu- 
ruh  penduduk  Indonesia  yang  aneka  ragam 
sosiobudayanya  didasarkan  kaidah  konsum- 
si energi  kurva  "U".  Kebutuhan  energi  se- 
tiap  sosiobudaya  di  kedua  kaki  kurva  "U" 
itu  dapat  mencerminkan  kepribadian  Bhin- 
neka  Tunggal  Ika  bangsa  Indonesia  yang 
patut  dipelihara  dengan  menata  "budget 
energi",  yaitu  memandirikan  penduduk 
dalam  konsumsi  energi  tersedia  dari  eko- 
sistem  sendiri,  di  samping  kemungkinan  me- 
nukar  bentuk  energi  dengan  luar  negeri 
dalam  interaksi  dinamis  ekonomi  global:  mi- 
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salnya  pengiriman  tenaga  kerja,  ekspor  non 
migas,  pariwisata  dan  sebagainya. 

Penekanan  tulisan  ini  adalah  bagai- 
mana  sebaiknya  bentuk  gaya  hidup  masya- 
rakat  kecil  dalam  ekonomi  global  agar  per- 
tukaran  energi  antar  negara  bisa  terjadi  dan 
arusnya  pun  perlu  mendapat  perhatian  bang- 
sa  Indonesia  dalam  pembangunan  bangsa  25 
tahun  tahap  II.  Penataan  energi  dalam  eko- 
sistem  tradisional  bukan  tak  perlu  mendapat 
sorotan,  tetapi  hal  itu  sudah  seharusnya 
menjadi  modal  pokok  di  samping  harus  di- 
perhitungkan  kemungkinan  derasnya  arus 
energi  Indonesia  lepas  ke  luar  negeri.  Apa- 
bila  penekanan  gaya  hidup  pada  pemba- 
ngunan Indonesia  tahap  II  nanti  didasarkan 
pada  seluruh  segi  sumber  energi  yang  ada, 
itu  berarti  setidak-tidaknya  ada  3  hal  yang 
perlu  mendapat .  perhatian  dalam  25  tahun 
pembangunan  tahap  II  antara  1993-2018. ■ 
Ketiga  hal  yang  dimaksudkan  adalah:  (1) 
masyarakat  kecil  dengan  segala  bentuk  so- 
siobudaya  tradisional  sudah  perlu  berke- 
mampuan  memasuki  lingkungan  sosial  mo- 
dern dalam  segala  bentuk  pertukaran  energi; 
(2)  struktur  masyarakat  kecil  cenderung  se- 
makin  membesar  dan  kepentingan  memeli- 
hara  sistem  sosialnya  menjadi  lebih  kom- 
pleks  sehingga  banyak  peranan  baru  yang 
kemungkinan  muncul;  (3)  kemungkinan  ma- 
syarakat kecil  mengalami  transformasi  dari 
tradisi  seperti  halnya  masyarakat  terasing, 
petani  dan  peladang  menjadi  seolah-olah 
semu  modern  bisa  terjadi  karena  bertukar 
gaya  hidup. 

Gaya  Hidup  Modern 

Masyarakat  kecil  seukuran  Band  dan 
Tribe  sebagaimana  halnya  suku  bangsa  kita 
yang  masih  tergolong  mulai  bertani,  petani, 
nelayan  dan  peladang  telah  terbuka  terha- 


dap  pertukaran  energi.  Misalnya,  keterkait- 
an  pasar  hasil  pertanian  dan  hasil  hutan  de- 
ngan para  pedagang  asal  kota.  Dalam  inter- 
aksi  demikian  ini,  meniru  kebiasaan  asal 
kota  seperti  cara  berpakaian,  makanan  yang 
diawetkan  dari  industri  kota  dan  sebagainya 
menjadi  satu  ciri  masuknya  gaya  hidup  mo- 
dern. Sering  kita  tercenung  bila  memperhati- 
kan  keluarga  dalam  masyarakat  Band  dan 
Tribe  masa  ini  mengendarai  sepeda  motor 
hasil  penjualan  kayu  gaharu  atau  hasil  hutan 
lainnya.  Justru  yang  memprihatinkan  bahwa 
sepeda  motor  itu  tak  dipahami  sepenuhnya 
oleh  keluarga  Tribe  ini.  Jangan  juga  heran 
bila  lemari  es  diisi  dengan  pakaian.  Semua 
contoh  ini  adalah  tiruan  gaya  hidup  modern 
di  luar  pengetahuan  yang  sepatutnya  terlebih 
dahulu  perlu  dimiliki  masyarakat. 

Masyarakat  kecil  awal  abad  XXI  bukan- 
lah  semata-mata  segolongan  Tribe,  Band, 
petani  dan  nelayan  serta  peladang  asal  desa, 
melainkan  mereka  yang  lambat  laun  telah 
berkembang  karena  kota-kota  perdagangan 
yang  dilingkari  desa-desa  tersebut.  Gejala 
seperti  ini  bisa  kita  saksikan  mulai  sekarang 
di  mana  transportasi  telah  jauh  masuk  desa 
terpencil.  Generasi  muda  dengan  mudah 
menyaksikan  pertunjukan  di  bioskop  dan 
berbagai  keramaian  malam  di  kota,  hanya 
dengan  menumpang  kendaraan  umum  dan 
dapat  kembali  lagi  ke  desanya  segera  setelah 
kegiatannya  selesai. 

Masa  rekreasi  dan  bersantai  merupakan 
gaya  hidup  yang  mutlak  ada  pada  setiap  so- 
siobudaya.  Di  dalam  masyarakat  dengan 
tradisi  kuat  berkonotasi  primitif  sekalipun, 
rekreasi  itu  ada.  Rekreasi  hanya  bervariasi 
dalam  bentuk  dan  cara  melaksanakannya. 
Misalnya  di  sebagian  petani,  ada  kebiasaan 
kaum  wanita  ngobrol  sambil  mencari  kutu 
atau  sambil  mencuci  di  pancuran  menyebar- 
kan  berita,  dan  sebagainya.  Hal-hal  tradisio- 
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nal  yang  positif  sebaiknya  terus  berkembang 
dan  jangan  sampai  teredam.  Perkembangan 
tradisi  ini  sepatutnya  searah  dengan  berkem- 
bangnya  alat-alat  komunikasi  massa,  seperti 
antena  parabola  yang  dalam  banyak  hal 
membuat  gegar  budaya  tradisional  itu.  Apa- 
bila  masyarakat  kecil  mandiri,  antena  para- 
bola tidak  lagi  membuat  gegar  budaya  tetapi 
dapat  menjadi  sumber  informasi  yang  baik 
untuk  menyejajarkan  diri  dalam  globalisasi 
dunia. 

Dalam  rancangan  pembangunan  25  ta- 
hun  tahap  II  mendatang  sewajarnyalah  pen- 
didikan  gaya  hidup  modern  perlu  ditanam- 
kan  kepada  masyarakat,  dengan  tekanan 
agar  mampu  mawas  diri  berdasarkan  sosio- 
budaya  yang  pernah  diwariskan  kepada 
setiap  individu  di  rumah  tangga  masing- 
masing  sebagai  lembaga  pendidik.  Saluran 
lembaga  pendidikan  ini  terus  meningkat 
hingga  ke  tingkat  nasional  seperti  yang  ada 
sekarang,  hendaknya  semakin  pandai  me- 
nyeimbangkan  mana  yang  sesuai  dan  mana 
yang  tidak  dari  gaya  hidup  modern  itu. 

Perspektif  ekonomi  global  tak  dapat  di- 
hindari  dalam  miasa  25  tahun  mendatang, 
terutama  yang  berhubungan  dengan  kon- 
sumsi  energi  pada  produk  modern.  Permin- 
taan  produk  modern  itu  akan  dapat  diseim- 
bangkan,  apabila  pendidikan  konsumen  se- 
nantiasa  teratur  dilancarkan  oleh  lembaga 
pendidikan.  Dengan  cara  ini  semua  bentuk 
masyarakat  kecil  di  kota  maupun  desa  yang 
butuh  informasi  dan  kemampuan  berpro- 
duksi  dapat  menyeimbangkan  kebutuhan- 
nya.  Filosofi  hidup  hemat  dan  cermat  hen- 
daklah  tertanam  lebih  kukuh  lagi  sebagai- 
mana  diwariskan  generasi  pendahulu  dalam 
sosiobudaya  tradisional  dan  perlu  dinalar- 
kan  pada  sosiobudaya  modern  yang  serba 
terbuka. 

Daur  ulang  sebagai  penerapan  hukum 


termodinamika  patut  dijadikan  kegiatan 
masyarakat  kecil  dalam  subsistensi  dan  hal 
ini  bisa  menciptakan  lapangan  kerja  baru 
bagi  masyarakat  kecil,  khususnya  masyara- 
kat kecil  di  perkotaan.  Sehubungan  dengan 
itu  upaya  memajukan  koperasi  berkaitan 
dengan  daur  ulang  bisa  memberikan  peran- 
an  berarti  bagi  subsistensi.  Gejala  ini  dapat 
kita  perhatikan  sudah  mulai  terjadi  sejak 
akhir  abad  XX  misalnya  di  Jakarta  (CF.  Sri 
Kusdyantinah  S.  1990,  draft  tesis  S2). 

Struktur  Sosial 

Struktur  sosial  masyarakat  kecil  tahun 
2018  dapat  diperkirakan  berdasarkan  kon- 
disi  penduduk  hari  ini.  Setidak-tidaknya 
ikatan  sosial  individu  dan  kelompoknya  ber- 
gerak  menjurus  pada  orientasi  kepentingan. 
Gejala  semacam  ini  timbul,  misalnya,  sejak 
akhir  abad  XX  pada  kalangan  petani  di 
Jawa  yang  padat  penduduknya  dengan  pe- 
milikan  dan  penyakapan  lahan  usaha  tani 
yang  semakin  kompleks.  Upaya  memahami 
struktur  sosial  selama  pembangunan  Tahap 
II  1993-2018  dapat  diperhatikan  berdasarkan 
sosiobudaya  dari  dua  hngkungan.  Pertama, 
Lingkungan  Lokal  (LL)  masyarakat  kecil 
itu.  Kedua,  Lingkungan  Sosial  Luar  (LSL)- 
nya.  Terhadap  kedua  lingkungan  itulah  ma- 
syarakat kecil  antara  tahun  1993-2018  me- 
merlukan  kajian  demi  mencari  kebijakan 
menata  energi  yang  relevan. 

Lingkungan  Lokal  masyarakat  kecil  ter- 
bagi  atas  segi  fisik  dan  segi  sosial.  Dari  segi 
fisik  semua  sumber  energi  dalam  ekosistem 
masyarakat  itu  tak  dapat  dihindarkan  lagi 
interaksinya  dengan  bermacam  perlakuan 
pembangunan  tahap  I,  25  tahun  yang  lalu. 
Dalam  masa  itu  kebijakan  energi  baik  me- 
ngena  pada  petani,  peladang,  maupun  nela- 
yan  yang  meliputi  intensifikasi  tanaman  ter- 
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nak,  dan  agroforestry;  masalah  pemukiman 
kembali  peladang  berpindah,  transmigrasi, 
urbanisasi,  kehutanan  dan  perbatasan  antar 
negara  menjadi  telaahan  kaji  ulang  yang 
penting,  agar  sumber  energi  dalam  LL  itu 
berdaya  guna  bagi  masyarakat  kecil  dan  na- 
sional.  Misalnya  merapatkan  pengusaha  dan 
penduduk  lebih  dekat  dibandingkan  sebe- 
lumnya,  mendirikan  pusat-pusat  penelitian 
yang  mengkaji  kepentingan  masyarakat 
kecil  dan  nasional  dalam  pertanian,  mendiri- 
kan pusat  penelitian  internasional  supaya 
terjadi  pertukaran  tenaga  ahli  Indonesia  dan 
dunia  dalam  berbagai  bidang  sehubungan 
dengan  sumber  energi  bagi  kepentingan  na- 
sional dan  dunia,  sehingga  tumbuh  penataan 
sumber  energi  nasional  dan  dunia  di  mana 
masyarakat  kecil  tidak  terkesampingkan  me- 
nerima  manfaatnya. 

Dari  segi  sosial,  potensi  tradisi  perlu' 
dipahami  guna  membangkitkan  swadaya 
pada  pengelolaan  sumber  energi  tersedia  dan 
ppmerataan  yang  sesungguhnya  bagi  masya- 
rakat kecil  dalam  LL  mereka  sendiri.  Struk- 
tur  sosial  internal  masyarakat  kecil  ini  akan 
berkembang  meluas  lebih  daripada  sekedar 
memelihara  sistem  sosial  tradisi  sendiri 
tetapi  juga  berguna  menghadapi  ekonomi 
global. 

Komponen  Lingkungan  Sosial  Luar 
masyarakat  kecil  ini  banyak  sekali  dan  yang 
terdekat  dengan  mereka  adalah  pemerintah 
yang  melindungi  seluruh  warga  negara.  Pe- 
ranan  pemerintah  adalah  mencari  jalan  bagi 
kesejahteraan  masyarakat  kecil  ini  dengan 
cara  khas,  yaitu  memandirikan  masyarakat 
kecil  itu  dalam  konsumsi  dan  produksi  ener- 
gi melalui  gaya  hidup  hemat  dan  cermat 
yang  menjadi  pangkal  perilaku  sehari-hari. 
Unsur  LSL  yang  patut  mendapat  perhatian 
pula  bagi  kesejahteraan  masyarakat  kecil 
adalah  agar  kebijakan  nasional  jangan  sam- 


pai  secara  sadar  maupun  tidak  mengesam- 
pingkan  keikutsertaan  masyarakat  kecil, 
karena  masyarakat  kecil  adalah  potensi 
besar  bagi  pembangunan. 

Lepas  I.andas 

Pada  hemat  saya- lepas  landas  yang  kita 
idamkan  bagi  pembangunan  di  negeri  kita 
hendaklah  diartikan  sebagai  transformasi. 
Artinya  perubahan  naik  status  dalam  sosio- 
budaya,  misalnya  dari  sosiobudaya  band  ke 
sosiobudaya  tribe,  ke  sosiobudaya  chief- 
dom,  ke  petani  intensif  dan  menjadi  warga 
masyarakat  kota  industri,  dari  yang  sering- 
an-ringannya  hingga  masyarakat  industri  be- 
rat.  Dalam  hal  ini  struktur  sosial  dan  gaya 
hidup  berubah  dari  semula. 

Lepas  landas  bagi  bangsa  Indonesia  da- 
lam periode  pembangunan  tahap  II  masih 
sedang  mengupayakan  sosiobudaya  hari  ini 
yang  menyeluruh.  Sosiobudaya  di  masa  ini 
masih  bervariasi  dalam  statusnya.  Dalam  hal 
ini  lepas  landas  berarti  satu  satuan  masyara- 
kat utuh  (community  as  a  whole)  dalam 
status  konsumsi  energi  yang  rendah  berubah 
tingkat  kepada  status  konsumsi  energi  tinggi 
dalam  satuan  masyarakat  utuh  dan  menye- 
luruh yang  baru.  Misalnya,  masyarakat 
Anak  Dalam  di  pedalaman  propinsi  Jambi 
dapat  digolongkan  lepas  landas,  apabila 
mereka  telah  beralih  kepada  konsumsi 
energi  setaraf  petani  tradisi  menetap.  Arti- 
nya, Anak  Dalam  telah  dapat  hidup  dalam 
sistem  sosial  baru  yang  melibatkan  seluruh 
segi  kehidupan  penting  yang  juga  telah  men- 
jadi darah  daging  mereka.Dtngzn  kata  lain, 
masyarakat  Anak  Dalam  sebagai  salah  satu 
bentuk  masyarakat  kecil  dapat  menjalankan 
seluruh  fungsi  kehidupan  dalam  masyara- 
katnya  apabila  tersedia  budget  energi  yang 
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sesuai  dengan  tuntutan  sosiobudaya,  agar 
masyarakat  ini  dapat  memelihara  sistem 
sosial  mereka  sendiri  dan  sekaligus  pula 
dapat  memelihara  sistem  nasionai  keselu- 
ruhan  (holistik). 

Kurva  "U"  sebagaimana  telah  diutara- 
kan,  mengandung  arti  bahwa  konsumsi 
energi  pada  sosiobudaya  awal  dan  lanjutan 
selama  sejarah  hidup  manusia  hampir  tidak 
banyak  berbeda.  Dalam  hal  ini  kurva  "U" 
dapat  kita  pahami  sebagai  berikut: 

1 .  Apabila  konsumsi  energi  per  kapita  ada- 
lah  sama  bagi  dua  atau  lebih  sosiobudaya 
yang  berbeda  kompleksitasnya,  maka  ga- 
ya  hidup  merekalah  yang  berbeda. 

2.  Kompleksitas  suatu  sosiobudaya  terjadi 
melalui  proses  evolusi  penggunaan  ener- 
gi, karena  struktur  masyarakat  tersebut 
menuntut  status  dan  peranan  baru  yang 
lebih  banyak  mengkonsumsi  energi  guna 
memelihara  sistem  sosial  secara  utuh. 

3.  Struktur  masyarakat  transisi  pada  dasar 
kurva  "U"  lebih  kompleks  daripada 
struktur  masyarakat  pada  awal  evolusi 
yang  ditunjukkan  pada  kaki  kurva  "U" 
itu.  Penurunan  konsumsi  energi  per  kapi- 
ta di  sini  dapat  diartikan  bahwa  energi 
itu  dipergunakan  untuk  memelihara  sis- 
tem sosial,  sementara  belum  dapat  mena- 
rik  energi  dari  sumberdaya  baru. 

4.  Apabila  kemampuan  teknologi  semakin 
canggih,  sehingga  sumberdaya  energi  ba- 
ru dapat  dikuasai,  barulah  konsumsi 
energi  per  kapita  meningkat  jumlahnya. 

5.  Implikasi  dari  kurva  "U"  ini  adalah  ke- 
bijakan  urituk  berbagai  masyarakat  kecil 
hendaklah  didasarkan  pada  budget  energi 
guna  memelihara  sistem  sosial  mereka. 
Setidak-tidaknya  bagi  masyarakat  kecil 
setaraf  tribe,  seperti  masyarakat  terasing, 
budget  energi  itu  tidak  kurang  daripada 


besaran  energi  yang  pernah  mereka  da- 
patkan  sebelum  terjadi  transformasi.  Ba- 
gi masyarakat  lebih  kompleks  yang  seta- 
raf lebih  tinggi  di  atas  tribe,  diperlukan 
kelipatan  dari  besarnya  anggota  dan 
kompleksnya  struktur  masyarakat. 

Bagi  masyarakat  kecil  hari  ini  baik  di 
kota  maupun  di  desa  masa  antara  tahun 
1993-2018  adalah  masa  uji  coba  lepas  lan- 
das.  Dalam  hal  ini  lepas  landas  sekaligus 
masuk  ekonomi  global  yang  penuh  tuntutan 
kemandirian.  Artinya  dapatkah  masyarakat 
kecil  hari  ini  menjalani  transformasi,  siap 
memberikan  andilnya  dalam  ekonomi  global 
itu  dengan  tidak  melepaskan  kepribadian 
gaya  hidup  spesifik  sosiobudaya  asal  LL 
mereka? 


Kesimpulan 

Masyarakat  kecil  Indonesia  dalam  perio- 
de  tahun  1993-2018  dekat  jaraknya  dengan 
ekonomi  dunia.  Pada  saat  ini  hingga  masa 
25  tahun  berikutnya  masyarakat  kecil  itu  se- 
dang  menjalani  uji  coba  apakah  mereka 
dapat  ikut  sahng  tergantung  dengan  eko- 
nomi global  itu  atau  tidak.  Pemerintah  se- 
bagai pemegang  kebijakan  hendaklah  lebih 
berhati-hati  dalam  hal  ini,  karena  sumber 
energi  bagi  pembangunan  sudah  terhimpun 
di  dalam  masyarakat  kecil  itu.  Apabila  ke- 
liru  dalam  melaksanakan  kebijakan  pemba- 
ngunan periode  itu  dapat  berarti  hilanglah 
peluang  baik  untuk  menggunakan  potensi 
swadaya  yang  besar  sekaU  dari  masyarakat 
kecil  bagi  pembangunan  semesta. 

Yang  patut  dicatat  dalam  rancangan 
pembangunan  tahap  II  masa  1993-2018  ada- 
lah gaya  hidup  masyarakat  kecil  agar  tetap 
pada  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Hidup 
hemat   dan   cermat   menghitung  sumber 
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energi  serta  pandai  menggunakan  daur  ulang 
sebagai  salah  satu  bentuk  hidup  hemat  yang 
dianjurkan  dan  perlu  diteliti  dalam  pusat 
pengkajian.  Misalnya  perlu  ada  pusat  peng- 
kajian  pertanian  tradisional  dan  pertanian 
modern  dalam  satu  wadah,  untuk  meneliti 


baik-buruknya  kemungkingan  mengkombi- 
nasikan  keduanya  dan,  menata  sumber  ener- 
gi sebaik  mungkin,  seperti  upaya  menemu- 
kan  formula  besaran  budget  energi  yang 
cocok  dan  kerjasama  yang  harmonis  dalam 
bentuk  koperasi. 
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Pendidikan  Rakyat  dalam 
Organisasi-organisasi 
Non-Pemerintah:  Pendidikan  untuk 

Mobilisasi  Sosial? 

Salomon  MAGENDZO 


Salomon  Magendzo  mengontraskan  sistem  pendidikan  yang  disponsori  pemerintah 
Chili  dengan  "pendidikan  rakyat",  suatu  gerakan  pendidikan  berbasiskan  masyarakat 
yang  bercita-cita  mengembangkan  kemampuan  orang-orang  miskin  dan  mengikut- 
sertakan  mereka  dalam  transformasi  masyarakat.  Untuk  tujuan  ini  PIIE  {the  Inler- 
disiplinary  Program  for  Research  in  Education  atau  Program  Riset  Interdisipliner 
dalam  Bidang  Pendidikan)  organisasi  non-pemerintah  yang  berafiliasi  pada  Gereja 
Katolik  Chili,  berdaya  upaya  menciptakan  perubahan  sosial  dilandasi  riset  atas  masa- 
lah-masalah  pendidikan  dan  usaha  promosi  pembangunan  pendidikan.  Dalam  tulisan 
ini  Magendzo  memaparkan  beberapa  proyek  pendidikan  rakyat  yang  dikembangkan 
oleh  PIIE  menangani  masalah-masalah  khusus  yang  dihadapi  kelompok-kelompok  dan 
membantu  mereka  berpartisipasi  dalam  pembangunan  sosial  dan  pendidikan  secara 
komprehensif. 


DI  Republik  Chili  pemerintah  mendu- 
duki  peranan  poHtis  dan  strategis 
yang  sentral  dalam  pembangunan 
sosial  dan  memegang  kekuasaan  untuk  me- 
nentukan  kesejahteraan  umum.  Sebagai  aki- 
bat  dari  kebijakan  yang  sedemikian  ini  ada- 
lah  berlakunya  sistem  pendidikan  yang  ha- 

Alih  bahasa  oleh  Sunarto  nDaru  Mursito  dari  ka- 
rangan  Salomon  MAGENDZO,  "Popular  Education  jn 
Nongovernmental  Organizations:  Education  for  Social 
Mobilization?"  setelah  diterjemahkan  dari  bahasa 
Spanyol  oleh  Cristina  Cardalda  dalam  Harvard  Edu- 
cational Review  vol.  60,  No.  1,  1990. 


nya  mempunyai  hasil  minimal  bagi  orang- 
orang  miskin  agar  mampu  berpartisipasi  da- 
lam kehidupan  politik  dan  ekonomi.  Pada- 
hal,  di  negara  ini  peAduduk  miskin  seku- 
rang-kurangnya  merupakan  40%  dari  bang- 
sa  Chili.' 

Sejak  permulaan 'sistem  pendidikan  se- 
nantiasa  mempunyai  fungsi  pokok  membina 
rakyat  untuk  kegiatan  yang  produktif .  Akan 


'Lihat  misalnya,  Briones,  Egana,  Magendzo,  dan 
Jara  (1984). 
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tetapi  karena  ia  memiliki  akar-akarnya  da- 
lam  nilai-nilai  kelas  menengah,  maka  sistem 
politik  telah  mengarahkan  pendidikan  men- 
jadi  sarana  yang  utama  untuk  pengembang- 
an  ideologi  mobilitas  sosial,  dan  dalam  pro- 
sesnya  telah  menjejali  sekolah-sekolah  de- 
ngan  ideologi  nilai-nilai  kelas  menengah  ini. 

Mobilitas  sosial  dapat  didefinisikan  se- 
bagai  proses  yang  dilalui  orang-orang  atau 
kelompok-kelompok  untuk  menaiki  tangga 
sosial  menuju  kelas-kelas  yang  lebih  tinggi. 
Umpamanya,  seseorang  pada  tingkat  ma- 
gang  bisa  mencita-citakan,  melalui  pendidik- 
an, menjadi  seorang  manajer  perusahaan. 
Ideologi  ini  telah  benar-benar  demikian  dire- 
sapi  oleh  masyarakat  Chili  sehingga  tuntut- 
an-tuntutan  dan  aspirasi-aspirasi  dirasakan 
secara  luas,  tanpa  memperhatikan  apakah 
peluang  atau  kesempatan  mobilitas  sosial  itu 
mungkin  ada.^ 

Dengan  melaksanakan  satu  kurikulum 
yang  sama  di  sekolah-sekolah,  sistem  pendi- 
dikan menciptakan  ilusi  persamaan  kesem- 
patan dan  menjadi  alat  yang  Qfisien  untuk 
menghapus  keanekaragaman.  Meskipun 
dari  luar  masyarakat  Chili  mungkin  tampak 
homogen,  dalam  kenyataannya  ada  perbe- 
daan  di  dalam  dan  di  antara  kelompok- 
kelompok  sosial.  Rakyat  yang  bermigrasi 
dari  desa  ke  kota,  misalnya,  berbeda  dalam 
perilaku,  kepentingan,  kebudayaan,  dan 
tradisi  dari  rakyat  yang  sudah  berada  di  ling- 
kungan  perkotaan.  Perbedaan  ini  tidak  di- 
perhitungkan  dalam  sistem  pendidikan, 
yang  memberlakukan  jenis  persekolahan  se- 
ragam  bagi  seluruh  rakyat,  tanpa  mengakui 
kebutuhan  dan  tuntutan  kelompok-kelom- 
pok khusus. 

Sistem  pendidikan  Chili  yang  disentrali- 
sasi  menetapkan  kebudayaan  pihak  yang 

^Labarca  (1987). 


dominan  ke  atas  orang-orang  muda,  Selan- 
jutnya,  media  massa  menghasilkan  akibat- 
akibat  yang  opresif,  karena  dalam  media 
massa  kebudayaan  dipahami  melulu  sebagai 
sarana  manipulasi  dan  promosi  konsumsi. 
Peranan  media  massa  telah  merusak  aktivis- 
me  sosial  jenis  mana  pun.  Oleh  karena  itu, 
pendidikan  untuk  kepentingan  aktivisme 
sosial  memerlukan  penggalakan  humanisasi 
dan  individualisasi  hubungan-hubungan  so- 
sial.^ 

Dalam  rangka  mobilisasi  sosial  pendidik- 
an telah  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang 
melaksanakannya  sebagai  sinonim  dari  pen- 
didikan rakyat.*^  Ini  berurusan  dengan  usaha 
memampukan  para  warga  negara  untuk  me- 
mainkan  peranan  yang  menentukan  dalam 
pembangunaii  masyarakat  demokratis  yang 
adil.  Seperti  halnya  didefinisikan  sejak 
tahun  1973  oleh  kalangan  organisasi  non- 
pemerintah  (NGO)  yang  terlibat  dalam  pro- 
gram pendidikan  rakyat,  maka  tujuan  po- 
kok  dari  jenis  pendidikan  ini  adalah  "pem- 
bangunan  kembali  struktur  sosial".  Pemba- 
ngunan  kembali  ini  terjadi  di  luar  bidang 
kegiatan  pemerintah  dan  di  luar  batas-batas 
praktek  politik  yang  mapan.  Ia  mencoba  me- 
nyusun  kaitan-kaitan  di  antara  individu- 
individu,  kelompok-kelompok,  dan  organi- 
sasi-organisasi  berbasis  masyarakat  demi 


^Bengoa  (1988). 

''Peristilahan  "pendidikan  untuk  aktivisme  sosial" 
dan  "pendidikan  untuk  mobilisasi  sosial"  mengacu  pa- 
da  partisipasi  aktif  rakyat  miskin  di  Chili  dalam  pem- 
bangunan  kebudayaan  dan  politik  negeri  mereka.  Isti- 
lah  "pendidikan  rakyat"  juga  digunakan  oleh  para  pen- 
didik  masyarakat  untuk  mengartikan  pendidikan  yang 
mengembangkan  partisipasi  aktif  rakyat  berpendapatan 
rendah  dalam  pembangunan  pendidikan,  kebudayaan, 
dan  politik  Chili.  Program  "pendidikan  rakyat"  adalah 
program  yang  dikembangkan  di  daerah-daerah  miskin 
Chili. 


PENDIDIKAN  RAKYAT 
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mengatasi  fragmentasi  sosial  dan  kurangnya 
keterpaduan.^ 

Tujuan  pendidikan  rakyat  itu  didasarkan 
pada  gagasan  membangun  masyarakat  yang 
partisipatoris  dan  demokratis.  Dalam  hal  ini 
pendidikan  rakyat  dilawankan  dengan  "pen- 
didikan untuk  semua",  jenis  pendidikan 
yang  oleh  elite  nasional  diberlakukan  untuk 
semua  kelompok.  Sebagai  pengganti,  pendi- 
dikan rakyat  ini  membutuhkan  metode  pen- 
didikan yang  secara  radikal  meragukan 
praktek-praktek  otoriter  dan  penyaluran  pe- 
ngetahuan  secara  mekanis  yang  merupakan 
ciri  khas  pedagogi  tradisional.  Dia  mengu- 
tamakan  dialog,  belajar  dalam  kelompok, 
dan  menilai  pengalaman  para  partisipan  se- 
bagai dasar  untuk  pelajaran  dan  pengeta- 
huan  yang  lebih  lanjut.  Pengajarnya  pun 
yang  berlaku  sebagai  fasilitator  dalam  pro- 
ses pendidikan  kolektif,  adalah  seseorang 
yang  mampu  mempertanyakan  secara  kritis 
persepsi  yang  berbeda-beda  tentang  kenyata- 
an  dan  tradisi,  dan  mampu  menyumbangkan 
perumusan  pengetahuan  baru  menyangkut 
masalah  masyarakat  miskin  dan  pelaksana- 
an  kebijakan  yang  diinginkan  oleh  kaum 
miskin. 

Tujuan  mobilitas  sosial  dan  mobilisasi 
sosial  secara  jelas  dipertentangkan  satu  sam^ 
lain.  Tujuan  mobilitas  sosial  bagi  perorailg- 
an  adalah  untuk  beralih  dari  kelas  sosial 
yang  satu  menuju  kelas  sosial  yang  lain. 
Dalam  proses  ini  orang  kadang-kadang  kehi- 
langan  perasaan  akan  identitasnya,  seperti 
halnya  perasaan  termasuk  suatu  kelompok 
atau  kelas  tertentu.  Sedangkan,  tujuan  dari 
mobilisasi  sosial  adalah  untuk  memperkuat 
nilai-nilai  kelompok  dan  meningkatkan  rasa 
identitas  sebagaimana  hal-hal  ini  berkaitan 
dengan  dinamika  perorangan  dalam  suatu 
kelompok. 


Secara  historis  kelompok-kelompok  ber- 
basiskan  masyarakat  di  Chili  telah  mempro- 
mosikan  program  untuk  reorganisasi  dan 
pembangunan  sosial  melalui  upaya  mempe- 
ngaruhi  pelaksanaan  pendidikan.  Akan  te- 
tapi,  usaha-usaha  mereka  terbatas  dan  telah 
dimarginalkan  karena  bersifat  lokal  dan  ku- 
rang  didukung  pemerintah,  meskipun  demi- 
kian  usaha-usaha  tersebut  bernilai. 

Tulisan  ini  memaparkan  hasil  kerja  orga- 
nisasi-organisasi  non-pemerintah  yang  telah 
menyumbang  untuk  mobilisasi  sosial,  khu- 
susnya  berfokus  pada  kegiatan-kegiatan 
yang  disponsori  oleh  PIIE  {Programa  Inter- 
disciplinaho  de  Investigaciones  en  Educacion 
atau  Program  Riset  Interdisipliner  dalam 
Bidang  Pendidikan),  suatu  organisasi  yang 
mempromosikan  proses-proses  partisipa- 
toris dengan  meningkatkan  kualitas  kehi- 
dupan  keluarga,  menguatkan  organisasi- 
organisasi  masyarakat,  dan  pembangunan 
kembali  struktur  sosial  Chih.^ 


Programa  Interdisciplinario  de  In- 
vestigaciones en  Educacion  (PIIE) 

PIIE  adalah  organisasi  non-pemerintah 
yang  didirikan  dalam  tahun  1971  sebagai 
suatu  unit  akademis  dari  Universitas  Katolik 
di  Santiago,  Chih.  Pada  tahun  1977  sebagai 
akibat  perbedaan  politik,  program-program- 
nya  dibatalkan  oleh  universitas.  Akan  tetapi 
para  anggotanya  memutuskan  melanjutkan 
kerja  mereka  sebagai  suatu  kelompok,  dan 
mereka  berafiliasi  pada  Akademi  Humanis- 
me  Kristiani,  suatu  badan  ciptaan  Gereja 
Katolik  untuk  menghimpun  kelompok- 
kelompok  yang  menghadapi  kesulitan 
karena  berselisih  paham  dengan  pemerintah. 


^Bengoa  (1988). 


''Wawancara  dengan  Zuniga  (1986). 
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Sejak  tahun  1977  PIIE  mengembangkan 
proyek  pendidikan  mengacu  kebutuhan  ke- 
lompok-kelompok  dan  melanjutkan  risetnya 
pada  sistem  pendidikan  dan  persekolahan 
yang  standar.  Sepanjang  tahun-tahun  ini 
PIIE  telah  meluaskan  kegiatannya  melam- 
paui  wilayah  metropolitan  memasuki  pro- 
pinsi-propinsi,  khususnya  memasuki  daerah 
yang  banyak  mengalami  kemerosotan  eko- 
nomi,  sosial,  dan  budaya. 

Tujuan  PIIE  adalah  mengusahakan 
perubahan  sosial  dengan  mengadakan  riset 
pada  problematik  pendidikan  dan  mem- 
promosikan  pembangunan  pendidikan.  Un- 
tuk  tujuaii  ini  ia  melakukan  dukungan  pada 
orang-orang  atau  kelompok-kelompok  yang 
terlibat  dalam  perubahan  sosial,  dalam  ke- 
giatan  seperti  riset  dan  eksperimen.  PIIE 
mengutamakan  tiga  bidang  pokok  pemba- 
ngunan pendidikan:  (1)  sistem  atau  sub- 
sistem  pendidikan;  (2)  pelaksanaan  pendi- 
dikan di  sekolah-sekolah  atau  program  pen- 
didikan non-formal;  (3)  para  partisipan  dan 
organisasi-organisasi  yang  terlibat  dalam 
pendidikan. 

Tujuan  PIIE  itu  dicapai  dengan  cara:  (1) 
pencarian  paham  atau  pengetahuan  dasar 
untuk  kepentingan  merumuskan  kebijakan 
pendidikan;  (2)  pengembangan  inovasi  dan 
alternatif  untuk  pembangunan  sosial  dalam 
pelaksanaan  pendidikan;  dan  (3)  dukungan 
untuk  pengembangan  tenaga  pendidikan 
berbasis  masyarakat  dengan  memudahkan 
partisipasi  dalam  pembangunan  sosial  dan 
pendidikan.  Ketiga  upaya  ini  semuanya 
harus  ada  demi  menunjang  organisasi-orga- 
nisasi dan  tenaga-tenaga  pendidikan  berba- 
sis masyarakat. 

Selain  itu,  PIIE  berdaya  upaya  mencari 
gagasan  atau  metode  baru  yang  lebih  dise- 
suaikan  dengan  kenyataan  dan  kepentingan 
kelompok  miskin.  Proyek-proyek  yang  dida- 


sarkan  pada  komitmen  ini  diungkapkan 
berikut  ini. 

Program  Pendidikan  Serikat  Pekerja 
Petani 

Program  ini  merupakan  hasil  kerjasama 
antara  PIIE  dan  suatu  konfederasi  serikat 
pekerja,  Serikat  Petani  dan  Serikat  Buruh. 
Tujuan  program  adalah  membantu  pengem- 
bangan pemimpin,  dan  untuk  meningkatkan 
partisipasi  para  anggota  kelompok  dalam 
satuan-satuan  pertanian  dalam  rangka  me- 
nguatkan  organisasi  dan  membuat  mereka 
menjadi  lebih  terpadu.  Dalam  tahap  pelak- 
sanaan, proyek  menggunakan  pendekatan 
kelompok  dan  pendekatan  partisipatoris  dan 
secara  khusus  merancang  materi-materi  pen- 
didikan. Proyek  mengutamakan  dan  meng- 
galakkan  penciptaan  serta  pengembangan 
tim-tim  di  dalam  kesatuan  yang  secara  pro- 
gresif  bertanggung  jawab  mengendalikan 
program-program  pendidikan. 


Pusat-pusat  Pendidikan 

Proyek  ini  bertujuan  mengadakan  pusat 
pendidikan  dalam  sebuah  masyarakat  mar- 
ginal di  desa  Puente  Alto.  Dengan  dukungan 
PIIE  masyarakat  ini  mengutarakan  pemikir- 
an  mereka  tentang  pendidikan.  Anggota- 
anggota  kelompok  mulai  mempertimbang- 
kan  kebutuhan  mereka  dan  secara  kolektif 
berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  rangkaian 
tindakan.  Sedemikian  jauh  PIIE  telah  beker- 
ja  sama  dengan  pemuda-pemudi  yang  se- 
dang  mengembangkan  kegiatan  rekreasi  de- 
ngan anak-anak.  PIIE  juga  telah  bekerja- 
sama  dengan  para  wanita  yang  menangani 
suatu  bengkel  produksi,  sebuah  organisasi 
ekonomi  berbasis  masyarakat  yang  menye- 
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lenggarakan  latihan  dalam  memproduksi 
barang  seperti  layar  atau  pakaian  dan  me- 
ngajarkan  unsur-unsur  pokok  administrasi 
serta  pemasaran.  PIIE  juga  telah  mengada- 
kan  masa  pendidikan  bagi  para  pemimpin 
masyarakat,  yang  akan  diuraikan  kemudian. 
Tujuan  proyek  ini  adalah  mempersiapkan 
sumber-sumber  daya  pendidikan  yang  me- 
ngacu  pada  kebutuhan  masyarakat. 

Dukungan  Pendidikan  dan  Mefodo- 
logi  Bagi  Tim-tim  Teknis  Pedesaan 

Usaha  ini  merupakan  suatu  proyek  ker- 
jasama  yang  dimulai  pada  tahun  1985  antara 
PIIE  dan  Masyarakat  Profesi  Pertanian. 
Masyarakat  Pertanian  mengorganisasikan 
berbagai  tim  teknis  yang  bekerja  dengan 
organisasi-organisasi  petani.  Kepada 
organisasi  ini  ia  memberi  nasihat  keuangan 
dan  bantuan  teknis. 

Proyek  ini  dikerjakan  di  Chili  Selatan 
dan  Tengah.  Dengan  menekankan  segi 
edukasional  bantuan  teknis,  PIIE  memban- 
tu  tenaga  profesional  dan  teknisi  pertanian 
dalam  penggunaan  teknik  pendidikan  ra- 
kyat.  Seminar-seminar  dan  kelompok- 
kelompok  pendukung  di  lapangan  merupa- 
kan bagian  penting  dari  proyek,  seperti  hal- 
nya  kerja  bersama  yang  dibentuk  untuk 
pembuatan  materi-materi  pendidikan. 

Dukungan  Bagi  Petani-petani  Muda 

Sebagai  suatu  proyek  kerjasama  di  an- 
tara Dewan  Pendidikan  orang-orang  dewasa 
Amerika  Latin,  Masyarakat  Pendukung 
Pengembangan  Petani,  "Pehuenche,"  dan 
PIIE,  proyek  ini  dilaksanakan  oleh  tim-tim 
petani  muda  di  daerah  Talca  dan  Melipilla, 
dekat  kota  Santiago.  Tujuannya  adalah  me- 


ngangkat  identitas  para  petani  muda  melalui 
masa  penyiapan  teknis  dan  sosial  yang  dida- 
sarkan  pada  pengalaman  mereka  sendiri. 
Kegiatan  pendidikan  membantu  petani- 
petani  muda  itu  menilai  dan  mempertanya- 
kan  kenyataan  sosial  mereka  sendiri  dan  me- 
mampukan  mereka  memikirkan  tindakan 
yang  perlu  diambil. 

Proyek  un(uk  Pengakuan  dan  Pe- 
ngembangan Pendidikan  Rakyat 
pada  Kaum  Profesional 

Bermodelkan  proyek  PIIE  yang  sukses 
pada  kaum  profesional  dan  para  teknisi  per^ 
tanian,  program  ini  ditujukan  bagi  orang- 
orang  profesi  yang  merupakan  anggota  lem- 
baga,  perserikatan,  atau  organisasi  kebuda- 
yaan  yang  bekerja  di  dalam  kelompok- 
kelompok  orang  miskin.  Falsafah  program 
didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  orang 
perlu  mendasarkan  kegiatan  pendidikan 
mereka  sendiri  atas  rasa  penghargaan  dan 
pengakuan  pada  pengetahuan  orang  lain, 
pada  hubungan  antarpribadi  yang  demokra- 
tis,  dan  pada  pengembangan  kesadaran 
kritis.  Program  berlangsung  selama  suatu 
tahun  akademis. 

Suatu  program  serupa,  yang  bernama 
Pendidikan  Rakyat  untuk  Profesi  Kesehat- 
an,  baru-baru  ini  juga  ditujukan  pada  kaum 
profesional  yang  bekerja  dalam  sektor  pe- 
meliharaan  kesehatan.  Di  Chili  para  anggota 
tim-tim  perawatan  kesehatan  telah  bekerja 
di  klinik-klinik  rakyat  di  luar  pelayanan  ke- 
sehatan pemerintah.  Tim-tim  ini  mencoba 
mengaitkan  kebutuhan  dasar  rakyat  dengan 
permasalahan  kesehatan  yang  ada  pada 
sektor-sektor  terkebelakang.  Meskipun  ber- 
pengetahuan  luas  dalam  bidang  keahlian 
mereka,  namun  tenaga-tenaga  profesional 
perawatan  kesehatan  tidak  diajarkan  untuk 
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memahami  baik  kondisi  sosial  maupun  kea- 
daan  aneh  orang-orang  yang  hidup  dalam 
lingkungan  marginal,  dan  mereka  pun  tidak 
mempunyai  latar-belakang  pendidikan  yang 
mengarahkan  pendidikan  menuju  tindakan. 
Pada  kenyataannya,  kaum  profesional  pera- 
watan  kesehatan  yang  bekerja  di  lingkungan 
marginal  mengakui  bahwa  pendidikan  uni- 
versitas  telah  menyiapkan  mereka  untuk  me- 
mecahkan  permasalahan  masyarakat  elite 
Chili  daripada  masyarakat  miskinnya.  Seka- 
lipun  demikian,  melalui  program  itu  para 
profesional  perawatan  kesehatan  belajar  me- 
ngenai  kebudayaan  rakyat  dan  metode  pen- 
didikan yang  dapat  membantu  mereka 
mengintegrasikan  praktek  profesi  mereka 
dengan  kegiatan  perawatan  primer  yang  me- 
mupuk  perkembangan  sosial  dan  mengun- 
tungkan  masyarakat  terbelakang. 

Program  Tempaf-(cmpa(  Belajar 

Program  ini  dimulai  oleh  PIIE  pada  ta- 
hun  1977  untuk  menolong  anak-anak  di  ling- 
kungan-lingkungan  berpendapatan  rendah 
yang  mengalami  kesulitan  pendidikan  di  se- 
kolah  sebagai  akibat  tidak  meratanya  ke- 
sempatan  pendidikan,  suatu  permasalahan 
yang  gawat  di  Chili.  Program  didasarkan 
pada  asumsi  bahwa  kelompok-kelompok 
mempunyai  sumber-sumber  daya  pendidik- 
an untuk  melaksanakan  tugas  untuk  proses 
perkembangan  dan  kemajuan  kolektif.  Sela- 
ma  sepuluh  tahun  program  berlangsung, 
maka  dalam  tahun  1988  sepuluh  ribu  anak 
mendapatkan  manfaat  dari  pelayanannya. 

Program  Beiigkel  Kepemimpinan 


Invest igacion  y  Desarrollo  de  la  Educacion 
(Pusat  Riset  dan  Pengembangan  Pendidik- 
an) untuk  membina  para  pemimpin  organi- 
sasi-organisasi  masyarakat.  Program  ini  di- 
pikirkan  dalam  konteks  berkuasanya  rezim 
otoriter  di  Chili  sejak  tahun  1973,  dan  tu- 
juannya  adalah  mendukung,  memperkuat, 
dan  menggalang  potensi  organisasional  ke- 
lompok-kelompok melalui  metode  pendidik- 
an rakyat.  Suatu  penilaian  dari  tim  yang 
diserahi  tugas,  mengungkapkan  serangkaian 
masalah  sehubungan  dengan  kemunculan, 
pembinaan,  dan  pemfungsian  organisasi- 
organisasi  masyarakat  ini.  Program  menga- 
dakan  bengkel-bengkel  untuk  menunjang 
pembinaan  pemimpin  kelompok  dan  meng- 
galakkan  pendidikan  berbasiskan  kelom- 
pok. Strategi  ini  ditujukan  pada  mereka 
yang  telah  menjadi  pemimpin  di  dalam  orga- 
nisasi-organisasi  khusus  dan  yang  berkepen- 
tingan  pula  untuk  mewujudkan  rencana- 
rencana  mereka  dalam  jangka  panjang.  Pen- 
didikan dilaksanakan  selama  lima  bulan  ber- 
dasarkan  pengalaman  mingguan  mereka. 

Dalam  setiap  tahap  pendidikan  pokok- 
pokok  yang  dibahas  ditentukan  oleh  kepri- 
hatinan  para  partisan  mengenai  kelompok 
mereka.  Dua  masalah  utama  yang  menjadi 
perhatian  adalah:  keadaan  intern  organisasi 
mereka  masing-masing,  dan  hubungan  orga- 
nisasi dengan  lingkungan  sosial  mereka.^ 

Mendasari  dua  programnya  yang  ter- 
akhir  adalah  gagasan  memperkuat  proses  or- 
ganisasi sosial  sedemikian,  sehingga  orang- 
orang  yang  dimarginalkan  mampu  berparti- 
sipasi  dalam  transformasi  struktural  masya- 
rakat menuju  masyarakat  yang  sepenuhnya 
menjamin  hak-hak  manusia  dan  warga 
negara. 


Program  ini  dimulai  pada  tahun  1981  se- 
bagai proyek  bersama  PIIE  dan  Centra  de 


'Vaccaro  (1989). 
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Dua  Pendekatan  Pendidikan 

Melalui  kontak  langsung  dan  berkesi- 
nambungan  dengan  kelompok-kelompok, 
organisasi-organisasi  non-pemerintah 
(NGO)  telah  mengembangkan  program  yang 
bermaksud  memecahkan  masalah-masalah 
khusus.  Program  ini  melibatkan  banyak  in- 
teraksi  kompleks  dari  pelaku-pelaku  ekster- 
nal  (wakil-wakil  NGO)  dengan  kelompok- 
kelompok,  lembaga-lembaga,  dan  organisa- 
si-organisasi di  dalam  masyarakat  yang  ber- 
kepentingan  dengan  pengembangan  pro- 
gram. Kadang-kadang  program  diminta  oleh 
anggota-anggota  kelompok  dan  kadang- 
kadang  program  ditawarkan,  tetapi  paling 
sering  program  dihasilkan  dari  kontak- 
kontak  antara  NGO-NGO  dan  organisasi- 
organisasi  yang  mewakili  kelompok.  Secara 
bersama-sama  NGO-NGO  dan  organisasi- 
organisasi  menentukan  program,  ciri-ciri, 
dan  tujuan-tujuannya. 

Sekali  tujuan  telah  dirumuskan,  biasa- 
nya  NGO  lalu  mencari  dana  dari  lembaga- 
lembaga  internasional.  Lembaga-lembaga 
ini  melakukan  evaluasi  yang  luas  tentang 
proyek  yang  akan  disetujuinya.  Setelah  pro- 
yek  disetujui,  NGO  biasanya  mengatur 
dana-dana,  dengan  tingkat  dana  yang  me- 
menuhi  lamanya  kelangsungan  program. 
Pada  umumnya  untuk  mencapai  tujuan  pro- 
yek, sejumlah  orang  dari  kelompok  berke- 
pentingan  mengembangkan  kemampuan  un- 
tuk bekerja  dan  menerima  bantuan  teknis 
dari  NGO.^ 

Para  pendidik  rakyat  biasanya  dibina  da- 
lam pendidikan  persiapan,  yang  dikenal  se- 

*Mereka  yang  telah  berpartisipasi  dalam  masa  pem- 
binaan  pada  umumnya  dikenal  sebagai  "fasilitator", 
"pemantau",  atau  "pendidik  rakyat".  Dalam  tulisan 
ini  sebutan-sebutan  tersebut  dapat  saling  dipertukar- 
kan. 


bagai  masa  pembinaan  dengan  sponsornya 
PIIE.  Di  sini  para  profesional  dan  orang- 
orang  dari  kelompok  yang  berkepentingan 
bekerjasama  menentukan  kecakapan  baku 
apa  yang  dibutuhkan  kelompok  khusus 
mereka,  di  samping  bekerjasama  mengem- 
bangkan kecakapan  ini  untuk  dilaksanakan 
dalam  kegiatan  pendidikan.  Proyek-proyek 
merupakan  instrumen  yang  memungkinkan 
para  pendidik  rakyat,  dalam  komunikasi 
yang  erat  dengan  pelaku-pelaku  dari  luar, 
memperoleh  kecakapan  khusus  mengadakan 
intervensi  dan  menghasilkan  jenis  kegiatan 
baru  dalam  kelompok  mereka.^ 

Proses  ini  secara  khusus  mengikuti  dua 
pendekatan  yang  sangat  berbeda:  pendidik- 
an sebagai  kegiatan  fungsional  dan  pendi- 
dikan sebagai  proses.  Pendekatan  yang  per- 
tama  berpusat  pada  efisiensi  teknis  dan  hasil 
yang  dapat  diukur.  Dalam  pendekatan  ini 
biasanya  terpenuhinya  serangkaian  tujuan 
dipandang  lebih  penting  daripada  akibat 
yang  timbul  dari  proyek  itu.  Dengan  kata 
lain,  "pendidikan  fungsional"  lebih  mem- 
perhatikan  hasil  (outcome)  dari  proyek  dari- 
pada proses  pendidikan  yang  terlaksana 
dalam  proyek.  Misalnya,  satu  proyek  diran- 
cang  untuk  memperlihatkan  kepada  seke- 
lompok  petani  suatu  jenis  bibit  yang  sebe- 
lumnya  tidak  pernah  mereka  lihat,  tanpa 
mengusahakan  kelompok  petani  itu  menger- 
ti  kebutuhan  dan  kegunaan  bibit  tersebut 
bagi  kelompok.  Contoh  yang  lain  adalah 
proyek  menyiapkan  para  pendidik  rakyat; 
sekali  programnya  selesai  diorganisasikan, 
maka  tidak  diikuti  tindak  lanjut  dan  du- 
kungan  pada  para  pendidik  itu. 

Pendekatan  kedua  yang  memandang 
pendidikan  sebagai  proses,  bermaksud  me- 
lampaui  tujuan  khusus  sekali  tujuan  ini  telah 

'Vaccaro  (1988). 
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tercapai,  dan  memikirkan  kemungkinan  lan- 
jutan  yang  lebih  luas  dari  proyek  dan  akibat- 
akibatnya  pada  organisasi  komunitas.  Pen- 
dekatan  ini  menekankan  proses  keikutser- 
taan  dalam  mengembangkan  program.  la 
mengusahakan  keterlibatan  aktif  para  parti- 
sipan  dan  penciptaan  kelompok-kelompok 
komunitas.  Pencapaian  tujuan  ini  memerlu- 
kan  seorang  pendidik  yang  peka  terhadap 
aspek-aspek  yang  seringkali  dilalaikan  pen- 
dekatan  fungsionalis  --  ringkasnya,  aspek- 
aspek  yang  mampu  menggalakkan  mobili- 
sasi  sosial.  Pendidik  harus  juga  memperlia- 
tikan  dan  bertanggung  jawab  atas  pemba- 
ngunan  kembali  struktur  sosial.  Misalnya, 
dalam  memperkenalkan  jenis  bibit  baru  ke- 
pada  petani  menurut  pendekatan  proses 
para  pendidik  akan  mendiskusikan  manfaat- 
manfaatnya  bagi  kelompok  maupun  arti 
pentingnya  pengenalan  teknologi  baru  untuk 
sektor-sektor  pedesaan. 

Dua  pendekatan  ini  menampilkan  cara 
pemikiran  yang  berlawanan  tentang  pendi- 
dikan. Pendekatan  yang  pertama  memper- 
gunakan  dasar  ketergantungan  (dependency 
rationale),  di  dalam  arti  para  partisipan 
mengikuti  garis-garis  pedoman  proyek  yang 
telah  ditentukan.  la  menghasilkan  pendidik- 
pendidik  berbasiskan  masyarakat  yang  tetap 
tinggal  dalam  batas-batas  program  khusus 
yang  melatih  mereka,  artinya  mereka  me- 
ninggalkan  komitmen  mereka  pada  pen- 
didikan sosial  sekali  mereka  keluar  dari 
bidang  kegiatan  proyek.  Para  pendidik  ini 
pada  umumnya  mengikuti  inisiatif-inisiatif 
yang  telah  diambil  oleh  orang  lain  daripada 
melaksanakan  peranan  yang  lebih  aktif 
dalam  proses  pendidikan. 

Dalam  pendekatan  kedua  yang  mengi- 
kuti apa  yang  disebut  dasar  mobilisasi  sosial 
(social  mobilization  rationale),  para  parti- 
sipan tidak  hanya  berfokus  pada  kegiatan- 


kegiatan  proyek  khusus  mereka  melainkan 
juga  mengaitkannya  dengan  program- 
program  yang  lain.  Mereka  berpartisipasi 
dalam  menyusun  program  dan  memelihara 
komitmen  mereka  ketika  bekerja  dengan 
berbagai  kelompok. 

Dua  pendekatan  itu  berbeda  dalam  ciri 
peranan  pendidikan  yang  dilakukan  partisi- 
pan, yaitu  sekurang-kurangnya  ada  tiga  per- 
bedaan.  Satu  adalah  peranan  pendidik  ber- 
basiskan masyarakat  yang  melaksanakan 
kegiatan  pendidikan  komprehensif.  Dalam 
peranan  ini  para  pendidik  rakyat  mencipta- 
kan  suatu  "ruang  kognitif"  dengan  secara 
hati-hati  mengidentifikasi  tujuan-tujuan, 
merencanakan  kegiatan-kegiatan  yang  se- 
suai,  dan  mengembangkan  partisipasi  aktif 
para  pelajar  dalam  proses  pendidikan. 
Ruang  kognitif  ini  dibatasi  oleh  kondisi  yang 
memampukan  pelajar  mendapatkan  penge- 
tahuan  dan  menggunakannya  dalam  kehi- 
dupan  praxis  mereka.  Jenis  kegiatan  ini 
mempunyai  akibat  yang  abadi. 

Peranan  pendidikan  kedua  adalah  meng- 
gunakan  metode  partisipatoris,  tetapi  tidak 
mempunyai  hubungan  riil  dengan  pencip- 
taan ruang  kognitif  dalam  arti  yang  lebih 
permanen.  Misalnya,  sekelompok  orang  dan 
seorang  pendidik  bekerjasama  mengorgani- 
sasi  suatu  peristiwa  budaya,  tetapi  mereka 
tidak  mencoba  mengorganisasi  kelompok 
yang  akan  mengembangkan  suatu  pusat  ke- 
budayaan  yang  permanen;  jelasnya  jenis  ke- 
giatan ini  hanya  mempunyai  akibat  jangka 
pendek.  Akhirnya,  dalam  peranan  yang  ke- 
tiga  para  pendidik  rakyat  melulu  melakukan 
suatu  kegiatan,  tanpa  berurusan  dengan  pen- 
didikan yang  sebenarnya.  Contoh  kegiatan 
demikian  meliputi  seperti  mengumpulkan 
bahan  pangan,  membangun  suatu  pusat  ke- 
budayaan,  menghidupkan  kelompok,  dan 
Iain-Iain. 
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Hubungan  antara  jenis  peran  kependi- 
dikan  seorang  pendidik  rakyat  dan  dua  pen- 
dekatan  pendidikan  yang  telah  dikemuka- 
kan  adalah  penting.  Pendidik  yang  mengem- 
bangkan  kegiatan  pendidikan  komprehensif 
berkemampuan  mengerti  peran-peran  yang 
mendorong  mobilisasi  sosial  di  dalam  ke- 
lompok.  Para  pendidik  sedemikian  ini  mem- 
perhatikan  dua  hal  baik  proses  belajarnya 
maupun  kemungkinan-kemungkinan  untuk 
perubahan  sosial.  Ide-ide  mereka  akan  me- 
nempatkan  mereka  dalam  kuadran  kanan 
bawah  Diagram  1.  Sebaliknya,  mereka  yang 
melaksanakan  kegiatan  tanpa  memperhati- 
kan  nilai  pendidikannya  akan  menempatkan 
diri  dalam  kuadran  kiri  atas,  di  mana  pende- 
katan  ketergantungan  dan  peranan  si  aktivis 
bertemu.  Gerakan  sosial  apa  pun  berurusan 
dengan  beberapa  sektor  masyarakat,  kalau 
menghendaki  perubahan  namun  tanpa  me- 
mandang  perubahan  ini  sebagai  bagian  dari 
proses  pendidikan,  dapat  ditempatkan  da- 
lam kuadran  kiri  bawah. 

DIAGRAM  1 

INTERAKSI  ANTARA  PENDEKATAN  DAN 
JENIS  KEGIATAN  PENDIDIKAN 

Dasar  Ketergantungan 

I 
I 
I 

Kegiatan  yang   [   Kegiatan  yang 

Kurang  Mendidik  [  Lebih  Mendidik 

I 
I 
I 

Dasar  Mobilisasi  Sosial 

Adalah  ciri  suatu  orientasi  teknokratis 
mengarah  pada  kegiatan  pendidikan  yang 
mempunyai  tujuan,  rencana,  dan  bahkan 
metode  partisipatoris  yang  khusus;  tetapi 
pendekatan   ketergantungan  tampaknya 


kuat.  Hal  ini  terdapat  dalam  kuadran  kanan 
atas. 

Riset  Atas  Dampak  Proyek-proyek 
Pendidikan 

Riset  merupakan  kegiatan  penting 
proyek-proyek  PIIE  untuk  pendidikan 
rakyat,  dan  telah  terwujud  dalam  berbagai 
bentuk  dan  pada  tahap  yang  berbeda-beda. 
Pada  umumnya  ide  untuk  program-program 
tumbuh  dari  riset  sebelumnya,  dari  kebutuh- 
an  kelompok-kelompok  yang  berpartisipasi, 
dan  dari  pengalaman  tim-tim  profesional. 
Selama  fase  perkembangan,  para  perancang 
proyek  melakukan  penaksiran  kebutuhan- 
kebutuhan  dan  sistematisasi  maupun  eva- 
luasi  kegiatan-kegiatan,  yang  memungkin- 
kan  mereka  melakukan  perubahan  berdasar- 
kan  informasi  yang  mereka  peroleh. 

Sekarang  ini  fokus  PIIE  adalah  pada 
dampak  sosial  dari  kegiatan  pendidikan. 
Zuniga  mengartikan  hal  ini  sebagai  akibat 
sosial  yang  dihasilkan  oleh  proyek  khusus  di 
dalam  kelompok,  di  luar  tujuannya  semu- 
la.^^  Dengan  kata  lain,  hal -hal  demikian  ini 
ikut  berperan:  jenis  organisasi  yang  dicipta- 
kan  untuk  menangani  problem  yang  sudah 
ditentukan,  hubungan  antara  organisasi  ini 
dan  hngkungan  sosial,  kemampuan  meru- 
muskan  kepentingan-kepentingannya  pada 
negara  dan  masyarakat,  keterlibatan  para 
pendidik  dalam  kegiatan  kelompok  lain  sela- 
ma proyek  khusus,  dan  ciri  politis  proyek- 
proyek  itu. 

Memeriksa  dampak  proyek  pendidikan 
rakyat  yang  disponsori  oleh  organisasi- 
organisasi  non-pemerintah  merupakan  bi- 
dang  riset  yang  penting.  Sebuah  studi'' 

"^Vawancara  pribadi  (1986). 
"Magendzo  dan  Medina  (1988). 
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memperhatikan  dampak  tiga  program  pen- 
didikan  rakyat  yang  terkenal  di  Chili:  the 
Learning  Workshops,  Workshops  for  Com- 
munity Leaders,  dan  We  Joined!'' And  Now? 
Program  yang  terakhir  ini  dikembangkan 
pada  tahun  1980  oleh  CIDE  (Centro  de  In- 
vestigacion  y  Desarrollo  de  la  Educacion) 
atau  Pusat  Riset  dan  Pengembangan  Pendi- 
dikan,  dan  merupakan  "program  pendidik- 
an  mengenai  kehidupan  seksualitas  me- 
nyangkut  pasangan-pasangan  lingkungan 
berpendapatan  rendah"  yang  merupakan 
anggota  kesatuan  paroki.^^  Sebagai  penga- 
laman  dalam  pendidikan  rakyat  proyek 
membatasi  diri  menitikberatkan  pada  hu- 
bungan  antara  suami-isteri  dan  hubungan 
antara  orangtua-anak. 

Gagasan  di  balik  studi  ini  adalah  untuk 
menentukan  bahwa  organisasi  non-pemerin- 
tah  seperti  PIIE  dan  CIDE  tidak  hanya  men- 
ciptakan  pendekatan  pendidikan  yang  baru 
untuk  memecahkan  masalah-masalah 
khusus,  melainkan  juga  mencapai  tujuan- 
tujuan  yang  berikutnya  dengan  membina 
para  pendidik  di  dalam  kelompok-kelomr 
pok: 

1.  Pelibatan  para  pendidik  berbasiskan 
kelompok  di  luar  bidang  program  yang 
telah  ditentukan; 

2.  Pemantapan  kesinambungan  penyiapan 
para  pendidik  baru,  demikian  sehingga 
pekerjaan  mereka  tidak  berantakan  atau 
hilang;  dan 


'^Program  ini  meskipun  buican  bagian  PIIE  dipilih 
karena  CIDE  dan  PIIE  dapat  dipandang  NGO-NGO 
yang  paling  representatif  dalam  bidang  pendidikan  di 
Chili.  Program  (We  Joined!  And  Now?7  adalah  satu 
dari  program  yang  paling  luas  menyiapkan  para  pen- 
didik rakyat,  dan  keanggotaannya  akan  memungkinkan 
kita  memperluas  analisis  tentang  dampak  mendidik  dari 
NGO-NGO  dalam  kerangka  kegiatan  pendidikan 
rakyat. 


3.  Penekanan  peranan  mendidik  dari  parti- 
sipan  dalam  kerangka  kegiatan  pendidik- 
an rakyat. 

Sejumlah  130  orang  mengambil  bagian 
dalam  studi  ini:  74  orang  dari  program  the 
Learning  Workshop,  24  orang  dari  program 
the  Leaders  Workshop,  dan  32  orang  dari 
program  We  Joined!  And  Now?  Suatu  in- 
strumen  survei  dirancang  yang  meliputi  38 
pertanyaan  khusus,  dimaksudkan  untuk 
mengumpulkan  data-data  berikut: 

1.  Jumlah  para  pendidik  berbasiskan  ma- 
syarakat  yang  terlibat  dalam  program 
atau  kelompok  sebelum  dan  sesudah  ma- 
sa  penyiapan  yang  disponsori  PIIE  atau 
CIDE; 

2.  Jumlah  dan  jenis  program  atau  kelom- 
pok di  mana  para  pendidik  berbasiskan 
masyarakat  terlibat  sebelum  dan  sesudah 
penyiapan  mereka  dalam  proyek  yang  di- 
sponsori PIIE  atau  CIDE; 

3.  Tingkat  otonomi  para  pendidik  berbasis- 
kan masyarakat  yang  dicapai  setelah  pe- 
nyiapan; 

4.  Jenis  peranan  mendidik  yang  dimainkan 
para  pendidik  sebelum  dan  sesudah  pe- 
nyiapan mereka;  dan 

5.  Nilai  yang  menggerakkan  kegiatan  para 
pendidik  rakyat  itu  sebagai  pendidik. 

Pada  umumnya  studi  ini  mendapati 
bahwa  organisasi  non-pemerintah  bekerja  di 
kuadran  kanan  bawah  dalam  Diagram  1 
(yaitu,  mereka  mempromosikan  kegiatan 
yang  lebih  mendidik  dan  menggunakan 
alasan  mobilisasi  sosial)  dan  mempunyai  pe- 
ranan mendidik  yang  sungguh-sungguh  da- 
lam kelompok.  Hasil  riset  menunjukkan 
bahwa  upaya  pendidikan  yang  dibawakan 
oleh  tiga  proyek  khusus  itu  tidak  mengung- 
kapkan  keterlibatan  para  partisipan  dalam 
kegiatan-kegiatan  kelompok.  Data  menun- 
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jukkan  bahwa  sebagian  besar  dari  yang  di- 
wawancarai  (60%)  sudah  aktif  dalam  pro- 
gram dan  kelompok  masyarakat  sebelum 
mereka  ikut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan 
penyiapan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  temuan 
dari  studi  kasus  sebelumnya  di  mana 
masing-masing  partisipan  sudah  terlibat 
dalam  kelompok  atau  organisasi  masyarakat 
sebelum  mengikuti  proyek  yang  disponsori 
oleh  PIIE  atau  CIDE.'^  Komitmen  kerja 
dalam  proyek  sosial  tampaknya  bukan  me- 
rupakan  hasil  dari  keikutsertaan  orang- 
orang  ini  dalam  program  pendidikan,  me- 
lainkan  lebih  berasal  dari  pengalaman 
pribadi  dan  penghayatan  hidup  dalam  ke- 
lompok. 

Meskipun  demikian,  jumlah  dan  keane- 
karagaman  program  dan  kelompok  di  mana 
mereka  yang  diwawancarai  telah  terlibat, 
tampaknya  dipengaruhi  oleh  masa  pendidik- 
an dan  keikutsertaan  dalam  program  yang 
telah  disebutkan  di  atas.  Sebelum  diikut- 
sertakan  dalam  masa  pendidikan  ini,  86  dari 
130  orang  yang  diwawancarai  telah  aktif 
dalam  160  kelompok.  Setelah  menjalani 
pendidikan,  mereka  meningkatkan  partisi- 
pasinya  dalam  190  kelompok.  Di  samping 
itu,  sebagian  terbesar  program  dan  kelom- 
pok yang  mereka  pilih  sebelum  masa  pendi- 
dikan ini  bersifat  keagamaan  (42%).  Setelah 
masa  pendidikan,  31%  program  yang  diikuti 
para  pendidik  rakyat  ini  berhubungan  de- 
ngan pengembangan  pribadi.  Juga  kelom- 
pok politik  bertambah  dari  4%  menjadi  7% 
dari  seluruh  kelompok.  Akan  tetapi,  para 
pendidik  rakyat  dalam  program  We  Joined! 
And  Now?  ydixxg  lebih  erat  berkaitan  dengan 
Gereja,  hanya  menunjukkan  perubahan 
kecil  dalam  jenis  program. 

Semua  hasil  survei  dinyatakan  sebagai 
positif,  sejauh  memperlihatkan  tingkat  par- 

'^Magendzo  (1987). 


tisipasi  yang  lebih  tinggi  dari  mereka  yang 
diwawancarai  dalam  kegiatan  kelompok 
yang  berbeda.  Tetapi  jenis  temuan  ini  ditun- 
jukkan  kepada  mereka  sendiri,  mereka 
membaik-baikkan  jawaban  mereka.  Pada 
umumnya  mereka  berkata  bahwa  keanggo- 
taan  dalam  sejumlah  kelompok  yang  lebih 
besar  dan  beraneka  ragam  telah  mempunyai 
akibat  yang  berlawanan  pada  diri  mereka. 
Mereka  merasa  telah  tumbuh  sebagai  manu- 
sia  dan  telah  memperkaya  hidup  mereka 
dengan  mengambil  bagian  dalam  sejumlah 
program  yang  lebih  besar,  tetapi  mereka 
juga  mengalami  banyak  kepenatan  fisik  se- 
hingga  biasanya  menyebabkan  lebih  rendah- 
nya  tingkat  efisiensi.  Orang-orang  yang  di- 
wawancarai ini  menunjukkan  kekecewaan 
mereka  atas  sejumlah  kecil  orang  yang  ingin 
menyumbangkan  tenaganya  untuk  kegiatan 
kelompok,  namun  pada  gilirannya  menye- 
babkan mereka  mencoba  memperhatikan 
lebih  banyak  bidang  sehingga  mungkin  lupa 
mempelajari  beberapa  masalah  secara  lebih 
mendalam. 

Pentinglah  disebutkan  bahwa  setelah 
masa  persiapan,  21  dari  seluruh  130  pendi- 
dik rakyat  yang  diwawancarai  (21%)  melan- 
jutkan  bekerja  hanya  dengan  program  yang 
telah  mendidik  mereka.  Duapuluh  dua 
orang  dari  keseluruhannya  itu  (17%)  juga 
berpartisipasi  dalam  program  lain.  Sedang- 
kan  sisanya,  38  orang  (29%)  tidak  turut  ser- 
ta dalam  kegiatan  apa  pun  sesudahnya,  dan 
43  orang  (33%)  ikut  serta  dalam  kegiatan 
dengan  kelompok  lain  daripada  dengan  ke- 
lompok di  mana  mereka  telah  berpartisipasi. 
Pada  umumnya -aktifnya  berpartisipasi  ber- 
sifat sebentar-sebentar,  di  saat-saat  ketika 
para  pendidik  rakyat  aktif  dalam  program 
pendidikan  dan  pada  saat  lain  tatkala  tidak 
ada  aktivitas  demikian. 

Pada  saat  studi  ini  dilakukan  -  yaitu  se- 
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panjang  tahun  1987  --  tujuan  menciptakan 
sumber  daya  pendidikan  yang  permanen 
pada  tingkat  kelompok  tidak  tercapai.  Sum- 
ber daya  pendidikan  yang  bersifat  permanen 
dapat  dimengerti  sebagai  organisasi  para 
pendidik  rakyat  yang  mengorganisasikan 
program  berlainan  dalam  kelompok-kelom- 
pok  dengan  maksud  mengintegrasikan  dan 
merencanakan  usaha  perorangan  lebih  efi- 
sien  pada  saat  tim  profesional  meninggalkan 
program.  Alasan  untuk  kurangnya  koordi- 
nasi  demikian  adalah  bermacam-macam:  (1) 
kurangnya  imbalan  uang  yang  memaksa 
para  pendidik  mencari  pekerjaan  alternatif; 
(2)  ide  kerja  sukarela  yang  biasanya  melekat 
pada  pekerjaan  kelompok;  (3)  kelelahan 
orang  karena  para  pendidik  rakyat  harus 
melaksanakan  terlalu  banyak  hal  sekaligus; 
dan  (4)  kenyataan  bahwa  proyek  yang  di- 
biayai  oleh  pihak  luar  cenderung  menentu; 
kan  tujuan  melampaui  tujuan  yang  muncul 
di  dalam  kelompok,  yang  memang  lebih  ber- 
makna  untuk  mobilisasi  sosial. 

Meskipun  demikian,  peranan  yang  diba- 
wakan  oleh  mereka  yang  diwawancarai  itu 
berarti.  Yaitu,  74%  dari  mereka  yang  diwa- 
wancarai berpartisipasi  dalam  kelompok 
dan  program  setelah  training,  pertama-tama 
merasa  diri  mereka  sebagai  pendidik,  bukan 
sebagai  aktivis  atau  organisator  kelompok. 
Hal  ini  lebih  nyata  lagi  kalau  kita  memper- 
hatikan  program  khusus,  di  mana,  90%  dari 
mereka  yang  diwawancarai  berpartisipasi 
dalam  the  Leadership  Workshop  dan  87% 
dari  mereka  yang  berpartisipasi  dalam  the 
Learning  Workshops  pertama-tama  merasa 
diri  sebagai  pendidik. 

Temuan  riset  juga  menunjukkan  bahwa 
para  partisipan  telah  mencapai  tingkat  sum- 
ber daya  yang  tinggi  untuk  beberapa  kelom- 
pok di  mana  mereka  berpartisipasi  dalam 
menyusun  acara  penyiapan;  sekitar  89% 


melaporkan  bahwa  mereka  telah  mendorong 
partisipasi  orang-orang  lain;  dan  80%  telah 
berpartisipasi  dalam  merencanakan  tahap- 
tahap  proyek  yang  lain;  serta  kira-kira  27% 
dari  mereka  yang  diwawancarai  itu  melapor- 
kan bahwa  mereka  secara  independen  telah 
membentuk  kelompok.  Hasil  ini  karenanya 
memperlihatkan  bahwa  masa  pendidikan 
dan  keterlibatan  dengan  program  yang  ber- 
lainan mempunyai  pengaruh  positif  pada 
tingkat  kemandirian  para  partisipan  dan 
menggalakkan  mobihsasi  sosial. 

Mengenai  konsepsi  pendidikan  masyara- 
kat  dari  para  pendidik  rakyat,  menunjukkan 
bahwa  mereka  yang  diwawancarai  cende- 
rung memaparkan  usaha  mereka  sebagai 
tugas  yang  menuntut  waktu  dan  tenaga 
mereka.  Sekitar  80%  dari  yang  diwawanca- 
rai mengharapkan  agar  partisipasi  mereka 
hendaknya  dihargai  oleh  negara.  Kuesioner 
tidak  meminta  keterangan  tentang  apa  yang 
mereka  maksudkan  dengan  "penghargaan 
oleh  negara"  ini,  tetapi  tampaknya  mengacu 
pada  pengakuan  akan  peranan  mereka  seba- 
gai suatu  tugas.  Di  samping  itu,  71%  dari 
mereka  yang  diwawancarai  memahami 
keikutsertaan  mereka  dalam  program  pendi- 
dikan pada  dasarnya  bersifat  suka  rela. 
Mereka  tidak  memandangnya  "hanya  seper- 
ti  tugas  yang  lain",  dan  karena  itu  tidak 
melihatnya  sebagai  alternatif  untuk  menun- 
jang  nafkah.  Dalam  hal  ini  seharusnya  dita- 
nyakan  apakah  NGO-NGO  telah  mempe- 
ngaruhi  persepsi  tersebut.  Barangkali  pem- 
berian  gaji  bagi  para  pendidik  berbasiskan 
masyarakat  dapat  merupakan  alternatif  di 
daerah  berpendapatan  rendah.  Bahkan  mes- 
kipun konsep  tentang  pekerjaan  sedang 
berubah  karena  keadaan  ekonomi  di  Chili, 
perubahan  ini  tidak  meliputi  pendidik  berba- 
siskan masyarakat,  yang  pekerjaannya  ma- 
sih  dimengerti  sebagai  lebih  erat  berhubung- 
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an  dengan  berkhotbah  daripada  bekerja.  ^ 

Dalam  bagian  kedua  wawancara,  mereka 
yang  diwawancarai  secara  luas  mendebat  ja- 
waban  mereka  semula  tentang  mengajar  se- 
bagai  tugas  yang  potensial.  Mereka  menge- 
mukakan  alasan  berikut  untuk  menerangkan 
mengapa  demikian  tinggi  persentase  orang 
yang  diwawancarai  mendefinisikan  usaha 
mereka  sebagai  komitmen  sukarela: 

1 .  Jawaban  diberikan  tanpa  banyak  menga- 
nalisis  pokok  persoalan  atau  implikasi- 
nya; 

2.  Karena  ciri  "komitmen"  itu  pekerjaan 
benar-benar  tidak  dapat  menuntut  imbal- 
an; 

3.  Hilangnya  ciri  kesukarelaan  dalam  me- 
ngajar akan  merongrong  ide  pendidikan 
rakyat  dan  melalui  proses  seleksi  akan 
membuang  sejumlah  orang  yang  berhar- 
ga;  dan 

4.  Ciri  Kristiani  dalam  kegiatan  para  pendi- 
dik  masyarakat  itu  membuat  kegiatan  itu 
bernilai  suatu  panggilan. 

Meskipun  demikian,  dari  mereka  yang 
diwawancarai  dalam  survei  pertama  menya- 
takan  bahwa  pekerjaan  pendidik  seharusnya 
bersifat  sukarela,  60%  mengubah  pendapat- 
nya  sesudah  itu.  Setelah  mendalami  persoal- 
annya,  mereka  menunjukkan  bahwa  seha- 


'"•Rakyat  di  daerah  berpendapatan  rendah  telah  ter- 
geser  dari  pasaran  kerja  selama  dasawarsa  yang  lalu  dan 
mengalami  pengurangan  drastis  dalam  pendapatan 
mereka.  Tantangan  subsistensi  telah  mereka  jawab  se- 
cara kreatif,  yang  menyebabkan  suatu  fenomena  baru: 
organisasi  ekonomi  berbasiskan  kelompok.  Organisasi 
ini  meliputi  bengkel  kerja  produksi,  kelompok  pembela 
konsumen,  persatuan  penyewa,  dan  kelompok  kesehat- 
an.  Organisasi  ini  dikelola  seperti  bisnis  (Klenner  & 
Vega,  1986)  dan  telah  mengalami  tingkat  keuntungan 
maupun  kapitalisasi.  Dalam  hal  ini  ada  pertumbuhan 
dan  pembiakan  modal,  yang  terjadi  karena  terjadinya 
produksi  barang  dan  jasa. 


rusnya  ada  tindakan  positif  untuk  memper- 
baiki  (menggaji)  kegiatan  pendidikan 
rakyat. 

Akhirnya  didasarkan  pada  pendapat- 
pendapat  yang  baru  kita  paparkan  dan 
mempertimbangkan  kemampuan  para  pen- 
didik melaksanakan  program  mereka  mau- 
pun jenis  kegiatan  pendidikan  yang  mereka 
kembangkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  ke- 
banyakan  dari  mereka  yang  diwawancarai 
bisa  diletakkan  di  kuadran  kanan  bawah 
Diagram  1,  di  mana  terjadi  pertemuan  an- 
tara  pendekatan  mobilisasi  sosial  dan  kegiat- 
an pendidikan  yang  lebih  besar.  Akan  tetapi, 
menimbang  apa  yang  terjadi  dengan  para 
pendidik  ini  pada  saat  ikatan  mereka  dengan 
proyek  berakhir,  sebagai  gantinya  maka 
mereka  harus  diletakkan  pada  kuadran 
kanan  atas  di  mana  pendekatan  ketergan- 
tungan  dan  kegiatan  pendidikan  yang  lebih 
besar  bertemu. 

Hasil-hasil  penyelidikan  ini  memperlihat- 
kan  bahwa  organisasi  non-pemerintah  (se- 
perti PIIE)  seharusnya  menyesuaikan  sum- 
bangan  konkrit  mereka  dengan  makin  me- 
mobilisasi  masyarakat  lebih  lanjut  melalui 
pendidikan.  Tak  seorang  pun  bisa  menyang- 
kal  pentingnya  NGO-NGO  dalam  kehidup- 
an  bernegara.  Hal  ini  pertama-tama  terbukti 
oleh  pendirian  dan  perkembangan  sektor  ke- 
lembagaan  yang  menganalisis  pengalaman 
sosial.  Sudut  pandang  ini  memberikan  pe- 
rangkat  kriteria  alternatif  untuk  mengeva- 
luasi  program  dan  keputusan  pemerintah. 
Kedua,  NGO-NGO  telah  menguatkan  kehi- 
dupan  warga  negara  melalui  pengembangan 
dan  penggunaan  sistem  kerja  yang  partisipa- 
toris. 

Bahwa  mereka  yang  terlibat  dalam  tiga 
program  ini  tidak  memadukan  kekuatan  un- 
tuk mengembangkan  badan  koordinasi  para 
pendidik  rakyat  dalam  masyarakat,  berarti 
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organisasi  seperti  PIIE  dan  CIDE,  yang 
mengharapkan  mobilisasi  sosial,  haruslah 
tetap  melakukan  proses  evaluasi-diri  yang 
sungguh-sungguh.  Evaluasi  ini  hendaknya 
menjelaskan  mengapa  perkembangan  pera- 
saan  harga  diri  para  pendidik  dan  peningkat- 
an  perencaan  sosial  mereka  tidak  menghasil- 
kan  kerjasama  yang  diharapkan  di  antara 
proyek  yang  berlainan  di  kelompok-kelom- 
pok,  sehingga  membatasi  kemungkinan  per- 


tumbuhan  dan  pelibatan  rakyat  dalam 
jumlah  yang  lebih  besar.  Untunglah,  lemba- 
ga-lembaga  non-birokratis  seperti  lembaga 
yang  dikaji  ini  mampu  mengadakan  kritik- 
diri  maupun  mengambil  bagian  dalam  ke- 
inginan  meningkatkan  praktek  dan  prosedur 
riset.  Praktek  pendampingan  merupakan 
contoh  bagaimana  peningkatan  itu  dapat 
terjadi  dan  bagaimana  sumber-sumber  daya 
pendidikan  sedang  mulai  dikembangkan. 
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I.  MASAI.AH  KTT  ASEAN  KE-4 

Menteri  Luar  Negeri  RI,  Ali  Alatas  mengatakan 
kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  3  Januari  1991  bahwa: 
(1)  untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  akibat  per- 
kembangan  baru  yang  mewarnai  situasi  politik  dan  eko- 
nomi  dunia,  penyelenggaraan  KTT  ASEAN  ke-4  tahun 
1991  diharapkan  dapat  menetapkan  strategi  dan  arahan 
baru  bagi  kerjasama  ASEAN;  (2)  ASEAN  dituntut  un- 
tuk meningkatkan  kemauan  politik  daiam  meningkat- 
kan  kerjasama  ekonominya;  (3)  pada  dekade  1990-an 
ASEAN  periu  menetapkan  berbagai  langkah  baru  teru- 
tama  untuk  menghadapi:  (a)  perubahan  yang  terjadi  di 
berbagai  kawasan  dunia  seperti  pembentukan  Pasar 
Tunggal  Eropa  1992;  (b)  gejala  regionalisme  di  kawasan 
Amerika;  (c)  proses  liberasi  ekonomi  negara-negara 
Eropa  Timur  dan  dinamika  kawasan  Pasifik;  (d)  ke- 
mungkinan  gagalnya  Putaran  Uruguay  yang  akan  mem- 
punyai  dampak  luas  pada  perdagangan  global  maupun 
perdagangan  antar  negara  ASEAN  dengan  negara- 
negara  di  dunia;  (4)  ASEAN  perlu  memikirkan  kerang- 
ka  kerjasama  baru  untuk  menghadapi  era  pasca  Kam- 
boja;  (5)  kerjasama  perdagangan  antara  ASEAN 
dengan  mitra  dialognya,  terutama  untuk  memperbaiki 
akses  barang-barang  ASEAN  ke  pasaran  negara-negara 
mitra  dialog,  dan  kerjasama  investasi  termasuk  alih 
teknologi,  masih  perlu  ditingkatkan;  (6)  pada  akhir 
tahun  1990  prospek  penyelesaian  masalah  Kamboja  se- 
cara  damai  dan  menyeluruh  tampak  semakin  mendekati 
tahapyang  menentukan;  (7)  tahun  1990  ditandai  dengan 
perkembangan-perkembangan  yang  seringkali  penuh 
kontras  dan  kontradiktif  serta  sekaligus  merupakan  ta- 
hun peralihan  dan  penuh  ketidakpastian.  Di  satu  pihak 
terdapat  banyak  harapan  dan  peluang  baru  namun  di 
lain  pihak  sarat  dengan  tantangan  maupun  permasa- 
lahan  baru;  (8)  letusan  krisis  Teluk  akibat  serbuan  Irak 
ke  Kuwait  2  Agustus  1990  yang  diikuti  dengan  aneksasi 
Kuwait  oieh  Baghdad  merupakan  ujian  pertama  atas 
konstalasi  politik  dunia  pasca  perang  dingin;  (9)  dunia 
internasionai  merasa  gembira  dengan  perkembangan 
yang  terjadi  menyangkut  semangat  kerjasama  Dewan 
Keamanan  PBB  tahun  1990,  karena  kelima  anggota 
Tetap  Dewan  teiah  mampu  menyelaraskan  langkah  me- 
reka  daiam  menghadapi  berbagai  permasaiahan  dunia; 
(10)  keselarasan  itu  hendaknya  jangan  sampai  menjurus 
ke  arah  pengaturan  masalah  dunia  yang  didikte  oleh 
ke-5  anggota  tetap  DK  PBB,  meskipun  hal  ini  belum 
terjadi  tetapi  perlu  diwaspadai  dan  jangan  sampai  me- 
rugikan  negara-negara  kecil  atau  menengah  (^Suara 
Karya.  4-1-1991). 


II.  KERJASAMA  EKONOMI 

A.  KERJASAMA    PARIWISATA    DAN  PERDA- 
GANGAN 

-  Forum  Pariwisafa  ASEAN 

Ketua  Panitia  Peiaksana  ASEAN  Tourism  Forum 
(ATF)  ke-10  1991  Tuti  Sunario  mengatakan  kepada 
Kompas  tanggal  17  Desember  1990  bahwa:  (I)  ATF 
ke-10  yang  akan  beriangsung  di  Bandung  tanggal  12-16 
Januari  1990  merupakan  ajang  pembuka  untuk  mem- 
perlihatkan  kepada  dunia  internasionai  tentang  kekual- 
an  kerjasama  ASEAN;  (2)  melalui  ATF  ASEAN  ingin 
menunjukkan  kekayaan,  keanekaragaman  dan  produk- 
produk  yang  komplementer  dari  para  anggotanya  serta 
membuat  kawasan  ini  mencuat  sebagai  tujuan  wisata 
utama  para  wisatawan  dunia;  (3)  daiam  ATF  ke-10  ini 
akan  dilangsungkan  pertemuan  para  Menteri  Pariwisata 
negara  anggota  ASEAN  dan  diselenggarakan  Travel 
Trade  Exchange  (TRAVEX)  yang  merupakan  kompo- 
nen  kunci  penyelenggaraan  ATF  1991;  (4)  TRAVEX 
merupakan  arena  pertemuan  para  penjuai  produk  dan 
jasa  pariwisata  seperti  hotel,  biro  perjalanan,  perusa- 
haan  penerbangan  dan  persewaan  mobil  (Kompas,  19- 
12-1990). 

Sekretaris  Panitia  Nasional  ATF  1991,  Drs.  Udin 
Saefudin  mengatakan  kepada  pers  di  Bandung  tanggal 
30  Desember  1990  bahwa:  (1)  ATF  1991  akan  dihadiri 
enam  menteri  pariwisata  ASEAN,  para  ahli  pariwisata, 
pengusaha  hotel,  biro  perjalanan,  wartawan  dan  penulis 
pariwisata  dan  wisatawan  dari  24  negara;  (2)  diharap- 
kan ATF  1991  akan  diliput  oleh  90  orang  wartawan  dan 
60  orang  di  antaranya  dari  luar  negeri;  (3)  persiapan 
kegiatan  ATF  dapat  diselesaikan  dengan  baik  termasuk 
transportasi  udara,  darat  dari  Jakarta  ke  Bandung  dan 
hotel  bagi  para  peserta  serta  rencana  kunjungan  ke 
obyek  wisata  dan  kegiatan  kesenian  yang  akaii  disajikan 
(Angkatan  Bersenjata,  3-1-1991). 

Kepala  Humas  Diparda  Jabar,  Rahayu  Wikanda, 
mengatakan  kepada  pers  di  Bandung  tanggal  5  Januari 
1991  bahwa:  (1)  Diparda  Jabar  akan  menyelenggarakan 
Pekan  Pariwisata  Jawa  Barat  pada  tanggal  10-17 
Januari  di  Plaza  Baneuy  Perma  untuk  menyambut  ATF 
1991  di  Bandung;  (2)  penyelenggaraan  Pekan  Pariwi- 
sata ini  sangat  tepat  karena  wisatawan  dari  manca- 
negara  akan  mcmbanjir;  (3)  kehadiran  wisatawan  man- 
canegara  merupakan  kesempatan  yang  berharga  bagi 
peserta  Pekan  Pariwisata,  terutama  untuk  mempromo- 
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sikan  barang-barang  produksi  dalam  negeri  yang  saat 
ini  mampu  bersaing  di  pasaran  internasional  (Angkatan 
Bersenjata,  8-1-1991). 

Ketua  Dewan  Pariwisata  Malaysia,  Syed  Mohamed 
Aidid  mengatakan  kepada  pers  di  Kuala  Lumpur  tang- 
gal  8  Januari  1991  bahwa:  (1)  enam  negara  anggota 
ASEAN  akan  bekerjasama  meningkatkan  pariwisata  di 
wilayah  Asia  Tenggara  dengan  melakukan  promosi  ber- 
sama  untuk  mendatangkan  lebih  banyak  wisatawan 
asing  yang  berkunjung  lebih  lama-di  wilayahnya;  (2) 
Muangthai  memulai  program  itu  ketika  kapal  pesiar 
negaranya  "Puteri  Andanan"  melakukan  pelayaran 
pcrtama  di  Pulau  Pinang  bulan  Desember  1990;  (3) 
menjalin  kerjasama  seperti  itu  sangat  penting  karena 
jumlah  wisatawan  di  setiap  negara  anggota  ASEAN 
tidak  sama;  (4)  telah  tiba  waktunya  bagi  semua  negara 
anggota  ASEAN  bekerjasama,  di  samping  juga  mem- 
persiapkan  diri  menyambut  Tahun  Kunjungan  ASEAN 
1992;  (5)  dengan  memperpanjang  rute  pelayaran  secara 
langsung  akan  meningkatkan  jumlah  wisatawan  (iAn- 
tara,  9-1-1991). 

Ketika  membuka  Panel  Diskusi  Kepariwisataan 
Keluarga  Besar  Golkar  di  Bandung  tanggal  7  Januari 
1991,  Ketua  DPD  Golkar  Jabar,  H.  Agus  Muhyidin 
mengatakan  bahwa:  (1)  pembangunan  kepariwisataan 
Indonesia  saat  ini  dinilai  memiliki  momentum  sangat 
penting  dan  strategis  dengan  adanya  ATF  1991  di  Ban- 
dung dan  Tahun  Kunjungan  Indonesia  1991;  (2)  mo- 
mentum yang  baik  itu  perlu  inovasi  kreatif  dan  terpadu 
dari  seluruh  warga  negara  untuk  mendorong  suksesnya 
kepariwisataan  di  tanah  air;  (3)  kepariwisataan  mempu- 
nyai  nilai  tambah,  baik  dalam  aspek  sosial  budaya, 
sosial  ekonomi  maupun  sosial  politik,  karenanya  sangat 
tepat  jika  selaku  warga  negara  yang  berwatak  pejuang 
serta  setiap  kader  Orpol  dan  Ormas  khususnya  Golkar 
mengambil  prakarsa  kredtif  untuk  menyukseskan  ATF 
dan  VIY  1991;  (4)  pembangunan  sektqr  kepariwisataan 
yang  tengah  digalakkan  memerlukan  dukungan  dan  ke- 
terpaduan  dari  sektor-sektor  lainnya  sehingga  konsis- 
tensinya  tetap  terpelihara  dan  terjamin,  terutama  untuk 
memelihara  dan  membina  kepribadian  bangsa  serta 
mutu  kelestarian  sumber  daya  dan  lingkungan  hidup; 
(5)  pengembangan  kepariwisataan  di  Jawa  Barat  harus 
tetap  mengarah  pada  upaya  untuk  memupuk  rasa  cinta 
tanah  air  dan  bangsa  serta  menanamkan  jiwa  semangat 
dan  nilai-nilai  luhur  bangsa  guna  lebih  memperkokoh 
persatuan  dan  kesatuan  nasional;  (6)  momentum  yang 
baik  ini  hendaknya  mengubah  setiap  war^a  negara  un- 
tuk memanfaatkan  potensi  budaya  dan  sumber  daya 
alam  yang  kita  miliki  {Antara,  10-1-1991). 


Ketika  melakukan  inspeksi  pada  apel  kesiapan  dan 
pengaman  ATF  1991  di  Silang  Monas  Barat  Jakarta, 
tanggal  9  Januari  1991,  Menparpostel  Soesilo  Soedar- 
man  mengatakan  bahwa:  (1)  usaha  kepariwisataan  na- 
sional yang  dicanangkan  tahun  1991  ini  sebagai  tahun 
kunjungan  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  sendiri- 
sendiri,  tetapi  keberhasilannya  memerlukan  kegotong- 
royongan  dari  seluruh  unsur,  baik  kalangan  Sipil,  ABRI 
dan  Polri  maupun  kalangan  usaha  kepariwisataan  dan 
dukungan  seluruh  lapisan  masyarakat;  (2)  bila  dilihat 
dari  kesiapan  pengamanan  dan  ketertiban,  maka  pelak- 
sanaan  kegiatan  Tahun  Kunjungan  Indonesia  1991  akan 
berjalan  sukses  dan  penuh  kemantapan;  (3)  kep2U-iwi- 
sataan  nasional  telah  dicanangkan  untuk  menjadi  pusat 
perhatian  seluruh  masyarakat,  terutama  untuk  lebih 
memperbesar  dan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi 
nasional  yang  sekaligus  peningkatan  penyerapan  tenaga 
kerja  serta  perluasan  usaha;  (4)  kesiapan  dari  unsur- 
unsur  pengamanan  ATF  merupakan  salah  satu  kegiatan 
penting  dalam  tahun  kunjungan  Indonesia  1991;  (5) 
ATF  merupakan  suatu  forum  yang  dihadiri  oleh  tokoh- 
tokoh  kepariwisataan  internasional,  karenanya  keber- 
hasilannya akan  membawa  arti  penting  bagi  Indonesia. 
Keberhasilan  ATF  akan  memperbesar  kepercayaan 
yang  lebih  besar  dari  luar  negeri  atas  kemampuan  Indo- 
nesia untuk  menyelenggarakan  konperensi  tingkat  inter- 
nasional; (7)  ATF  1991  merupakan  ajang  latihan  bagi 
Indonesia  untuk  menghadapi  konperensi-konperensi 
yang  lebih  besar  pada  bulan  April  1991  yakni  PATA 
Mart  di  Jakarta,  PATA  World  Charter  dan  Konperensi 
PATA  di  Bali  serta  konperensi  para  Menteri  Telekom 
negara-negara  OKI  di  Bandung  {Angkatan  Bersenjata, 
11-1-1991). 

Siaran  pers  ASEAN  Tourism  Information  Centre 
mengatakan  bahwa:  (1)  perusahaan  penerbangan  nega- 
ra anggota  ASEAN  mendukung  sepenuhnya  kesuksesan 
penyelenggaraan  promosi  Tahun  Kunjungan  ASEAN 
1992  (VAY  1992);  (2)  dukungan  ini  merupakan  persetu- 
juan  atas  usulan  yang  diajukan  ASEAN  Sub-Committee 
on  Tourism  (SOCT  atau  Sub-Komite  Kepariwisataan 
ASEAN);  (3)  armada  penerbangan  ASEAN  diharapkan 
turut  serta  secara  aktif  mengadakan  penerbangan  cuma- 
cuma  bagi  para  wartawan  asing  yang  diundang  dari  Je- 
pang,  Jerman  dan  Australia  untuk  berkunjung  ke 
ASEAN;  (4)  perusahaan  penerbangan  ASEAN  diharap- 
kan menonjolkan  dan  menyajikan  tarif  serta  paket  li- 
buran  dari  masing-masing  negara  secara  khusus;  (5) 
perusahaan  penerbangan  ASEAN  sepakat  untuk  mem- 
pertimbangkan  pemberian  bantuan  pengangkutan  ba- 
rang  tambahan  VAY  1992  kepada  ASEAN  SCOT  dan 


62 


ANALISIS  CSIS.  1991-1 


menyajikan  artikel-artikel  khusus  pada  majalah  tentang 
daerah  tujuan  wisata  di  ASEAN  selama  penerbangan; 
(6)  ASEAN  sepakat  untuk  menyelenggarakan  sedikit- 
nya  satu  peristiwa  ASEAN  yang  sangat  penting  dan  dua 
peristiwa  nasional  lainnya  guna  menjadikan  tahun  1992 
sebagai  tahun  yang  penuh  dengan  pesta  tanpa  henti 
yang  menghibur  para  pengunjung.  Kegiatan  ini  akan 
menampilkan  keanekaragaman  budaya  sosial  dan  etnis 
dari  kawasan  Asia  Tenggara  sekaligus  memperlihatkan 
semangat  kerjasama  dan  solidaritas  regional  {Pelita, 
12-1-1991). 

Ketika  menerima  enam  Menteri  Kepariwisataan 
ASEAN  di  Istana  Merdeka  tanggal  12  Januari  1991, 
Presiden  Soeharto  mengatakan  bahwa  bangsa-bangsa  di 
kawasan  ASEAN  harus  bersiap-siap  menghilangkan 
dampak  negatif  pariwisata  yang  timbul  akibat  memban- 
jirnya  wisatawan  mancanegara  ke  kawasan  ini  sehu- 
bungan  dengan  dicanangkannya  Tahun  Kunjungan 
ASEAN  1992  (Kompas.  13-1-1991). 

Seusai  diterima  Presiden  Soeharto  di  Istana  Merde- 
ka, Menparpostel  Soesilo  Soedarman  mengatakan  ke- 
pada  pers  bahwa:  (1)  ATF  merupakan  forum  perte- 
muan  tahunan  antara  sesama  pembuat  kebijaksanaan 
kepariwisataan  ASEAN  untuk  merumuskan  kebijakan 
bersama  yang  mengacu  pada  perkembangan  ASEAN  di 
masa  mendatang;  (2)  Indonesia  mengusulkan  perlunya 
membahas  masalah-masalah  strategis  yang  dapat  men- 
dorong  serta  berkaitan  erat  dengan  peningkatan  dan 
perkembangan  pariwisata  di  masa  mendatang  seperti: 
(a)  kemudahan  di  bidang  angkutan  udeu-a  dan  laut  an- 
tara negara-negara  ASEAN;  (b)  kemudahan  kunjungan 
wisatawan  ASEAN;  (c)  latihan  dan  pembinaan  sumber 
daya  manusia  {Kompas,  13-1-1991). 

ATF  1991  berlangsung  di  Bandung  tanggal  12-16 
Januari  1991,  dihadiri  oleh  254  buyers  dari  berbagai 
negara  dan  237  sellers  dari  semua  negara  anggota 
ASEAN  serta  para  pemimpin  badan  pariwisata  dari 
semua  negara  anggota  ASEAN.  Menparpostel  Soesilo 
Soedarman  mengatakan  pada  pembukaan  itu  bahwa: 
(1)  dunia  menjadi  semakin  mengecil  dan  negara-negara 
anggota  ASEAN  memainkan  peranan  untuk  membuat 
dunia  menjadi  tempat  yang  berbahagia;  (2)  walaupun 
kadang-kadang  antara  sesama  negara  tidak  sepakat, 
namun  manusia  tetap  saja  mengalir  ke  negara  yang  satu 
dan  lainnya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pariwisata 
merupakan  jembatan  yang  kuat  bagi  pergaulan  manu- 
sia; (3)  ATF  akan  membicarakan  usaha  dan  merenca- 
nakan  agar  semakin  banyak  manusia  saling  mengun- 
jungi;  (4)  Indonesia  mengucapkan  seiamal  kepada  Ma- 


laysia yang  telah  berhasil  menyelesaikan  Tahun  Kun- 
jungan Malaysia  1990  dengan  sukses;  (5)  pada  tahun 
1990  Indonesia  telah  dikunjungi  oleh  lebih  dari  2  juta 
wisatawan  mancanegara  yang  menghasilkan  sekitar 
US$1,8  milyar  (Suara  Pembaruan,  13-1-1991);  (6)  kom- 
ponen  pariwisata  ASEAN  agar  meningkatkan  kerjasa- 
ma demi  kemajuan  bersama;  (7)  ASEAN  yang  lebih 
damai,  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup 
tinggi,  memiliki  peluang  yang  lebih  baik  dibandingkan 
dengan  berbagai  bagian  dunia  yang  diliputi  gejolak  dan 
kesulitan  ekonomi  {Suara  Karya,  14-1-1991). 

Mantan  Menlu  RI,  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaat- 
madja  mengatakan  dalam  Pertemuan  ATF  tanggal  12 
Januari  1991  bahwa:  (1)  Konperensi  Kepariwisataan 
ASEAN  (ATF)  merupakan  salah  satu  bukti  eratnya  hu- 
bungan  antar  negara-negara  anggota  ASEAN  di  ber- 
bagai bidang;  (2)  sejak  berdirinya,  ASEAN  telah  me- 
ng^lami  kemajuan  yang  menggembirakan,  khususnya 
sejak  tahun  1979;  (3)  setelah  Deklarasi  Bangkok  1967, 
ASEAN  langsung  memulai  kegiatannya  dengan  saling 
mengadakan  hubungan  persahabatan;  (4)  walaupun 
berada  di  tengah  konflik  internasional  ASEAN  tetap 
berdiri  teguh;  (5)  ASEAN  telah  mengeluarkan  Deklarasi 
ZOPFAN  yang  menunjukkan  tekad  untuk  menciptakan 
kawasan  Asia  Tenggara  bebas  dari  campur  tangan 
asing;  (6)  berakhirnya  permusuhan  di  Indocina  pada 
1975  telah  memberi  harapan  kepada  Asia  Tenggara  un- 
tuk menjadi  kawasan  yang  tenang  dan  damai;  (7) 
ASEAN  telah  menghasilkan  dua  dokumen  penting  yaitu 
The  Declaration  of  ASEAN  Concord  dan  The  ASEAN 
Treaty  of  Peace,  Amity  and  Cooperation  (Perjanjian 
Perdamaian,  Persahabatan  dan  Kerjasama);  (8)  invasi 
Vietnam  ke  Kamboja  1978  telah  membangkitkan  reaksi 
ASEAN  untuk  mengatasi  konflik  tersebut  dengan  me- 
nentang  penggunaan  kekerasan  sesuai  dengan  Piagam 
PBB  dan  Dasa  Sila  Bandung;  (9)  masalah  Kamboja 
menjadi  faktor  penting  untuk  menciptakan  persatuan 
dan  kesatuan  ASEAN  serta  merupakan  pertimbangan 
politik  internasional  yang  perlu  mendapat  perhatian; 
(10)  kerjasama  ASEAN  harus  ditingkatkan  di  segala 
bidang  untuk  menciptakan  kebiasaan  bekerjasama  dan 
memperkuat  persatuan  di  antara  negara-negara  anggota 
dan  rakyatnya;  (11)  sejak  beberapa  tahun  lalu  orientasi 
ekspor  ASEAN  mengalami  banyak  kemajuan  dan  mem- 
buat kelompok  ASEAN  menjadi  salah  satu  kawasan 
yang  tumbuh  pesat  di  dunia;  (12)  peningkatan  penda- 
patan  di  negara-negara  Asia  termasuk  ASEAN  pada 
tahun  1970-an  telah  memberi  harapan  besar  bagi  usaha 
perjalanan  dan  pariwisata  selama  sepuluh  tahun 
terakhir  ini;  (13)  prospek  ekonomi  ASEAN  di  masa 


DOKUMEN:  RINOKASAN  PERISTIWA  ASEAN 


63 


mendatang  tampak  dibayangi  oleh:  (a)  kenaikan  harga 
minyak  akibat  krisis  Teluk  dan  gagalnya  Putaran  Uru- 
guay; (b)  kerjasama  ekonomi  seperti  Pasar  Tunggal 
Eropa  1992  dan  perluasan  kerjasama  perdagangan  AS 
dengan  Kanada  serta  negara-negara  Amerika  Utara. 
Keadaan  ini  tidak  mengkhawatirkan  karena  kegiatan 
ekonomi  di  kawasan  Asia  Tenggara  semakin  meningkat 
yang  juga  telah  bekerjasama  dengan  Jepang  dan  nega- 
ra-negara maju  Asia  lainnya  seperti  Korea  Selatan, 
Taiwan  dan  Hongkong;  (14)  pembatasan-pembatasan 
yang  dikenakan  oleh  Eropa  Barat  dan  Amerika  Utara 
yang  disebabkan  oleh  kebijaksanaan  ekonomi  dan  re- 
sesi  dapat  berakibat  pada  orientasi  negara-negara  in- 
dustri  di  Asia  akan  beralih  ke  Asia  Tenggara  yang  sema- 
kin menarik  bagi  mereka;  (15)  stabilitas  politik  di  Timur 
Tengah,  Asia  Selatan  dan  ketidakpastian  di  Uni  Soviet 
dan  Eropa  Timur  membuat  Asia  Tenggara  semakin  me- 
narik bagi  para  investor  dan  pengusaha  asing;  (16)  pe- 
ristiwa  Tien  An  Men  memberi  peluang  bagi  ASEAN  un- 
tuk  mengungguli  Cina  guna  menarik  investasi  dan 
usaha  perjalanan,  namun  Cina  suatu  saat  akan  tetap 
menjadi  saingan  yang  kuat  bila  negara  ini  kembali  me- 
mainkan  peranan  sepenuhnya;  (17)  usaha  pariwisata, 
khusushya  di  Asia  Tenggara,  tidak  mudah  terpengaruh 
oleh  keadaan  politik  dan  ekonomi  yang  kurang  me- 
nentu;  (18)  pendapatan  dari  usaha  perjalanan  dan  pari- 
wisata dapat  menggantikan  ekspor  barang-barang  ma- 
nufaktur  sebagai  penghasil  devisa  di  negara-negara 
ASEAN;  (19)  untuk  mengatasi  keadaan  yang  tidak  me- 
nentu  itu,  yang  harus  dilakukan  ASEAN  adalah  men- 
dapatkan  kesempatan  semaksimal  mungkin  akan  me- 
ningkatkan  kerjasama  yang  saling  menguntungkan  ser- 
ta memadukan  antara  pasar  dan  pelayanan  (Angkatan 
Bersenjata,  15-1-1991). 

Dalam  pertemuan  tanggal  13  Januari  1991,  yang  di- 
hadiri  oleh  Direktur  Keuangan  pada  Kementerian  Ke- 
uangan  Brunei  Darussalam,  Dato  Paduka  Haji  Yaakub 
bin  Abu  Bakar,  Wakil  Menteri  Pariwisata  Filipina,  Nar- 
zalina  Z.  Lim,  Menteri  Kebudayaan,  Seni  dan  Pariwisa- 
ta Malaysia,  Dato  Sabbaruddin  Chik,  Menteri  Negara 
Perdagangan  dan  Industri  Smgapura,  Mah  Bow  Tan, 
Gubernur  Badan  Pariwisata  Muangthai,  Dharmoon 
Praohaubmoh  serta  Menteri  Pariwisata  Pos  dan  Tele- 
komunikasi  Indonesia,  dicapai  komunike  bersama  yang 
menegaskan  ASEAN;  (1)  memerlukan  visi  dan  strategi 
baru  untuk  mengembangkan  industri  pariwisatanya 
guna  menghadapi  perubaharhperubahan  politik  dan 
ekonomi  global  yang  sedang  berlangsung;  (2)  sepakat 
untuk  terus  meningkatkan  promosinya  sebagai  tujuan 
wisata  setelah  Visit  ASEAN  Year  1992  usai;  (3)  sepakat 


untuk  melestarikan  warisan  budaya  dan  lingkungan  se- 
bagai bagian  integral  pembangunan  pariwisata;  (4)  se- 
pakat untuk  lebih  meningkatkan  kunjungan  wisata  in- 
tra ASEAN  terutama  di  kalangan  pemuda  guna  mem- 
perkokoh  saling  pengertian  dan  saling  menghargai  di 
antara  sesama  anggota  ASEAN;  (5)  mengakui  bahwa 
peran  pariwisata  semakin  meningkat  dalam  pemba- 
ngunan negara-negara  anggota,  dan  kunjungan  wisata 
intra  ASEAN  memberikan  sumbangan  yang  besar  bagi 
industri  pariwisata  di  kawasan  ini;  (6)  menunjuk  Sub- 
Komite  Pariwisata  ASEAN  untuk  melaksanakan  kese- 
pakatan  yang  dicapai  di  Bandung  (Suara  Karya,  16-1- 
1991). 

Direktur  Eksekutif  Pusat  Informasi  Wisata  ASEAN 
(ASEAN  Tourism  Information  Centre  -  ATIQ  Ab- 
dullah Jonid  mengatakan  kepada  pers  di  Bandung  tang- 
gal 16  Januari  1991  bahwa:  (1)  sedikitnya  25  juta 
wisatawan  asing  diharapkan  berkunjung  ke  kawasan 
ASEAN  pada  Visit  ASEAN  Year  1992;  (2)  target  ini 
dapat  dicapai  meskipun  jumlah  wisatawan  yang  ber- 
kunjung ke  kawasan  ASEAN  pada  1989  baru  tercatat 
16,7  juta  orang;  (3)  ASEAN  akan  menggalakkan  pro- 
mosi  bersama  dengan  negara-negara  anggota  untuk 
menjadikan  kawasan  ini  sebagai  satu  daerah  tujuan  wi- 
sata; (4)  pertumbuhan  pariwisata  ASEAN  dari  tahun  ke 
tahun  terus  meningkat  dan  sasaran  utama  promosinya 
adalah  Jerman,  Australia  dan  Jepang;  (5)  ASEAN  akan 
berupaya  menjaring  wisatawan  di  kawasan  sendiri;  (6) 
masyarakat  anggota  ASEAN  sendiri  harus  menyadari 
pentingnya  kebersamaan  dan  perlunya  meningkatkan 
intra  travel  tour  dengan  membuat  paket-paket  tour  ke 
negara  anggota;  (7)  untuk  mencapai  target  tersebut 
ATIC  akan  mengumpulkan  dana  promosi  dari  tiap-tiap 
negara  anggota  US$500,000;  (8)  Jepang  dan  MEE  telah 
memberikan  sumbangan  untuk  membantu  pembuatan 
bahan  promosi  berupa  brosur,  poster,  calender  of  event 
guna  menyebar  luaskan  informasi  ASEAN  sebagai 
daerah  tujuan  wisata;  (9)  Jepang  mendukung  dana 
untuk  menggalakkan  VAY  1992  di  negaranya;  (10) 
MEE  memberikan  dana  US$2,6  juta  untuk  mempro- 
mosikan  ASEAN  di  Inggris,  Perancis,  Denmark,  Nor- 
wegia,  Swedia  dan  Finlandia;  (11)  dengan  promosi 
yang  gencar  itu,  pada  tahun  1992  ASEAN  akan  dikun- 
jungi  oleh  25  juta  wisatawan  dengan  pemasukan  sekitar 
US$24,6  milyar  dan  lama  tinggal  7-8  hari;  (12)  selain 
menggelarkan  berbagai  atraksi,  ASEAN  berupaya 
menyebar  wisatawan  dengan  membuat  paket-paket 
yang  meliputi  negara-negara  anggota  dan  memberikan 
korting  tiket  pesawat  20-25%,  sehingga  dengan  biaya 
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lebih  murah  wisatawan  asing  dapat  mengunjungi 
negara-negara  ASEAN  (Bisnis  Indonesia,  17-1-1991). 

B.  KERJASAMA  PERDAGANGAN  ASEAN 

-  Perdagangan  Preferensi 

Dewan  Pengembangan  Perdagangan  Singapura  da- 
lam  siaran  persnya  tanggal  3  Januari  1991  mengatakan 
bahwa:  (1)  ASEAN  menambah  lagi  459  barang  yang 
mendapatkan  pengurangan  bea  masuk  jika  diperda- 
gangkan  antara  sesama  negara  anggotanya  dan  semua- 
nya  itu  dimasukkan  dalam  daftar  APTA  (ASEAN 
Preferential  Trade  Agreement) ;  (2)  konsesi  yang  akan 
diberikan  sampai  masa  berlakunya  masa  pengurangan 
bea  1992  berjumlah  1.529  jenis  barang,  Hal  itu  sesuai 
dengan  kesepakatan  Perdagangan  Preferensi  ASEAN 
(APTA);  (3)  barang  tambahan  itu  termasuk  peralatan 
rumah  tangga,  mesin  perkantoran,  mesin  listrik  dan 
non-listrik  lainnya,  minyak  nabati,  produk-produk  ki- 
mia,  tekstil  dan  garmen  serta  produk  kertas;  (4)  langkah 
ini  merupakan  bagian  dari  paket  lima  tahun  APTA 
yang  pertama  kali  dilaksanakan  tahun  1987;  (5)  pro- 
gram perdagangan  preferensi  ASEAN  yang  dimulai  se- 
jak  tahun  1978  bertujuan  untuk  meningkatkan  perda- 
gangan intra  ASEAN,  dan  dalam  tiga  tahun  terakhir 
telah  mencapai  2.514  barang  yang  sudah  dimasukkan  ke 
dalam  APTA;  (6)  sejak  tahun  1987  barang  yang  men- 
dapatkan pengurangan  bea  masuk  telah  meningkat 
menjadi  9.622  jenis  dan  pada  tahun  1991  barang  yang 
memperoleh  pengurangan  bea  masuk  akan  dinaikkan 
lagi  menjadi  4.095  jenis  (Angkatan  Bersenjata, 
3-1-1991). 

C.  KERJASAMA   INDUSTRI   MINERAL  DAN 
ENERGI 

-  Kerjasama  Perminyakan  ASEAN 

Pertemuan  Perusahaan  Minyak  Negara-negara 
ASEAN  beriangsung  di  Manila  tanggal  3-4  Januari  1991 
diikuti  oleh  wakii-wakil  perusahaan  minyak  negara  se- 
perti,  Petronas  dari  Malaysia,  Pertamina  dari  Indone- 
sia, Petroleum  Authority  of  Thailand  dari  Muangthai, 
Singapore  Petroleum  Co.  dari  Singapura  dan  Unit 
Minyak  pada  Kementerian  Keuangan  Brunei  serta 
PNOC,  untuk  membahas  mekanisme  pembagian 
minyak  dan  menetapkan  berapa  banyak  Indonesia,  Ma- 
laysia dan  Brunei  dapat  bcrbagi  minyak  dengan  Singa- 
pura, Muangthai  dan  Filipina  jika  terjadi  perang  Teluk. 


Wakil  Presiden  Perusahaan  Minyak  Nasional  Fili- 
pina (Philippine  National  Oil  Co.) ,  Orlando  Galang 
mengatakan  kepada  pers  di  Manila  tanggal  3  Januari 
1991  bahwa:  (1)  pertemuan  akan  menentukan  seberapa 
banyak  produser  minyak  dapat  menyediakan  minyak 
kepada  negara  anggota  ASEAN  lainnya  yang  tidak 
mempunyai  penghasilan  di  sektor  ini;  (2)  ASEAN  akan 
bersiap-siap  dan  jika  perlu  akan  melakukan  pembagian 
minyak  sehingga  tidak  kebingungan;  (3)  jika  perang 
Teluk  terjadi,  ASEAN  akan  melakukan  sistem  pemba- 
gian minyak  darurat  sesuai  dengan  mekanisme  yang 
disepakati  sejak  akhir  1970-an;  (4)  para  pejabat  permi- 
nyakan akan  menuntaskan  penyelesaian  masalah  yang 
mungkin  timbul  dalam  pelaksanaan  mekanisme  pemba- 
gian minyak  dan  akan  menentukan  seberapa  banyak 
minyak  yang  tersedia  dengan  skenario  tertentu;  (5)  me- 
reka  akan  mempertimbangkan  apakah  produser  minyak 
perlu  meningkatkan  produksinya  untuk  memenuhi  per- 
mintaan;  (6)  meskipun  perang  Teluk  terjadi  produksi 
minyak  di  Timur  Tengah  belum  tentu  terhenti,  namun 
masalahnya  adalah  bagaimana  mendapatkan  minyak 
dari  luar  negara  Teluk;  (7)  selama  ini  Filipina  mengim- 
por  sekitar  80%  kebutuhan  minyaknya  dari  Timur 
Tengah  dan  diperkirakan  akan  menggunakan  mekanis- 
me pembagian  minyak  jika  terjadi  perang  Teluk;  (8) 
hingga  kini  negaranya  telah  menimbun  minyak  yang 
setara  untuk  kebutuhan  60-70  hari;  (9)  konsumsi 
minyak  harian  rata- rata  di  Filipina  240.000  barrel, 
Singapura  100.000  barrel,  dan  Muangthai  450.000  bar- 
rel (Pe//7ff,  4-1-1991). 

Hasil  pertemuan  antara  lain:  (1)  menegaskan  ken> 
ball  komitmen  mereka  jika  perang  Teluk  terjadi;  (2)  se- 
tiap  negara  anggota  di  kawasan  ASEAN  yang  keku- 
rangan  persediaan  minyak  lebih  dari  20%  dapat  menca- 
ri  bantuan  berdasarkan  APSA;  (3)  hasil  pertemuan  ini 
akan  disampaikan  kepada  para  Menteri  Ekonomi 
ASEAN  untuk  disahkan  {Antara,  5-1-1991). 


III.  KERJASAMA  NON-EKONOMI 

-  PERTEMUAN  KELOMPOK  KERJA  RTFV  ASEAN 
KE-6 

Pertemuan  Kelompok  Kcrja  Radio,  Teievisi,  Film 
dan  Video  (RTFV)  ASEAN  ke-6  beriangsung  di  Kuala 
Lumpur  tanggal  27  November  1990  untuk  membahas 
peran  serta  dan  rasa  kebersamaan  ASEAN.  Pertemuan 
dihadiri  oleh  utusan  dari  Badan  Penyiaran  Singapura 
(SBQ,  Radio  dan  Teievisi  Brunei,  Biro  Humas  Kemen- 
terian Penerangan  Muangthai,  Biro  Penerangan  Ke- 
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menterian  Luar  Negeri  Filipina  dan  Radio  Televisi  Ma- 
laysia (RTM). 

Sekretaris  Urusan  Parlemen  pada  Kementerian  Pe- 
nerangan  Malaysia,  Fauzi  Abdul  Rahman,  mengatakan 
pada  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  proyek- 
proyek  yang  dilaksanakan  ASEAN  agar  diselaraskan 
dengan  upaya  menuju  penciptaan  rasa  kebersaraaan  di 
antara  penduduk  negara  anggota  ASEAN;  (2)  jika  ber- 
bicara  mengenai  ASEAN  berarti  membicarakan  pen- 
duduk sekitar  300  juta  jiwa,  maka  rakyat  ASEAN  yang 
seharusnya  menghormati  dan  menghargai  ASEAN 
terlebih  dahulu;  (3)  jika  seluruh  sumber  daya  manusia 
dan  alam  yang  ada  di  antara  negara  anggota  ASEAN 
digabungkan  dan  stabilitas  politik  terjamin,  maka 
ASEAN  akan  menjadi  kawasan  makmur;  (4)  harus  dia- 
dakan  usaha  untuk  menanamkan  rasa  kebersamaan  dan 
peran  serta  yang  wajar  di  antara  rakyat  ASEAN;  (5)  de- 
ngan Tahun  Kunjungan  ASEAN  1992  seluruh  rakyat 
ASEAN  dapat  memainkan  peranan  positif  untuk  men- 
ciptakan  kebersamaan  yang  sungguh-sungguh;  (6)  ko- 
munikasi  melalui  radio,  televisi  dan  film  telah  membuat 
negara- negara  anggota  ASEAN  semakin  erat  {Antara, 
28-11-1990). 


IV.  KKRJASAMA  NON-PKMKRINTAHAN 

A.  KERJASAMA  PEMUDA  ASEAN 

Pertemuan  segitiga  delegasi  pemuda- Indonesia,  Ma- 
laysia dan  Singapura  berlangsung  di  Batam  tanggal 
14-15  Desember  1990,  yang  dihadiri  oleh  Menpora  Rl, 
Akbar  Tanjung,  Menteri  Bella  dan  Sukan  Malaysia, 
Annuar  Musa  dan  Menteri  Kesehatan  merangkap  Ketua 
Dewan  Nasional  Pemuda  Singapura,  Yeo  Cheow  Tong, 
serta  para  pejabat  senior  kepemudaan  untuk:  (1)  me- 
nyelesaikan  beberapa  kertas  kerja  yang  menyangkut 
masalah  kepemudaan  balk  di  tiga  negara  maupun 
ASEAN;  (2)  menentukan  Hari  Pemuda  ASEAN  dan 
pembentukan  sistem  informasi  kepemudaan  ASEAN; 
(3)  mempersiapkan  program  pemuda  guna  mendukung 
kegiatan  "Visit  ASEAN  Year  1992";  (4)  bertukar  pan- 
dangan  mengenai  masalah  kepemudaan  guna  menyam- 
but  pertemuan  pemuda  ASEAN  yang  akan  dilaksana- 
kan pada  bulan  Februari  1991,di  Singapura.  Pertemuan 
itu  juga  akan  membahas  rencana  untuk  meningkatkan 
pengajaran  bahasa  Inggris  maupun  pengetahuan  ten- 
tang  masalah  internasional. 


Pada  akhir  pertemuan  mereka  sepakal:  (1)  untuk 
mengusulkan  tanggal  8  Agustus  yang  merupakan  tang- 
gal berdirinya  ASEAN  sebagai  "Hari  Pemuda  ASEAN 
yang  akan  mulai  dicanangkan  pada  tahun  1992  dan  ber- 
tepatan  dengan  Tahun  Kunjungan  Wisata  ASEAN. 
Penetapan  tanggal  ini  selain  untuk  mendukung  program 
pariwisata  ASEAN  juga  untuk  memperingati  25  lahun 
kerjasama  ASEAN;  (2)  akan  menjajaki  kemungkinan 
menyelenggarakan  pertemuan  Tingkat  Menteri  Pemuda 
se  ASEAN  secara  berkala;  (3)  pertemuan  trilateral  ini 
akan  memprogramkan  pertemuan  bilateral  dengan  Bru- 
nei Darussalam,  Filipina,  Muangthai,  serta  antara  Ma- 
laysia dan  Singapura;  (4)  uniuk  mengaktifkan  Komile 
Kerjasama  Pemuda  ASEAN  (CAYC)  dan  akan  mem- 
bentuk  sistem  informasi  pemuda  ASEAN;  (5)  untuk 
bertemu  kembali  di  Singapura  tanggal  26-28  Februari 
1991  dalam  forum  ke-8  Sub-Komite  ASEAN  Urusan 
Pemuda.  Mereka  juga  mendesak  agar  hasil-hasil  perte- 
muan ini  diikuti  dengan  program-program  nyaia  (  An- 
tara, 17-1-1990). 

Seusai  pertemuan,  Menteri  Kesehatan  merangkap 
Ketua  Dewan  Nasional  Pemuda  Singapura,  Yeo  Cheow 
Tong,  mengatakan  kepada  pers  bahwa:  (1)  Menpora 
Akbar  Tanjung  telah  mengambil  kebijakan  yang  tepat 
dengan  memilih  Batam  sebagai  lempat  konperensi  segi- 
tiga; (2)  segitiga  pertumbuhan  (triangle  growth)  yang 
meliputi  Riau,  Johor  dan  Singapura  agar  dinamakan 
"Segitiga  Pemuda";  (3)  para  menteri  agar  memusatkan 
perhatian  pada  pembinaan  generasi  muda  pada  saat  ter- 
jadi  peredaan  ketegangan  antara  blok  Barat  dan  Timur; 
(4)  di  masa  mendatang  peluang  perdagangan  akan  me- 
ningkat  meskipun  akan  diikuti  dengan  persaingan-per- 
saingan;  (5)  negara- negara  yang  bekerjasama  akan  me- 
nempati  posisi  yang  baik  dan  memperoleh  kemajuan 
untuk  menghadapi  persaingan  itu. 

Menteri  Belia  dan  Sukan  Malaysia,  Annuar  Musa 
mengatakan  bahwa:  (1)  pertemuan  telah  menghasilkan 
program- program  nyata;  (2)  negara  anggota  ASEAN 
agar  bertukar  informasi  tentang  pembinaan  generasi 
muda  dan  mengadakan  pertukaran  tenaga  ahli  untuk 
meningkatkan  kualitas  generasi  muda  ASEAN;  (3)  par- 
tisipasi  para  ahli  akan  memberikan  dorongan  yang 
besar  bagi  pengembangan  generasi  muda;  (4)  pertemuan 
ini  tidak  akan  ada  artinya  jika  tidak  menghasilkan 
program- program  yang  nyata  {  Jakarta  Post,  17-12- 
1990). 

Seusai  pertemuan  antara  Menpora,  Ir.  Akbar  Tan- 
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jung  dan  mantan  Menpora  Malaysia  yang  kini  menjadi 
Menhankam  Malaysia,  Datuk  Nadjib  bin  Tun  Abdul 
Razak,  di  Jakarta,  Kepala  Humas  Menpora  Drs.  B.  Ari- 
tonang  mengatakan  kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  8 
Januari  1991  bahwa:  (1)  sistem  informasi  pemuda 
ASEAN  yang  telah  lama  tidak  aktif  akan  diaktifkan 
kembali;  (2)  pengaktifan  ini  dimaksudkan  untuk  me- 
nunjang  informasi  di  kalangan  pemuda  ASEAN.  Da- 
lam  pembicaraan  di  Batam  pertengahan  Desember  1990 
selain  mendukung  rencana  tersebut,  Menpora -Malaysia 
Anwar  Musa  juga  bersedia  untuk  merumuskan  perlu- 
nya  peringatan  Hari  Pemuda  ASEAN  (ASEAN  Youth 
Day)  dan  nierintis  Visit  ASEAN;  (3)  Menhankam  Ma- 
laysia minta  kepada  Menpora  agar  hubungan  persaha- 
batan  ini  terus  dilanjutkan  dan  tidak  terputus  hanya 
karena  perbedaan  jabatan  serta  meminta  agar  kerjasa- 
ma  yang  dirintis  selama  ini  secepatnya  dikonkritkan 
karena  tujuannya  ke  Indonesia  saat  ini  adalah  untuk 
merealisasi  kerjasama  yang  telah  dirintis  selama  ini 
{Pelita,  9-1-1991). 


V.  MASALAH  KEAMANAN 

-  KERJASAMA  KEAMANAN 

Ketika  menerima  kunjungan  kehormatan,  Kepala 
Staf  Angkatan  Bersenjata  Filipina,  Jenderal  Renato  S. 
De  Vila,  di  Jalan  Cendana  Jakarta  tanggal  5-1-1991, 
Presiden  Soeharto  mengatakan  bahwa:  (1)  masalah 
yang  harus  diatasi  pemerintah  Filipina  bukan  hanya 
aspek  politik  dan  keamanan,  tetapi  juga  aspek-aspek 
ekonomi,  sosial  dan  budaya;  (2)  negara-negara  ASEAN 
diharapkan  terus  meningkatkan  ketahanan  nasionalnya 
masing-masing,  karena  hal  ini  akan  mampu  mencipta- 
kan  ketahanan  regional;  (3)  ketahanan  nasiortal  sangat 
diperlukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat 
di  seluruh  negara  anggota  ASEAN  {Suara  Karya,  7-1- 
1991). 


VI.  HUBUNGAN  ASEAN  DENGAN  MITRA  DIA- 
LOG 


B.  KERJASAMA  LINGKUNGAN  HIDUP 

Seminar  masalah  Lingkungan  Hidup  ASEAN  akan 
berlangsung  di  Banda  Aceh  tanggal  14  Januari  1991 
dengan  tema  "Membina  Lingkungan  Hidup  Dalam 
Upaya  Meningkatkan  Martabat  Manusia.  Seminar  akan 
dihadiri  oleh  250  ulama  dan  ilmuwan  dari  berbagai 
disiplin  ilmu,  45  orang  di  antaranya  dari  Malaysia, 
Singapura,  Brunei  Darussalam  dan  Muangthai,  untuk 
membahas  15  kertas  kerja  yang  terdiri  atas  makalah 
kunci,  undangan  dan  sumbangan. 

Sekretaris  Panitia  Pelaksana  Seminar  dari  Indone- 
sia, Zainal  Arifin  Siregar,  mengatakan  kepada  pers  di 
Banda  Aceh  tanggal  12  Desember  1990  bahwa:  (1)  Wali- 
kota  Padang,  Sjahrul  Udjud  SH,  dan  Walikota  Bogor, 
HM  Suratman,  akan  membicarakan  pengalamannya 
rhembina  keserasian  lingkungan  hidup,  sedangkan  Wa- 
likota Banda  Aceh,  Drs.  Baharuddin  Yahya,  akan 
membahas  Cita-cita  dan  Rencana  Membina  Banda 
Aceh  Menjadi  Kota  Beriman;  (2)  utusan  Singapura 
akan  membahas  Cara  Membina  Singapura  Menjadi 
Kota  Terbersih  di  Asia  Tenggara;  (3)  pertemuan  akan 
dibuka  oleh  Menteri  Kependudukan  dan  Lingkungan 
Hidup  Indonesia,  Prof. Dr.  Emil  Salim  dan  ditutup  oleh 
Menparpostel,  Soesilo  Soedarman  {Angkatan  Bersenja- 
ta. 14-12-1990), 


-  HUBUNGAN  ASEAN- JERMAN 

Duta  Besar  Republik  Federal  Jerman,  Theodor 
Wallau,  mengatakan  pada  acara  penandatanganan  nas- 
kah  Pengaturan  Pelaksanaan  Dana  Studi  dan  Keahlian 
bagi  negara-negara  ASEAN  di  Jakarta  tanggal  10  Ja- 
nuari 1991  bahwa:  (1)  Jerman  memberikan  bantuan 
US$1  juta  kepada  negara  anggota  ASEAN  yang  meru- 
pakan  kelanjutan  dan  perluasan  bantuan  yang  sebelum- 
nya  bersifat  bilateral;  (2)  tujuan  pemberian  dana  itu  un- 
tuk meningkatkan  kerjasama  di  antara  negara  anggota 
ASEAN;  (3)  dana  ini  dimanfaatkan  untuk  pembiayaan 
program  pertukaran  pengetahuan  di  berbagai  bidang  se- 
perti  perlindungan  tanaman,  pengelolaan  hutan  berke- 
sinambungan,  balai  latihan  kerja  dan  alih  teknologi;  (4) 
kerjasama  antara  Barat  dan  Timur  serta  bantuan  dari 
Utara  ke  Selatan  masing-masing  tidak  berdiri  sendiri  te- 
tapi saling  melengkapi;  (5)  melalui  program  ini  Jerman 
berupaya  memenuhi  sasaran  dari  rencana  Buenos  Aires 
untuk  meningkatkan  dan  mengimplementasikan  "Ker- 
jasama Teknik  Sesama  Negara-negara  Berkembang" 
(TODQ  yang  telah  diterima  oleh  138  negara  pada  tahun 
1978;  (6)  TODC  adalah  program  yang  dirancang  untuk 
membantu  dan  mendukung  negara-negara  berkembang 
guna  memperkuat  proses  perkembangannya  melalui 
pertukaran  sumber  daya  dan  pcrsonil  di  antara  mereka; 
(7)  program  Jerman-ASEAN  ini  mencerminkan  partisi- 
pasi  pemerintah  Jerman  untuk  membantu  ekonomi  dan 
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sosial  negara  berkembang;  (8)  Jerman  ingin  menunjang 
kerjasama  regional  sehingga  memungkinkan  negara- 
negara  berkembang  berintegrasi  di  dalam  perekonomi- 
an  dunia;  (9)  meskipun  ada  perubahan-perubahan  di 
Jerman  dan  Eropa,  Jerman  akan  terus  memenuhi  tang- 
gung  jawabnya  pada  negara-negara  berkembang  {An- 
tara.  10-1-1991). 

Sementara  itu,  Sekretaris  Jenderal  ASEAN  Rusli 
Noor  mengatakan  bahwa:  (1)  bantuan  Jerman  itu  sa- 
ngat  efektif  untuk  mengembangkan  proyek  percontoh- 
an  seperti  program  peningkatan  sumber  daya  dan  per- 
sonil  di  antara  negara  berkembang  yang  selama  ini  disa- 
lurkan  melalui  TODC;  (2)  cara  ini  dipandang  lebih 
menghemat  biaya  sekaligus  meningkatkan  kepercayaan 
diri  secara  kolektif  di  antara  mereka;  (3)  Malaysia  seba- 
gai  negara  penghasil  karet  cukup  potensial  untuk  dijadi- 
kan  proyek  percontohan  bagi  pengelolaan  hutan  berke- 
sinambungan;  (4)  penerapan  dan  alih  teknologi  dilaksa- 
nakan  melalui  program  pelatihan  dan  seminar-seminar; 
(5)  proyek-proyek  baru  yang  berhubungan  dengan  pro- 
gram yang  menjadi  kesepakatan  bersama  di  antara 
negara  anggota  ASEAN  akan  diusulkan  melalui  komite 
yang  ada  dan  selanjutnya  diajukan  ke  negara  pemberi 
bantuan  seperti  Jerman  {Antara,  10-1-1991). 


VI.  USAHA  ASEAN  MEMBANTU  PENYELESAI- 
AN  KONFLIK  KAMBOJA 

-  PERTEMUAN  ANGGOTA  SNC  DENGAN  KETUA 
BERSAMA  PICO 

Pertemuan  anggota  SNC  dengan  Ketua  Bersama 
PICC,  berlangsung  di  Paris  tanggal  21-23  Desember 
1990,  untuk  membahas  rencana  proses  perdatnaian 
Kamboja. 

Menteri  Luar  Negeri  Perancis,  Roland  Dumas,  me- 
ngatakan pada  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1) 
faksi-faksi  Kamboja  yang  bertikai  hendaknya  menghen- 
tikan  perselisihan  dan  menyadari  bahwa  pemecahan  de- 
ngan cara  militer  tidak  menyelesaikan  masalah;  (2) 
masyarakat  internasional  tidak  akan  memperhatikan 
masalah  Kamboja,  jika  pihak-pihak  di  Kamboja  tidak 
mempunyai  kemauan  politik  untuk  mencapai  penyele- 
saian  mereka;  (3)  pihak-pihak  di  Kamboja  agar  menun- 
jukkan  rasa  tanggung  jawab  pada  pertemuan  SNC;  (4) 
akibat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  faksi-faksi  yang 


bertikai,  SNC  telah  tiga  bulan  ini  belum  mengadakan 
pertemuan  {Antara,  22-12-1990). 

PM  Kamboja,  Hun  Sen,  mengatakan  pada  perte- 
muan itu  bahwa:  (1)  bangsa  Kamboja  melalui  SNC 
akan  memutuskan  di  antara  mereka  sendiri  tentang  ke- 
kuasaan  apa  saja  yang  akan  didelegasikan  kepada  PBB; 
(2)  bangsa  Kamboja  akan  mengambil  langkah  untuk 
mencegah  setiap  pemberontakan  rezim  genocide  Pol 
Pot;  (3)  peranan  PBB  dalam  penyelesaian  masalah 
Kamboja  harus  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  de- 
ngan Piagam  PBB;  (4)  Kamboja  tidak  harus  ditempat- 
kan  di  bawah  pengawasan  negara  lain  atau  organisasi 
internasional;  (5)  hanya  rakyat  Kamboja  yang  berhak 
menentukan  masa  depannya  dengan  pemilu  sebagai 
kunci  solusi  politik;  (6)  tiga  prinsip  dasar  untuk  penyele- 
saian Kamboja  adalah:  (a)  menghargai  kemerdekaan 
dan  kedaulatan  Kamboja;  (b)  penghormatan  terhadap 
Piagam  PBB;  (c)  jaminan  bahwa  rezim  genocide  Pol 
Pot  tidak  akan  kembali  berkuasa;  (7)  penerapan  gen- 
catan  senjata  di  seluruh  wilayah  Kamboja,  pemilu  yang 
bebas,  serta  pengakhiran  bantuan  militer  asing  {Kom- 
pas,  22-12-1990). 

Pertemuan  SNC  ini  berakhir  tanpa  persetujuan  ren- 
cana perdamaian  yang  diprakarsai  PBB.  Namun  mere- 
ka menyatakan  bahwa  rezim  Kamboja  dukungan  Viet- 
nam dan  ketiga  kelompok  perlawanan  setuju  untuk  se- 
gera  berkumpul  kembali  guna  membahas  cetak  biru 
yang  diprakarsai  PBB  {Suara  Pembaruan,  23-12-1990). 

Para  anggota  SNC  menerima  kerangka  perdamaian 
yang  diajukan  Indonesia  dan  Perancis  sebagai  dasar  pe- 
nyelesaian konflik  Kamboja.  Rancangan  penyelesaian 
mmye.\\ir\i\\(Comprehensive  Political  Settlement-  CPS) 
itu  disusun  pada  tanggal  26  November  1990  oleh  Co- 
Chairman  PCC,  Indonesia  dan  Perancis  bersama  lima 
anggota  tetap  DK  PBB,  terdiri  atas  tiga  rancangan 
persetujuan  utama  sebagai  dasar  penyelesaian  konflik 
yakni:  (1)  suatu  rancangan  persetujuan  utama  yang 
mencakup  unsur-unsur  utama  dari  suatu  penyelesaian 
menyeluruh  yang  terdiri  atas  32  provinsi  dengan  lima 
annex  masing-masing  menyangkut  mandat  yang  diusul- 
kan untuk  UNTAC  (otoritas  sementara  PBB  untuk 
Kamboja);  (2)  suatu  rancangan  persetujuan  me- 
nyangkut kedaulatan,  kemerdekaan,  integritas  dan  keu- 
tuhan  wilayah,  netralitas  dan  persatuan  nasional  Kam- 
boja; (3)  suatu  rancangan  deklarasi  tentang  rehabilitasi 
dan  rekonstruksi  Kamboja  {Antara,  27-12-1990). 


Timbangan  Buku 


Dekat  di  Mata  Tapi  Jauh  di  Hati 


Australia  dan  Indonesia  adalah  dua  tetangga  yang  aneh.  Meski  secara  geografis  berde- 
katan,  namun  mereka  merasa  asing  satu  sama  lain.  Buku  yang  terdiri  atas  16  bab  ini 
membahas  tentang  hubungan  kedua  negara  dari  masa  ke  masa,  pengaruh  kekuatan- 
kekuatan  besar  terhadap  kawasan  Asia  Tenggara,  dan  juga  hubungan  kedua  negara  di- 
tinjau  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  politik  dan  strategi. 


Strange  Neighbours:  The  Australia-Indone- 
sia Relationship  oleh  Desmond  Ball  &  Helen 
Wilson.  North  Sydney:  Allen  and  Unwin 
Australia  Pty.  Ltd.,  1991,  268  hal. 

BUKU  tentang  "Tetangga- tetangga 
yang  Asing"  ini  merupakan  buku 
yang  patut  dibaca  oleh  para  maha- 
siswa,  akademisi,  poUtisi,  pengambil  kepu- 
tusan  ataupun  masyarakat  luas.  Buku  ini 
merupakan  rangkuman  beberapa  makalah 
yang  diajukan  pada  Seminar  Australia- 
Indonesia  ke-5  yang  diadakan  di  Kampus 
Universitas  Nasional  Australia,  Canberra, 
26-27  Mei  1989.  Ada  enam  isyu  penting  yang 
dibahas  dalam  seminar  ke-5  tersebut.  Perta- 
ma,  pengaruh  kekuatan-kekuatan  besar  di 
kawasan  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  Selatan. 
Isyu  ini  dibahas  oleh  Tony  Kevin,  staf  De- 
partemen  Luar  Negeri  dan  Perdagangan 
Australia  (Chapter  3).  Dari  pihak  Indonesia, 
Djisman  S.  Simandjuntak  membahas  impli- 
kasi  perubahan  terakhir  ekonomi  dunia  ter- 
hadap kawasan  Asia  Tenggara  (Chapter  4). 
Kedua,  perkembangan-perkembangan  dan 


tantangan-tantangan  di  Papua  Nugini  khu- 
susnya  dan  Pasifik  Selatan  pada  umumnya 
yang  masing-masing  dibahas  oleh  Jusuf  Wa- 
nandi  dari  CSIS  (Chapter  5)  dan  David 
Hegarty  dari  ANU  (Chapter  6).  Ketiga, 
perkembangan-perkembangan  dan  tantang- 
an-tantangan di  Kamboja,  dibahas  oleh 
Gary  Klintworth  (Chapter  7)  dan  Sabam  Sia- 
gian  (Chapter  8).  Keempat,  perkembangan- 
perkembangan  dan  tantangan-tantangan  di 
Filipina  secara  khusus  dibahas  oleh  Reynal- 
do  C.  Ileto.  Kelima,  dimensi-dimensi  buda- 
ya,  politik  dan  strategi  dalam  hubungan 
Indonesia-Australia,  masing-masing  oleh 
Goenawan  Mohamad,  Andrew  Maclntyre 
dan  Hasnan  Habib.  Keenam,  isyu- isyu  ten- 
tang perdagangan  dan  investasi  bilateral, 
masing-masing  dibahas  oleh  Mari  Pangestu 
dan  Hal  Hill. 

Diskusi  ini  dibuka  oleh  Senator  Gareth 
Evans,  Menlu  Australia,  yang  memberikan 
latar  belakang  sejarah  hubungan  kedua 
negara,  peranan  dirinya  dalam  membina  hu- 
bungan kedua  negara  lewat  pembentukan 
Australia- Indonesia  Institute,  dan  juga  ha- 
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rapannya  agar  seminar  tidak  hanya  memba- 
has  perbedaan-perbedaan  antara  kedua 
negara  melainkan  juga  persamaan  kepen- 
tingan  serta  kerjasama  yang  erat  antara 
Indonesia-Australia  di  fora  internasional 
(Chapter  1).  Dalam  kata  pembukaannya 
Menlu  Evans  mengatakan,  "Tiada  dua 
tetangga  di  mana  pun  di  dunia  ini  yang  be- 
gitu  berbeda,  dalam  hal  sejarah,  budaya, 
penduduk,  serta  tradisi-tradisi  politik  dan 
sosial,  seperti  Australia  dan  Indonesia"  (hal. 
1).  Perbedaan-perbedaan  yang  sangat  me- 
nyolok  tersebut  tidak  jarang  menjadi  kenda- 
la  yang  cukup  kuat  terhadap  hubungan  ke- 
dua negara.  Seminar  di  ANU  tersebut, 
seperti  juga  seminar- seminar  sebelumnya 
yang  diadakan  di  ANU  di  Universitas  Grif- 
fith ataupun  di  CSIS,  pada  intinya  ingin 
.  mencari  titik  temu  dan  saling  pengertian 
bukan  saja  di  antara  dua  pemerintahan  tapi 
juga  di  antara  masyarakat  dan  elite  politik 
Indonesia  dan  Australia. 

Sementara  itu,  Harry  Tjan  Silalahi  dari 
CSIS  juga  membahas  arah  positif  hubungan 
RI-Australia  dalam  dua  tahun  terakhir, 
1986-1988  (Chapter  2).  Diskusi  ini  ditutup 
oleh  kesimpulan-kesimpulan  yang  dibuat 
oleh  Jusuf  Wanandi  (Chapter  15)  dan  bekas 
Dubes  Australia  di  Indonesia,  Bill  Morrison 
(Chapter  16). 

Di  dalam  Chapter  3,  Tony  Kevin  secara 
mendetail  membahas  perubahan-perubahan 
lingkungan  strategis  di  kawasan  Asia-Pasi- 
fik.  Di  sini  ia  mengatakan  bahwa  peran  Je- 
pang,  Cina  dan  India  sebagai  kekuatan- 
kekuatan  regional  akan  semakin  besar  di 
masa  mendatang.  Dari  sudut  ekonomi, 
Muangthai  telah  membuka  jalan  untuk  me- 
nyatukan  negara-negara  Asia  Tenggara  di 
luar  ASEAN,  seperti  Myanmar,  Laos  dan 
Kamboja  ke  dalam  sistem  ekonomi  pasar. 
Meski  saat  ini  upaya  Muangthai  tersebut 
masih  untuk  kepentingan  dirinya,  namun  di- 


harapkan  akan  tercipta  suatu  kerjasama 
ekonomi  yang  baik  di  Asia  Tenggara.  Di  sini 
juga  terbuka  jalan  yang  makin  lebar  bagi 
Australia  dan  Indonesia  untuk  semakin  erat 
bekerjasama  demi  pembangunan  ekonomi 
dan  stabilitas  kawasan  Asia  Tenggara.  Se- 
dangkan  Djisman  S.  Simandjuntak  di  dalam 
Chapter  4  menekankan  perlunya  diperluas 
kerjasama  ekonomi  regional  di  Asia  Teng- 
gara. Djisman  secara  luas  juga  menganalisa 
terjadinya  proses  penyesuaian  struktural 
dalam  tata  ekonomi  regional. 

Di  dalam  Chapter  5  dan  6,  Jusuf  Wanan- 
di dan  David  Hegarty  secara  mendetail 
menganalisa  perkembangan  terakhir  di  ka- 
wasan Pasifik  Selatan.  Hegarty  secara  gam- 
blang  mengatakan  adanya  persaingan  kepen- 
tingan antara  Indonesia  dan  Australia  di  ka- 
wasan Pnsifik  Selatan.  Hal  ini  tampak  me- 
nonjol  dalam  kasus  perkembangan  di  Fiji  se- 
jak  kudeta  militer  1987  yang  dipimpin  oleh 
Kolonel  Rabuka,  di  mana  Indonesia  tak 
mendapatkan  masalah  dalam  membina  hu- 
bungan dengan  rezim  baru  di  Fiji,  sedang- 
kan  Australia  tak  bisa  menggunakan  penga- 
ruh  kekuatan  ekonominya  untuk  mengubah 
apa  yang  terjadi  di  Fiji.  Tampaknya,  Indo- 
nesia memang  ingin  memainkan  peranan 
yang  besar  di  kawasan  tersebut,  seperti  tam- 
pak dari  pendekatan-pendekatannya  terha- 
dap Fiji,  PNG  dan  beberapa  negara  yang 
berumpun  Melanesia.  Namun  demikian 
perlu  diutarakan  bahwa  bagaimanapun  In- 
donesia tidak  bisa  menggantikan  peranan 
besar  yang  dimainkan  Australia  di  kawasan 
tersebut  karena  Indonesia  tak  memiliki  ke- 
kuatan ekonomi  yang  memadai-  untuk  ber- 
main  di  kawasan  Pasifik  Selatan.  Selain  itu, 
di  mata  Indonesia,  PNG  tetap  negara  ter- 
penting  di  kawasan  Pasifik  Selatan. 

Jusuf  Wanandi  juga  menggambarkan 
bagaimana  perkembangan  hubungan  segiti- 
ga  Indonesia-Australia-PNG.  Bill  Morrison 
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tak  menerima  pendapat  Wanandi  tentang 
adanya  hubungan  segitiga  tersebut,  karena 
seolah-olah  PNG  masih  berada  di  bawah 
bayang-bayang  pengaruh  Australia.  Apa 
yang  dikatakan  Wanandi  sebenarnya  masuk 
akal.  Sebagai  contoh,  walau  hubungan  RI- 
PNG  semakin  erat,  sebenarnya  masih  ada 
kecurigaan    PNG    terhadap  Indonesia 
sehingga  PNG  masih  perlu  payung  pertahan- 
an  dari  Australia.  Hal  ini  tampak  secara 
mencolok    dari   adanya   perjanjian  per- 
tahanan  antara  PNG-Australia  yang  meru- 
pakan  bagian  dari  "Join  Declaration  of 
Principles  Guiding  Relations  Between  PNG 
and  Australia"  pada  Desember  1987.  Pada- 
hal,  setahun  sebelumnya  PNG  dan  Indo- 
nesia telah  menandatangani  "Treaty  of 
Mutual  Respect,  Friendship  and  Co-opera- 
tion". Saat  ini  Australia  tampaknya  juga 
khawatir  akan  perkembangan  kerjasama 
pertahanan  antara  RI-PNG  di  masa  datang, 
khususnya  sejak  kunjungan  Panglima  ABRI 
Jenderal  Try  Sutrisno  ke  Port  Moresby  ta- 
hun  lalu.  Australia  amat  khawatir  bahwa 
pengaruhnya  di  PNG  akan  berkurang  de- 
ngan  adanya  upaya-upaya  dari  Indonesia. 
Sebenarnya  Australia  tak  perlu  khawatir  ter- 
hadap upaya  positif  Indonesia  di  Pasifik 
Selatan,  khususnya  di  PNG,  karena  bagai- 
manapun  hal  ini  akan  menunjang  stabilitas 
di  kawasan  tersebut. 

Wanandi,  tampaknya,  akan  tetap  dike- 
nang  di  PNG  sebagai  salah  seorang  arsitek 
bagi  hubungan  baik  Jakarta-Port  Moresby, 
karena  dialah  yang  mengimplementasikan 
keinginan  bekas  Menlu  Mochtar  Kusumaat- 
madja  untuk  mengadakan  dialog  tetap  an- 
tara PNG-Indonesia.  Adalah  Jusuf  Wanan- 
di pula  yang  menganjurkan,  lewat  Dialog 
Indonesia-Australia  ke-3  di  Universitas  Grif- 
fith, Dialog  Indonesia-PNG  Pertama  di  Port 
Moresby,  dan  juga  artikelnya  di  Far  Eastern 


Economic  Review  di  tahun  1984,  agar  PNG 
menjadi  anggota  ASEAN  dan  agar  ASEAN 
mengundang  PNG  menjadi  anggota  resmi 
(lihat  Edward  P.  Wolfers,  Beyond  the 
Border:  Indonesia  and  Papua  New  Guinea, 
South-east  Asia  and  the  South  Pacific, 
Waigani  and  Sufa,  The  University  of  Papua 
New  Guinea  Press  and  The  Institute  of 
Pacific  Studies,  University  of  South  Pacific, 
1988,  hal.  94  dan  Ml;  Far  Eastern  Economic 
Review,  16  August  1984,  hal.  34).  Namun 
setelah  PNG  memohon  untuk  menjadi  ang- 
gota ASEAN,  ternyata  akhirnya  ditolak  oleh 
ASEAN  dengan  alasan  PNG  bukan  negara 
Asia  Tenggara  dan  telah  menjadi  anggota 
Forum  Pasifik  Selatan.  Hal  ini  tampaknya 
membuat  PNG  kehilangan  muka,  walau 
negeri  ini  akhirnya  menandatangani  Treaty 
of  Amity  and  Co-operation  in  Southeast. 
Asia  pada  1989. 

Chapter  7  dan  8  membahas  perkembang- 
an politik  di  Kamboja.  Baik  Sabam  Siagian 
maupun  Gary  Klinworth  amat  optimis  bah- 
wa penyelesaian  politik  menyeluruh  atas 
Kamboja  akan  dicapai  pada  akhir  1989  atau 
tak  lama  setelah  itu.  Ternyata  sampai  saat 
inipun  belum  terdapat  penyelesaian  atas  ma- 
salah  tersebut.  Satu  hal  yang  menarik, 
Sabam  secara  implisit  mengungkapkan  ada- 
nya persaingan  antara  Indonesia  dan  Austra- 
lia dalam  penyelesaian  masalah  Kamboja. 
Bagi  Sabam,  Indonesia- lah  yang  bisa  lebih 
mampu  berperan  dan  bukan  Australia.  Aus- 
tralia sendiri,  sebenarnya,  telah  memiliki 
"Buku  Merah"  (karena  bersampul  merah) 
bagi  penyelesaian  politik  Kamboja  yang  di- 
keluarkan  Menlu  Evan  tahun  lalu. 

Chapter  9  tentang  perkembangan  di  Fili- 
pina  amat  menarik  ditulis  oleh  Rey  Ileto. 
Bagian  yang  menarik  tentunya  tentang  masa 
depan  pangkalan  militer  AS  di  Filipina  yang 
akan  berakhir  September  1991  ini.  Masalah 
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pangkalan  ini  memperkaitkan  antara  kepen- 
tingan  ekonomi,  politik  dan  strategi  baik  AS 
maupun  Filipina.  Tampaknya  negara-negara 
ASEAN  masih  menginginkan  agar  pangkal- 
an AS  tersebut  masih  dipertahankan  karena 
negara-negara  ini  perlu  waktu  untuk  menye- 
suaikan  diri  dengan  perkembangan  politik, 
ekonomi  dan  strategi  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara,  khususnya  dalam  menghadapi  peranan 
Jepang,  Cina  dan  India  sebagai  kekuatan 
regional  yang  akan  berperan  di  kawasan  ter- 
sebut. Perkembangan  terakhir  yang  terde- 
ngar,  Presiden  Cory  Aquino  setuju  untuk 
memperpanjang  izin  pangkalan  militer  AS 
tersebut  selama  lima  tahun,  tentunya  dengan 
imbalan  milyaran  dollar  AS. 

Sebenarnya  ada  usulan  positif  dari  bekas 
Menlu  Mochtar  Kusumaatmadja  agar 
negara-negara  di  Asia  Tenggara  bisa  ber- 
tanggung  jawab  atas  keamanannya  sendiri. 
Indonesia  sejak  dulu  sangat  anti  pada  pang- 
kalan militer  asing.  Prof.  Mochtar  tampak- 
nya juga  melihat  bahwa  dengan  ikut  serta- 
nya  Indonesia  dalam  kerjasama  pertahanan 
di  Asia  Tenggara,  khususnya  antara  Indone- 
sia-Malaysia dan  Singapura,  akan  mengu- 
rangi  ketakutan  regional  akan  kebijakan  In- 
donesia di  masa  datang,  seperti  yang  terjadi 
pada  masa  konfrontasi.  Kerjasama  perta- 
hanan tiga  negara  ini  akan  pula  bisa  meng- 
gantikan  Five  Powers  Defence  Arrangement 
antara  Inggris,  Australia,  Selandia  Baru, 
Malaysia  dan  Singapura  (Michael  Richard- 
son, "Shifts  in  the  Power  Balance,"  Asia- 
Pacific  Defence  Reporter  1991  Annual  Re- 
ference Edition,  hal.  37).  Namun  demikian, 
kerjasama  pertahanan  bilateral  antar 
negara-negara  ASEAN  tampaknya  masih 
tetap  yang  terbaik,  karena  kalau  diperluas 
akan  mengubah  citra  ASEAN  dari  organi- 
sasi  regional  untuk  kerjasama  ekonomi  dan 
budaya,  ke  pakta  pertahanan. 


Chapter- chapter  lainnya  melulu  tentang 
hubungan  Indonesia-Australia.  Seperti  kita 
ketahui,  hubungan  Australia- Indonesia  da- 
lam kurun  waktu  hampir  setengah  abad  ini 
telah  mengalami  pasang  naik  dan  pasang 
surut.  Beberapa  pembawa  makalah,  seperti 
penyunting  Desmond  Ball,  Menlu  Gareth 
Evans,  Goenawan  Mohamad,  Andrew  Mac- 
Intyre  serta  Hasnan  Habib  membahas  ma- 
salah  ini  di  dalam  seminar  tersebut.  Pasang 
naik  hubungan  kedua  negara  amat  men- 
colok  pada  masa  revolusi  Kemerdekaan  In- 
donesia di  mana  para  buruh  radikal  Austra- 
lia membantu  perjuangan  para  eks-Digulis 
di  Australia  dalam  menyuarakan  kemerde- 
kaan Indonesia.  Pada  saat  itu  secara  kebe- 
tulan  Australia  di  bawah  pemerintahan  Pe/- 
dana  Menteri  Ben  Chifley  dari  Partai  Buruh 
yang  belakangan  juga  membantu  perjuang- 
an Indonesia  khususnya  lewat  ikut  sertanya 
Australia  di  dalam  komisi  tiga  negara.  Kisah 
perjuangan  para  eks-Digulis  ini  pernah 
diulas  oleh  almarhum  Mohamad  Bondan 
dalam  bukunya  yang  berjudul  Genderang 
Api  Kemerdekaan  di  Luar  Negeri. 

Bulan  madu  hubungan  kedua  negara  ter- 
nyata  amat  singkat.  Pergantian  pemerintah- 
an dari  Chifley  ke  Menzies  dari  koalisi  Par- 
tai Liberal- National  di  akhir^tahun  1949,  ter- 
nyata  juga  membawa  perubahan  yang 
drastis  dalam  kebijakan  luar  negeri  Austra- 
lia terhadap  Indonesia.  Australia  saat  itu 
membantu  Belanda  dalam  mepertahankan 
Irian  Barat,  bahkan  kedua  negara  bermak- 
sud  untuk  menggabungkan  Irian  Barat  dan 
Irian  Timur  (PNG  sekarang)  menjadi  satu 
pemerintahan  sendiri.  Perubahan  politik 
luar  negeri  Amerika  Serikat  dari  netralitas 
pasif  ke  politik  mediasi  dalam  masalah  Irian 
Barat,  akhirnya  juga  mengubah  sikap  Aus- 
tralia terhadap  masalah  Irian  Barat  ke  arah 
yang  positif. 
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Sebagai  negara  yang  terletak  paling 
selatan  dan  terpencil,  Australia  sejak  lama 
memang  takut  akan  ancaman  dari  utara.  Di 
akhir  abad  19  misalnya,  Australia  begitu 
takut  ketika  Jerman  mengambil  paruh  utara 
bagian  timur  pulau  New  Guinea.  Hal  ini 
menyebabkan  Australia  mendesak  Inggris 
untuk  juga  mengambil  paruh  selatan  dari 
bagian  timur  pulau  tersebut,  sedangkan 
Belanda  telah  menduduki  seluruh  bagian 
barat  New  Guinea  yang  kini  menjadi  Irian 
Jaya.  Sejarah  ketakutan  Australia  ini,  dari 
sudut  strategis,  secara  singkat  dan  padat 
dibahas  oleh  Hasnan  Habib.  Dasar  dari  po 
litik  luar  negeri  Australia  masih  berpijak 
pada  letak  geografisnya  dan  upayanya  untuk 
mempertahankan  warisan  Inggris.  Sejak 
berakhirnya  Perang  Dunia  II,  Australia 
amat  tergantung  pada  payung  pertahanan 
Amerika  Serikat  dan  bukan  lagi  dari  Inggris. 
Siapapun  yang  memerintah  di  Australia,  pe- 
merintah  Buruh  ataupun  koalisi  Liberal- 
Nasional,  hubungan  pertahanan  dengan 
Amerika  akan  tetap  dipertahankan. 

Pasang  surut  hubungan  kedua  negara 
berlangsung  sampai  pertengahan  1960an, 
khususnya  saat  Indonesia  menjalankan  poli- 
tik  konfrontasi  terhadap  pembentukan  ne- 
gara federasi  Malaysia.  Saat  itu  Australia 
membantu  Inggris  dalam  mempertahankan 
wilayah  Kalimantan  Utara.  Walau  tidak 
sampai  menjurus  ke  pertempuran  besar,  ten- 
tara  Australia  sempat  berhadapan  dengan 
tentara  atau  sukarelawan  Indonesia  di  Kali- 
mantan Utara. 

Hubungan  kedua  negara  mengalami 
pasang  naik  lagi  ketika  Jenderal  Soeharto 
naik  ke  panggung  politik  Indonesia  setelah 
gagalnya  PKI  dalam  peristiwa  30  September 
1965.  Adalah  Australia,  bersama  Jepang 
dan  Belanda,  yang  berperan  dalam  pemben- 
tukan IGGI  untuk  membantu  pembangunan 


ekonomi  Indonesia. 

Lagi- lagi,  hubungan  tersebut  memburuk 
karena  sebagian  besar  rakyat  Australia  sa- 
ngat  shock  ketika  integrasi  Timor  Timur 
dengan  Indonesia,  apalagi  sejak  terbunuh- 
nya  Uma  wartawan  Australia  di  Balibo, 
Timor  Timur.  Dan  hubungan  tersebut  mem- 
buruk kembali  ketika  David  Jenkins  menu- 
runkan  artikel  tentang  bisnis  keluarga  Cen- 
dana  di  Sydney  Morning  Herald,  April  1986. 

Selama  ini  kita  hanya  mengetahui  bahwa 
perbedaan  budaya  yang  mencolok  antara 
orang  Australia  dan  Indonesia  adalah  salah 
satu  penyebab  ketidakeratan  hubungan 
kedua  negara.  Hal  ini  dibantah  oleh  Goena- 
wan  Mohamad  dan  Andrew  Maclntyre. 
Goenawan,  yang  adalah  pemimpin  redaksi 
Tempo,  mengungkapkan  bahwa  orang  Indo- 
nesia, baik  yang  di  pemerintahan  maupun 
yang  di  luar,  sejak  berakhirnya  revolusi  ke- 
merdekaan  merasa  dirinya  unik.  Karena 
uniknya  sampai-sampai  Soekarno  ingin 
membentuk  suatu  demokrasi  ala  Indonesia 
yang  lain  daripada  yang  terdapat  di  negara- 
negara  barat.  Pergantian  pemerintahan  dari 
Soekarno  ke  Soeharto  juga  tidak  mengubah 
citra  diri  Indonesia  yang  unik  ini.  Hanya  sa- 
ja,  demokrasi  ala  Indonesia  itu  berubah 
nama  dari  "Demokrasi  Terpimpin"  ke  "De- 
mokrasi Pancasila".  Tapi  pesannya  adalah 
sama,  Indonesia  Iain  daripada  "barat". 
Orang  Barat  tidak  bisa  menilai  Indonesia 
atas  standar  yang  berlaku  di  Barat  (hal.  143). 
Inilah  untuk  pertama  kalinya  orang  Indo- 
nesia berani  mengungkapkan  citra  diri  dan 
persepsi  orang  Indonesia  dipandang  dari 
kacamata  orang  Indonesia  sendiri.  Pendapat 
Goenawan  tersebut  sebenarnya  telah  lama 
terpendam  di  benak  beberapa  pengamat  po- 
litik Indonesia,  namun  kurang  berani  untuk 
mengungkapkannya.  Makalah  Goenawan 
dinilai  "Excellent"  bukan  saja  oleh  Jusuf 
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Wanandi  dan  Bill  Morrison,  tapi  juga  dari 
para  pengamat  Indonesia  orang  Indonesia 
maupun  Australia. 

Citra  diri  orang  Indonesia  ini  mungkin 
peflu  ditambahkan.  Selama  ini  kita  selalu 
merasa  bahwa  Indonesia  berada  di  posisi 
yang  penting,  di  antara  dua  benua  dan  dua 
samudera.  Padahal,  posisi  silang  tersebut 
tak  begitu  penting  di  mata  negara  super  kuat 
seperti  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet, 
karena  Indonesia  hanya  menghubungkan 
benua  Asia  dengan  benua  Australia  yang 
terpencil  di  Selatan.  Di  Asia  Tenggara  sen- 
diri,  bukan  Indonesia  yang  penting  di  mata 
AS,  melainkan  Filipina,  karena  Filipina  ada- 
lah  salah  satu  mata  rantai  kepentingan  stra- 
tegis  AS  di  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  Se- 
latan, selain  Jepang  dan  Australia. 

Citra  diri  yang  unik  ini  menyebabkan 
kadang-kadang  Indonesia  merasa  lebih  pen- 
ting daripada  Australia.  Kalau  Australia 
mau  membina  hubungan  baik,  maka  harus 
mengikuti  gaya  Indonesia.  Ini  juga  me- 
nyangkut  pers  Australia  dan  pemberitaan- 
nya  tentang  Indonesia.  Itu  sebabnya,  menu- 
rtit  Andrew,  kadang-kadang  tak  terjadi  per- 
sesuaian  antara  pemerintah  Indonesia 
dengan  pers  Australia  di  satu  pihak  dan  an- 
tara pemerintah  Indonesia  dengan  pemerin- 
tah Austraha  di  pihak  yang  lain  (146-150). 
Pers  Australia,  sesuai  ukuran  demokrasi  li- 
beral, bebas  memberitakan  apa  saja,  terma- 
suk  yang  untuk  pemerintah  Indonesia  diang- 
gap  tabu.  Tidak  jarang  pemerintah  In- 
donesia mendesak  Australia  agar  "menye- 
suaikan  pers-nya"  sesuai  dengan  standar  In- 
donesia, yang  tentunya  tak  bisa  diterima 
oleh  Australia.  Sikap  Australia  yang  tak 
mau  didesak-desak  ini  amat  menonjol  pada 
masa  pemerintahan  Bob  Hawke,  khususnya 
antara  tahun  198&-1987,  setelah  terjadinya 
"Peristiwa  Jenkins".  Itu  sebabnya,  Indone- 


sia tak  bisa  membcndung  pemberitaan 
Radio  Australia  tentang  Indonesia  daiam 
bahasa  Indonesia  dan  juga  pemberitaari 
suratkabar  Australia  tentang  situasi  Indo^ 
nesia. 

Kerjasama  ekonomi,  yang  dibahas  dalam 
Chapter  13  dan  14,  tampaknya  merupakan 
suatu  hal  yang  diharapkan  semakin  berkem- 
bang  di  masa  datang.  Selama  ini  perdagang- 
an  dan  investasi  di  kedua  negara  tampaknya 
masih  sangat  terbatas.  Namun  demikian 
upaya  kedua  negara  untuk  meningkatkan 
kerjasama  dalam  memperjuangkan  terbuka- 
nya  pasar  internasional  tampaknya  suatu  hal 
yang  patut  dibanggakan.  Pengetahuan 
masing-masing  negara  tentang  kemampuan 
ekonomi  satu  sama  lain  juga  masih  terbatas. 
Tapi  ada  satu  kecenderungan  positif,  yakni 
adanya  kerjasama  yang  semakin  meningkat 
antara  ekonom  ANU  dan  UI  khususnya  dan 
ANU  dengan  CSIS  pada  umumnya.  Adalah 
suatu  kenyataan  bahwa  selama  ini  ada  per- 
tukaran  informasi,  lewat  jurnal  ataupun  se- 
minar, antara  para  ekonom,  ahli  demografi 
dan  ahli  poUtik  kedua  negara. 

Isi  buku  ini  pada  dasarnya  ditulis  oleh 
orang- orang  yang  menginginkan  adanya 
perbaikan  positif  dalam  hubungan  RI- 
AustraHa.  Mereka  semua  kadang-kadang 
bertanya,  mengapa  Indonesia  dan  Australia 
yang  berdekatan  ini  kok  asing  satu  sama 
lain.  Isi  buku  ini  mungkin  akan  lebih  ber- 
warna,  kalau  orang- orang  yang  selama  ini 
suka  memprotes  Indonesia  juga  menyum- 
bangkan  makalahnya.  Namun  demikian, 
tidak  jarang  terjadi,  kalau  ada  seminar  se- 
macam  ini,  ada  pula  seminar  tandingan  se- 
perti yang  kadang-kadang  diorganisasi  oleh 
Inside  Indonesia. 
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